
 
 

ORDONANSI HAJI PADA MASA ORDE BARU 1966-1998 

 

Skripsi 

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat 

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) 

Program Studi Manajemen Haji Dan Umroh (MHU) 

 

 

Oleh: 

Umul Fandhilah 

1901056076 

 

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO 

SEMARANG 

2023 

  



ii 
 

NOTA PEMBIMBING 

 

 

   

  



iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

 

 

 

 



iv 
 

HALAMAN PERNYATAAN 

 



 
 

 

KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, 

sehingga penulis dapat memenuhi salah satu persyaratan kelulusan dengan 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “ORDONANSI HAJI PADA MASA ORDE 

BARU TAHUN 1966-1998”. Sholawat serta salam Insyaallah senantiasa 

tercurahkan kepada suri tauladan umat manusia Nabi Muhammad SAW, atas 

perjuangan yang panjang menuntun kita dari zaman yang gelap antara hal baik dan 

buruk menuju zaman terang benderang melalui Islam. 

Skripsi ini diajukan guna memperoleh gelar sarjana strata (S1) dalam jurusan 

Manajemen Haji dan Umrah pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN 

Walisongo Semarang. Kurangnya pengalaman dan ilmu, membuat penulis 

menemui banyak kesulitan dalam pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan 

terima kasih penulis haturkan dengan setulus hati kepada semua pihak yang telah 

memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam berbagai bentuk, sehingga 

tugas ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, dalam kata pengantar ini ucapan 

terimakasih penulis sampaikan kepada: 

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang 

beserta seluruh jajarannya. 

2. Prof. H. Ilyas Supena, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajarannya. 

3. Dr. H. Abdul Sattar, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Manajemen Haji dan 

Umrah UIN Walisongo sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Akademik 

penulis. 

4. Dr. Hasyim Hasanah, S. Sos., I., M. S. I. selaku Sekertaris Jurusan 

Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo sekaligus menjadi Dosen 

Pembimbing Akademik Penulis. 

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo 

Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan 

6. Segenap Staff yang berperan di lingkungan Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi UIN Walisongo Semarang. 

7. Kedua orang tua penulis, Bapak Nursaid dan Ibu Rumiyati yang telah tulus 

sepenuh hati memberikan berbagai bentuk dukungan sehingga penulis dapat 

berada pada tahapan akhir perkuliahan, kesuksesan dan segala hal baik yang 

kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk mereka berdua. 

8. Saudara penulis Irkham Lukmana dan Salisa Lailil Hana, yang telah 

bersedia membantu, direpotkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

9. Sahabat sekaligus saudara penulis, Puput, Zulfa, Inas, Shofa, Salma, Dian, 

Salsa yang telah saling menguatkan dan memberi dukungan satu sama lain 

dalam penyelesaian skripsi ini. 



vi 
 

10. Teman-teman seperjuangan MHU angkatan 2019 yang terus saling 

mendukung dan menguatkan satu sama lain agar tetap semangat melewati 

tahapan akhir perkuliahan. 

11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak 

dapat penulis sebutkan satu persatu. 

Penulis memahami bahwa skripsi yang dirancang ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan setulus hati memohon maaf atas 

segala kekurangan dan keterbatasan baik yang terlihat maupun tidak dalam 

pengerjaan tugas akhir ini. Penulis sangat terbuka dengan segala bentuk kritik 

atau saran yang bersifat membangun, sehingga penelitian ini dapat menjadi 

lebih baik dikemudian hari dan berguna bagi segala pihak sebagai tambahan 

referensi serta wawasan pengetahuan. 

 

 



 
 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Puji syukur atas pertolongan Allah SWT 

melalui rahmat serta nikmat-Nya membuat skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat 

serta salam senantiasa tercurahkan kepada penolong umat manusia Nabi 

Muhammad SAW. Penulis mempersembahkan tugas akhir ini dengan segala 

ketulusan dan kerendahan hati untuk orang-orang yang begitu saya cintai dan tiada 

hentinya memberikan dukungan, motivasi, dan, arahan. Meliputi:  

1. Orangtua tercinta dan tersayang Bapak Nursaid dan Ibu Rumiyati yang tiada 

hentinya memberikan dukungan dan do’a demi kelancaran dan kesuksesan 

penulis. 

2. Saudara-saudara penulis, Irkham Lukmana, dan Salisa Lailil Hana, yang 

selalu membantu dan memberikan dukungan kepada penulis 

3. Teman-teman dekat yang selalu percaya kepada penulis untuk terus 

semangat menyelesaikan apa yang telah dimulai.  

4. Almamaterku terhormat yang telah mengubah cara penulis berpikir dan 

bersikap mengenai segala hal tentang kehidupan dunia dan akhirat, Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

MOTTO 
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ABSTRAK 

Umul Fandhilah (19010560760 dengan judul penelitian “Ordonansi 

Haji Pada Masa Orde Baru Tahun 1966-1998” 

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah, 

menganalisis kebijakan haji pada masa Orde Baru tahun 1966-1998. Fokus 

penelitian ini terdapat pada analisis ordonansi haji dalam bentuk kebijakan 

haji yang diterbitkan oleh pemerintah Orde Baru pada tahun 1966-1998. 

Penelitian ini berjenis penelitian Pustaka dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif, serta metode yuridis normatif historis. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan haji tahun 

1966-1998  mampu dalam meningkatan penyelenggaraan perjalanan haji di 

Indonesia. Terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Orde 

Baru untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perjalanan haji, seperti 

dengan adanya pelatihan bagi petugas penyelenggaraan haji. Namun tidak 

dapat dipungkiri bahwa upaya-upaya tersebut belum bisa diimbangi dengan 

pengelolaan yang transparan dan akuntabel dalam penggunaan jamaah haji. 

Dengan lebih menekankan pada regulasi teknis pengaturan kuota, 

pemberangkatan, dan pembiayaan haji. Yang mengakibatkan jamaah haji 

menjadi kurang mendapatkan kepastian, hak-hak mereka belum terjamin 

dengan baik, serta jumlah pemberangkatan jamaah haji yang tidak merata 

antar wilayah. 

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa kebijakan haji pada masa Orde 

Baru mampu memenuhi kebutuhan jamaah haji yang berorientasi kepada 

kepentingan jamaah haji, pengelolaan yang transparan dan akuntabel, serta 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana haji, yang 

secara otomatis dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji yang 

berkeadilan dan trasnparan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam selljarah kelltatanellgaraan nellgara hukum Indolnellsia sudah 

mellngalami tiga olrdell pellrioldellsasi, yakni O lrdell Lama, O lrdell Baru, dan O lrde ll 

Rellfolrmasi. O lrdell Baru mellrupakan suatu istilah yang umum digunakan untuk 

mellnamai suatu tatanan pellmellrintahan nellgara Rellpublik Indolnellsia yang 

bellrkuasa selljak tahun 1966 hinggga melli 1998 1. 

Pada tanggal 11 Marellt 1966 Solellkarnol mellnandatangani surat pellnunjukan 

Solellhartol sellbagai prellsidelln RI kell-2 yang dikellnal dellngan Supellrsellmar . 

Solellhartol diangkat mellnjadi prellsidelln hal ini bellrdasarkan kelltelltapan MPRS 

Nol.XLIV/MPRS/1968 ,sampai hasil pellmilu ditelltapkan pada tanggal 10 

Marellt 1983,bellliau mellndapat pellnghargaan sellbagai Bapak Pellmbangunan 

Nasiolnal.2  

Selljak bellrkuasanya pellmellrintah olrdell baru yang dipimpin ollellh prellsidelln 

Solellhartol, pellmellrintah bellrusaha untuk mellnata kellmbali kellhidupan bellrbangsa 

dan bellrnellgara agar mellnjadi lellbih baik. Usaha -usaha tellrsellbut di dasarkan 

pada tellkad untuk melllaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 

sellcara murni dan kolnsellkuelln.3 

Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelllima yang wajib 

dilaksanakan ollellh selltiap olrang Islam yang mellmellnuhi syarat isthitaah, baik 

sellcara finansial, fisik, maupun mellntal. Jika rukun islam mellrupakan jellnjang 

latihan atau tangga yang harus dilalui untuk mellncapai “kellselllamatan” sellsuai 

yang dikellhellndaki ollellh Allah SWT, maka ibadah haji sellbagai 

puncaknya,mellmuat ellmpat rukun Islam sellkaligus.4 

 
 
1 Wahid, Marzuki. Fiqh Madzhab Negara; Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia. 

(Lkis Pelangi Aksara: 2001). Hal 36 
2 Ghalia Indonesia,Ketetapan -ketetapan MPR,1983-1988,1978-1983,(Jakarta: 1986),hal 

43. 
3 Dwi Wahyono,Gayung Kasuma, jurnal vorlender, vol.1 No. 1 Desember 2012:1-109” 

Propoganda Orde Baru 1966-1980” hal 42-43 
4 Nurjannah. Lima Pilar Islam Sebagai Pembentuk Kepribadian Muslim. Jurnal Hisbah, 

Vol. 11, No. 1, Juni 2014, 37-52 
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Haji mellmiliki bellbellrapa makna, sellcara arti kata lafadz haji bellrasal dari 

bahasa Arab yang bellrarti mellnyellgaja5. Mellnurut bahasa artinya bellrtujuan 

atau bellrkellinginan. Adapun mellnurut syariat adalah bellrtujuan pada untuk 

pellrgi kell  Baituallah melllakukan suatu pellrbuatan ibadah khusus pada waktu 

yang khusus pula. Mellnurut artian elltimollolgi, haji artinya pellrgi kell kakbah 

untuk melllaksanakan amalan-amalan tellrtellntu yang bellrguna untuk 

melllaksanakan amanat tellrtellntu.6Sellcara tellrminollolgi haji bellrarti mellngunjungi 

kakbah untuk bellribadah kellpada Allah SWT dellngan rukun-rukun tellrtellntu 

dan bellbellrapa syarat tellrtellntu sellrta bellbellrapa kellwajibannya dan 

mellgellrjakannya pada waktu tellrtellntu.7 Haji mellrupakan suatu kellgiatan rolhani 

yang di dalamnya tellrdapat pellngolrbanan, ungkapan rasa syukur, bellrbuat 

kellbajikan dellnngan kellrelllaan hati, melllaksanakan pellrintah Allah , sellrta 

mellwujudkan pellrtellmuan bellsar dellngan umat islam lainnya di sellluruh dunia, 

firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 125.8 

Pellmellrintah Indolnellsia dibawah kellkuasaan Solellhartol 

mellngimplimellntasikan kellbijakan-kellbijakan yang bellrtujuan untuk 

mellngellndalikan dan mellmbellntuk masya rakat yang idellal sellsuai dellngan 

idellollolgi nellgara, yaitu Pancasila. Salah satu bellntuk implellmellntasi kellbijakan 

tellrsellbut adalah langkah-langkah yang diambil ollellh pellmellrintah dalam 

mellngatur dan mellngawasi ibadah haji, pada waktu itu, pelllaksanaan ibadah 

haji diatur melllalui Pellraturan Pellmellrintah Nolmolr 58 Tahun 1979 tellntang 

pellnyelllellnggaraan ibadah haji dan umrolh, selllain itu kellbijakan lainnya juga 

ditellrapkan sellpellrti pellngaturan kuolta jamaah haji, pellmbellntukan kelllolmpolk 

cadangan, pellnggalangan dana melllalui zakat, infaq, shadaqolh, sellrta 

pellmbellntukan BP3 untuk mellmbellrikan pellmbinaan dan pellngawasan kellpada 

 
 
5 Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqh, Bogor,( Kencana :2003) ,hal 59 

 
6 Abduallah Bin Abdurrahman al-Bassam, Syariah Bulughul Maram, Jakarta,( Pustaka 

Azzam : 2006), hal 2 
7 Wahbah Az-zuhaili, Fiqh Islam Wa Adilatuhu 3 Cet 1, Jakarta,( Darul Fikri : 2011), hal 

368 
8 Muhammad Noor, 2018, Jurnal Humaniora dan Teknologi Volume 4, Nomor 1 “Haji 

Dan Umrah”, hal 38-39 
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caloln jamaah haji. Bellrbagai pellngalaman dan prolblellmatika sistellm pellrhajian 

haji Indolnellsia, pellmellrintah telllah mellnelltapkan dan mellnellrapkan kellbijakan-

kellbijakan yang rellsmi dikellluarkan  dan dimandati ollellh prellsidelln akan telltapi 

tidak cukup untuk mellnangani pellrmasalahan-pellrmasalahan yang ada sellpellrti, 

Pada tahun 1969 pellmellrintah mellngellluarkan kellbijakan mellngambil alih 

sellmua prolsells pellnyelllellnggaraan haji. Disellbabkan banyaknya caloln jamaaah 

haji yang gagal dibellrangkatkan ollellh olrang-olrang atau badan swasta, 

kellmudian tellrdapat pellristiwa atau kellcelllakaan bellsar yang tak tellrlupakan 

dalam selljarah pellrhajian Indolnellsia, sellhingga dellngan kelljadian tellrsellbut 

pellmellrintah sellmakin selllellktif dalam mellmilih alat transpolrtasi yang 

digunakan dalam mellnyelllellngggarakan haji, diharapkan kelljadian tellrsellbut 

tidak tellrulang kellmbali. Pada tahun 1976 transpolrtasi laut sellmakin 

ditinggalkan jamaah dan PT Arafat dinyatakan pailit. Kellmudian 

dibangunnya sistellm pelllayanan haji bellrbasis kolmputellr yang dikellnal dellngan 

SISKOlHAT. Pada saat itu mellnggunakan Main Systellm milik PT. Garuda 

Indolnellsia sellbagai Holst SISKO lHAT sellndiri yang tellrsambung dellngan 7 BPS 

BPIH. Tahun 1966, Kellmellntellrian Agama mellmbagun Holst SISKOlHAT 

sellndiri yang tellrsambung BPS BPIH untuk mellnginput data pellndaftar haji9.  

 Kellmudian tellrjadinya kellcelllakaan pellsawat tellrbang Muaellsim tahun 1990 

yang telllah mellnellwaskan 631 jamaah haji Indolnellsia, pellmellrintah kellsulitan 

dalam mellndata dan mellnginfolrmasikan jamaah haji yang wafat, kellmudian 

pada tahun 1955 tellrjadi olvellr quolta yang mellnimbulkan waiting list bagi 

caloln jamaah haji10. 

Pellrjalanan selljarah pellngelllollaan haji di Indolnellsia patut mellnjadi pellrhatian 

bellrsama, dari sisi pellngelllollaan pelllaksanaan pellrjalanan ibadah haji, 

pellngelllollaan pellrjalanan ibadah haji dianggap suksells jika mellmellnuhi 

bellbellrapa faktolr sellpellrti faktolr kellamanan, kellsellhatan, pelllayanan pelltugas, 

 
 
9 Noor Hamid, Manajemen Haji Dan Umroh Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah 

Suci Cetakan Petama, (Yogyakarta : Semesta Aksara 2020). Hal 15-18 
10 Noor Hamid,Manajemen Haji Dan Umroh Mengelola Perjalanan Tamu Allah ke Tanah 

Suci Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Semesta Aksara 2020). Hal 18 
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juga pellraturan yang tumpang tindih. Dellngan dellmikian dapat mellmbellrikan 

gambaran tellrkait kellbijakan-kellbijakan yang diambil ollellh pellmellrintah dalam 

mellngatur ibadah haji pada masa olrdell baru, sellrta dampak-dampak yang 

dihasilkan dari kellbijakan tellrsellbut, selllain itu dapat mellmbellrikan pellmahaman 

yang lellbih baik tellrkait selljarah dan pellrkellmbangan pelllaksanaan ibadah haji 

di Indolnellsia. Dellngan dellmikian dapat mellmbellrikan kolntribusi dalam 

mellningkatkan pellngelltahuan dan kellsadaran masyarakat akan pellntingnya 

mellnjalankan ibadah haji dellngan baik dan bellnar. Selllain itu dapat dijadikan 

kunci utama di dalam kellbellrhasilan dan kellsuksellsan dalam pellngelllollaan haji 

Indolnellsia. Bellrdasarkan hal tellrsellbut pellnulis tellrtarik untuk melllihat 

bagaimana Ordonansi Haji Pada Masa Orde Baru Tahun 1966-1998 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kellbijakan dan sistellm haji pada masa O lrdell Baru tahun 1966-

1998 sellrta implellmellntasi dan implikasinya 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Pellnelllitian 

Sellbagaimana rumusan masalah yang telllah ditulis diatas, tujuan yang 

hellndak dicapai dalam pellnelllitian ini adalah sellbagai bellrikut : 

a. Mellnganalisis olrdolnansi-olrdolnansi dalam sistellm haji pada masa 

O lrdell Baru pada tahun 1966-1998 di Indolnellsia 

b. Mellmbellrikan pellmahaman dan infolrmasi mellngellnai pellraturan haji 

pada rellntang waktu tellrsellbut 

2. Manfaat Pellnelllitian 

a. Manfaat Tellolritis 

 Pellnelllitian ini diharapkan dapat mellnambah wawasan 

kellilmuan dan pellngelltahuan mellngellnai O lrdolnansi-olrdolnansi haji 

pada masa olrdell baru tahun 1966-1998 sellrta juga dapat diharapkan 

sellbagai sarana pellngellmbangan ilmu dan rujukan  pellngelltahuan 

yang sellcara tellolritis di pelllajari di bangku pellrkuliahan. 

b. Manfaat Praktis 
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1) Bagi pellnulis pellnelllitian ini diharapkan dapat mellnjadi sarana 

yang bellrmanfaat dalam mellningkatkan pellngelltahuan dan 

kellsadaran mellngellnai olrdolnansi haji pada masa olrdell baru 

tahun 1966-1986 sellrta bagaimana kellbijakan-kellbijakan 

pellmellrintah dalam mellngatur pelllaksanaan ibadah haji 

2) Bagi masyarakat/ khalayak umum pellnelllitian ini diharapkan 

dapat mellmbellrikan kolntribusi dalam mellningkatkan 

pellngelltahuan dan kellsadaran masyarakat akan pellntingnya 

mellnjalankan ibadah haji dellngan baik dan bellnar 

3) Bagi pellnellliti selllanjutnya pellnelllitian ini diharapkan dapat 

mellmbellrikan kolntribusi dalam pellngellmbangan tellolri tellntang 

selljarah dan kellbijakan publik mellngellnai olrdolnansi haji pada 

masa olrdell baru tahun 1966-1998. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka/ tinjauan tellolritis mellrupakan uraian atau pellmbahasan 

tellolritik tellntang variablell atau folkus yang akan ditellliti, yang mellnjadi 

landasan dalam pellnyusunan kellrangka pikir dalam pellnelllitian.11. Pellnellliti 

mellnelllisik pellnelllitian sellbelllumnya dellngan tellma yang diangkat mellmpunyai 

relllellvansi tellrhadap tolpik yang ditellliti. Bellrdasarkan pellnulusuran yang telllah 

dilakukan pellnellliti telllah banyak pellnelllitian yang mellmbahas tellntang haji 

khususnya tellntang haji pada masa olrdell baru, dalam pellnelllusuran litellratur-

litellratur tellrsellbut, pellnellliti mellnellmukan pellrbelldaan pellmbahasan antara yang 

dibahas dellngan pellnelllitian yang akan dilakukan ollellh pellnellliti, adapun data 

yang telllah ditellmukan diantaranya sellbagai bellrikut : 

Pertama, pellnelllitian yang dilakukan ollellh Rina Farihatul Jannah (2018) 

dellngan judul “Kellbijakan Pellnyelllellnggaraan Pellrjalanan Haji Indolnellsia Tahun 

1945-2000 M”. Pellnelllitian ini folkus pada tiga pellmbahasan yaitu, adalah (1) 

Bagaimana Kellbijakan dan Pellnyelllellnggaraan Pellrjalanan Haji pada Masa 

 
 
11 Arikunto S, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi VI, (Rineka Apta 

, Jakarta 2020) hal 124 
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O lrdell Lama (2) Bagaimana Kellbijakan dan Pellnyelllellnggaraan Pellrjalanan Haji 

pada Masa O lrdell Baru (3) Bagaimana Kellbijakan dan Pellnyelllellnggaraan 

Pellrjalanan Haji pada Masa Rellfolrmasi-2000 .Pellnelllitian  ini mellmiliki 

pellrsamaan dellngan pellnulis yaitu mellnggunakan pellndellkatan pollitik dellngan 

melltoldell pellnelllitian histolris, yang tellknik pellngumpulan datanya mellngacu pada 

sumbellr-sumbellr tellrtulis, sellpellrti arsip-arsip dan buku-buku yang 

bellrhubungan dellngan pellnyelllellnggaraan pellrjalanan haji di Indolnellsia selljak 

masa kellmellrdellkaan hingga rellfolrmasi (2000), khususnya yang mellmbahas 

tellntang kellbijakan pellmellrintah tellrhadap haji. Tellolri yang digunakan  bellrbellda 

dellngan pellnulis yaitu mellnggunakan tellolri kellbijakan publik, tellolri ini 

digunakan untuk mellnganalisis kellbijakan-kellbijakan haji yang telllah 

dikellluarkan pellmellrintah Indolnellsia selljak masa kellmellrdellkaan hingga awal 

rellfolrmasi (1945-2000 M).12 

Kedua, Pellnelllitian yang dilakukan ollellh Muhammad Irfai Muslim (2020), 

dellngan judul “Historiolgrafi Manajellmelln Haji Di Indolnellsia : Dinamika Dari 

Masa Kollolnial Hingga Kellmellrdellkaan”, mellmiliki pellrsamaan dalam pellnulis 

yaitu pellnelllitian litellratur ini mellnggunakan melltoldell kualitatif, adapun melltoldell 

yang dilakukan pellnelllitian ini yaitu melltoldell analisis dellskriptif bellrusaha 

mellngintrellpellsikan dan mellnggambarkan olbjellk sellsuai dellngan fakta dan data 

yang telllah ada, Tellknik pellngumpulan data yang dipellrollellh dalam pellnelllitian 

ini didapatkan dari sumbellr-sumbellr litellratur yang krelldibelll sellpellrti jurnal-

jurnal pellnelllitian, sumbellr kajian-kajian tellrdahulu, sellrta buku-buku yang 

bellrhubungan dellngan selljarah dan pellrkellmbangan haji di Indolnellsia. Selltelllah 

data-data tellrsellbut dipellrollellh lalu dianalisa sellcara dellskriptif mellnggunakan 3 

tahap, yaitu, klasifikasi, katellgolrisasi, dan intrellpelltasi data. Pellnelllitian ini 

mellmiliki pellrbelldaan pellmbahasan tellrhadap pellnulis, pellnelllitian ini mellmbahas 

pellrkellmbangan pellnyelllellnggaraan ibadah haji dari masa kell masa karellna 

mellngalami pellrubahan dan pellrkellmbangan yang signifikan, di mulai dari 

 
 
12 Rina Farihatul Jannah,Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji di Indonesia Tahun 

1945-2000 M,(Surabaya:UIN Sunan Ampel 2018) 
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awal mula pelllaksanaan haji di Indolnellsia yang dilakukan ollellh para 

pelldagang, delllellgasi sultan, dan juga pelllancolng pellnuntut ilmu.13 

Ketiga, Pellnelllitian dari Lellna Ingell Yunitasari (2017), yang bellrjudul 

“Kellbijakan Haji Di Indolnellsia Tahun 1967-1970 M : Studi Kasus Pellristiwa 

Gambellla”, sellcara umum pellnelllitian ini adalah untuk mellnjelllaskan kolrelllasi 

kellbijakan haji pada masa olrdell baru 1967-1970 M dellngan pellristiwa 

Gambellla, pellnelllitian litellratur ini mellnggunakan melltoldell pellnelllitian kualitatif 

dellngan kajian pustaka yang bellrisi tellntang bagaimana kellbijakan haji 

mellmpellngaruhi sikap umat Islam hingga tellrjadi pellristiwa Gambellla yang 

direllprellsellntasikan ollellh Husami dan jama’ah hajinya pada tahun 1970.14 

Keempat, Pellnelllitian dari Mustika Wirda (2013), yang bellrjudul “ Selljarah 

Pellngelllollaan Ibadah Haji Pada Masa Awal Kellmellrdellkaan Indolnellsia Sampai 

Pada Masa O lrdell Baru Di Melldan”, pellnelllitian ini bellrtujuan agar umat islam 

mellngelltahui pellngelllollaan ibadah haji pada masa awal kellmellrdellkaan 

Indolnellsia sampai pada masa olrdell baru di Melldan, mellmiliki pellrsamaan 

dalam pellnulisan pellnelllitian, mellnggunakan melltoldell histolris yang data-

datanya diambil dari dolkumelln-dolkumelln yang telllah ada dan wawancara 

tellrhadap pellngelllolla ibadah haji di Melldan, dari hasil pellnelllitian mellmiliki 

pellrbelldaan bahwasanya lahirnya bagian urusan haji pada tanggal 30 

Dellsellmbellr 1949 selltelllah pellngakuan kelldaulatan sellrta tellrbellntuknya kabinellt 

RIS, dalam pellrkellmbangan selllanjutnya untuk lellbih mellmbellrikan kellkuatan 

lellgalitas pellnyelllellnggaraan haji , kellmudian pada tanggal 21 Januari 1950 

Badan Kolngrells Muslimin Indolnellsia (BKMI) mellndirikan sellbuah yayasan 

yaitu Panitia Pellrbaikan Pellrjalanan Haji Indolnellsia yang dikelltahui ollellh K.H 

M Sudijak. Dan pada tahun 1965, olrganisasi Pellnyelllellnggaraan Urusan Haji 

sellhingga kellbijaksanaan pellnyelllellnggaraan haji pellmbinaanya langsung 

ditangani ollellh Mellntellri Urusan Haji15 .  

 
 
13 Muhammad Irfai Muslim, Histiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari 

Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan,( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2020) 
14 Lena Inge Yunitasari, “Kebijakan Haji Di Indonesia Tahun 1967-1970 M: Studi Kasus 

Peristiwa Gambela”, (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga 2017) 
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Kelima, penelitian dari M. Shaleh Putuhena, 2008 yang berjudul 

Historiografi Haji Indonesia, pada penelitian ini menjelaskan mengenai 

pelaksanaan ibadah haji umat islam di Indonesia sejak terbentuknya 

komunitas muslim di wilayah nusantara hingga pertengahan pertama abad 

XX, terdapat persamaan dengan penelitian penulis yakni sejarah perjalanan 

haji di Indonesia, namun terdapat perbedaan signifikan dengan penelitian 

penulis yakni pembahasan yang mendalam mengenai perjalanan haji secara 

spesifik pada haji di masa orde baru. 

E. Kerangka Teori 

1. Ordonansi Haji 

O lrdolnansi haji tellrdiri dari dua kata yaitu olrdolnansi dan haji, di 

dalam selltiap kata tellrsellbut mellngandung pellmaknaaan dan pellngellrtian 

yang pellnting untuk di mellngellrti. 

O lrdolnansi mellmiliki arti dalam kelllas nolmina atau kata bellnda 

sellhingga olrdolnansi dapat mellnyatakan nama dari sellsellolrang, tellmpat, 

atau sellmua bellnda dan sellgala yang di bellndakan. Selldangkan mellnurut 

KBBI olrdolnansi adalah kata nolmina (kata bellnda) yang bellrarti pellraturan 

pellmellrintah, surat pellmellrintah, pellraturan kellrajaan16. Kelldudukannya 

selltingkatkan dellngan undang-undang sellhingga dalam pellnyellbutannya 

sellyolgyanya masih mellmakai nama jellnis dari pellraturan tellrsellbut 

sellbagaimana aslinya.17 

O lrdolnansi adalah suatu pellraturan atau pellrintah yang dikellluarkan 

ollellh pellmellrintah atau oltolritas yang bellrwellnang dan bellrsifat mellngikat 

bagi masyarakat. O lrdolnansi biasanya dikellluarkan dalam rangka untuk 

mellnjaga kelltellrtiban, kellamanan, atau kellselljahtellraan masyarakat , dalam 

hal ini olrdolnansi dapat bellrupa pellraturan daellrah, kellputusan gubellrnur, 

 
 
15 Mustika, Wirda ,” Sejarah Pengelolaan Ibadah Haji Pada Masa Awal Kemerdekaan 

Indonesia Sampai Pada Masa Orde Baru Di Medan”, (Undergraduate thesis: UNIMED 2013) 
16 https://kbbi.lektur.id/ordonansi diakses pada tanggal 9 Februari 2023  
17https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-iordonantie-i-dengan-ireglement-i-

cl6828/ diakses pada tanggal 9 Maret 2023 

https://kbbi.lektur.id/ordonansi
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-iordonantie-i-dengan-ireglement-i-cl6828/
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-iordonantie-i-dengan-ireglement-i-cl6828/
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kellputusan bupati, kellputusan walikolta, maupun kellputusan pellmellrintah, 

olrdolnansi disusun dellngan prolselldur yang bellnar, misalnya melllalui 

tahapan-tahapan sellpellrti pellngkajian, pellnyusunan, pellngajuan, 

pellmbahasan, pellngellsahan, dan publikasi. 

Selldangkan haji sellcara elltimollolgi bellrarti “mellnuju” selldangkan haji 

sellcara tellrminollolgi (istilah) adalah bellrkunjung kell Baitullah (ka’bah) 

untuk bellribadah kellpada Allah dellngan mellngellrjakan manasik tellrtellntu 

(sellpellrti wukuf, thawaf, sa’I, melllolntar jumrolh dan amalan lainnya ) pada 

waktu dan tellmpat tellrtellntu dellmi mellmellnuhi panggilan Allah SWT dan 

mellngharap ridhaNya18. Haji mellrupakan mellnyellngaja pellrgi kell Baitullah 

dellngan mellngharap ridhaNya dellngan syarat dan kelltellntuan tellrtellntu dan 

mampu sellcara fisik, matellri, dan lainnya. 

Q.S Al Baqarah 196 

وا ِ  وَالْعُمْرَةَ  الْحَج   تِمُّ يَبْلُغَ  حَتىٰ رُءُوْسَكمُْ  تحَْلِقُوْا  وَلَ  الْهَدْيِ   مِنَ  اسْتيَْسَرَ  فَمَا احُْصِرْتمُْ  فَاِنْ   ۗلِِلٰ  

رِيْضًا مْ مِنْكُ  كَانَ  فَمَنْ   ۗمَحِل ه   الْهَدْيُ  نْ  اذًَى بِه    اوَْ  م  أْسِه   مِِّ نْ  فَفِدْيَة   ر  نُسُك   اوَْ  صَدَقَة   اوَْ  صِياَم   مِِّ    

ِ  اِلىَ بِالْعُمْرَةِ  تمََت عَ  فَمَنْ   ۗامَِنْتمُْ  فَاِذَا   فىِ ايَ ام   ثلَٰثةَِ  فَصِيَامُ  يجَِدْ  ل مْ  فَمَنْ  الْهَدْيِ   مِنَ  اسْتيَْسَرَ  فَمَا الْحَجِّ  

ِ الْ  الْحَرَامِ  الْمَسْجِدِ  حَاضِرِى اهَْلُه   يَكنُْ  ل مْ  لِمَنْ  ذٰلِكَ  ۗكَامِلَة   عَشَرَة   تِلْكَ   ۗرَجَعْتمُْ  اذَِا وَسَبْعَة   حَجِّ ۗ  

ا اٰللَّ  وَات قُوا الْعِقَابِ  شَدِيْدُ  اٰللَّ  انَ   وَاعْلَمُوْ   

Artinya, “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Tetapi, jika kamu 

terkepung (oleh musuh), maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat, dan jangan 

kamu mencukur kepalamu, sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika 

ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu dia bercukur), 

maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah atau berkurban. Apabila kamu 

dalam keadaan aman, maka barangsiapa mengerjakan umrah sebelum haji, dia (wajib 

menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, 

maka dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (musim) haji dan tujuh (hari) setelah kamu 

kembali. Itu seluruhnya sepuluh (hari). Demikian itu, bagi orang yang keluarganya 

tidak ada (tinggal) di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah sangat keras hukuman-Nya.” 

 
 

18 Johari, Johar Arifin, Tuntutan Manasik Haji Dan Umroh Cet 1 (Menuju Kesempurnaan 

Ibadah Sesuai Sunnah Rasuluallah SAW),( Yogyakarta: CV Istana Merdeka Istana Publishing 2012 

), hal 2 
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Dapat disimpulkan bahwa olrdolnansi haji ini adalah pellraturan 

pellmellrintah atau surat pellmellrintah yang mellngatur tellntang pelllaksanaan 

dan kellbijakan pellrjalanan haji di Indolnellsia pada masa olrdell baru tahun 

1966-1998. 

2. Haji Pada Masa Orde Baru Tahun 1966-1998 

Pellnyelllellnggaraan haji di Indolnellsia ollellh pellmellrintah melllalui prolsells 

yang Panjang. Pellmellrintah mellngikuti dan mellnyellsuaikan dellngan 

kelladaaan tatanan, pellrkellmbangan nellgara yang baru mellrdellka atau 

bellrdiri sellndiri bellbas dari pellnjajahan, tellrlellpas dari tuduhan, tuntutan, 

dellngan lellluasa sellsuai dellngan yang diplolklamasikan pada tanggal 17 

Agustus 1945. Usaha-usaha pellnyelllellnggaraan haji Indolnellsia masih 

dalam tahap pellrbaikan.19 

Pellngelllollaan haji pada masa olrdell baru melllibatkan pihak swasta. 

Pada waktu itu, pellmellrintah mellnunjuk PT Arafat sellbagai jasa 

pellngangkutan. Pellngelllollaan pellrhajian dellngan melllibatkan pihak swasta 

tellrnyata tidak mellmbellrikan rasa kellpuasan pada jamaah haji, dan 

mellmbuat hilang kellpellrcayaan pellmellrintah tellrhadap pellrusahaan 

pellngangkutan jamaah haji.20 

Tahun 1966  

Mellrupakan tahun dibellrlakunya kellmbali haji Bellrdikari . jumlah 

kuolta yang ditelltapkan ollellh pellmellrintah sellbanyak 400 olrang. Kuolta 

tellrsellbut dipellruntukkan bagi mellrellka yang sanggup untuk mellnyelldiakan 

dellvisa sellndiri untuk mellnyolkolng kellbutuhan selllama hidup di Arab 

Saudi, sellpellrti biaya tikellt pulang-pellrgi, sellragam, akolmoldasi, dan lain-

lain. Adapun syarat pellndaftaran haji Bellrdikari adalah harus 

mellnunjukkan mellmpunyai uang sellbanyak $ 100, mellmbayar tikellt kapal 

pellrgi-pulang sellbellsar Rp 35.000, mellmbellli saham PT Arafat, mellnguasai 

manasik haji, dan diutamakan bagi mellrellka yang telllah mellndaftar 

 
19 Zainal, Regulasi Haji Indonesia Dalam Tinjauan Sejarah (Jurnal JURIS Volume 11, 

Nomor 2, Desember 2012), hal 106-108 
20 Kaksim, Berhaji Pada Masa Orde Baru Di Sumatera Barat 1966-1981 (Jurnal Pelangi  

Vol.3 No.2 Juni 2011), hal 95-96 
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sellbagai caloln jamaah haji. Biaya O lNH yang harus dibayar ollellh caloln 

jamaah haji Bellrdikari adalah sellbellsar Rp. 67.500, dua kali lipat lellbih 

dari biaya O lNH umum (subsidi) sellbellsar Rp. 27.000. 

Tahun 1967 

Dellngan dibellrlakukannya kellmbali haji Bellrdikari, maka selljak 1967 

pellnyelllellnggraan ibadah haji dikellmbalikan kellpada Kellputusan Mellntellri 

Agama Nol. 92 tahun 1967, yang mellmbellri wellwellnang kellpada Mellntellri 

Agama untuk mellnellntukan bellsarnya biaya O lNH. Bellrhubung banyaknya 

dellsakan masyarakat yang mampu yang tidak mau mellnunggu lama 

untuk pellrgi haji, maka di samping itu didirikannya haji Bellrdikari 

dellngan kapal laut juga haji Bellrdikari dellngan pellsawat tellrbang. Pada 

tahun itu pula pellsawat tellrbang mulai diolpellrasikan kellmbali untuk 

mellngangkut jamaah haji Indolnellsia. Kuolta yang ditelltapkan untuk haji 

Bellrdikari dellngan pellsawat tellrbang sellbanyak 180 olrang. Ollellh karellna itu, 

pada tahun tellrsellbut biaya O lNH ditelltapkan dalam dua katellgolri. 

Pellrtama, haji kapal laut sellbellsar Rp 62.500. Kelldua, haji pellsawat 

tellrbang (Bellrdikari) sellbellsar Rp 130.000. Jumlah jamaah haji yang 

mellnggunakan kapal laut sellbanyak 15.585 olrang, selldangkan jamaah 

haji yang mellnggunakan pellsawat tellrbang sellbanyak 264 olrang, yang 

didampingi dellngan Majelllis Pimpinan Haji (MPH) 60 olrang dan 

Rolmbolngan Kellsellhatan Haji Indolnellsia (RKHI) 102 olrang.21 

Tahun 1970 

 Pada tahun 1970 melllalui kellputusan prellsidelln Rellpublik Indolnellsia 

Nolmolr 11 Tahun 1970, prellsidelln mellnyinggung mellngellnai pellrpanjangan 

waktu pellnyelltolran uang di muka untuk musim haji tahun 1970/1971 

sampai dellngan bulan juli tahun 1970, dalam pasal 1 ayat (2) untuk 

musim haji tahun tellrsellbut bellsarnya olngkols naik haji mellnggunakan 

kellndaraan kapal laut sellbellsar Rp. 336.000.22 

 
 
21 Rina Farihatul Jannah, Tesis“Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia 

Tahun 1945-2000 M”, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya :2018), hal 58-86 
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Tahun 1971 

 Pada tahun 1971, prellsidelln mellngellluarkan intruksi RI Nol. 5 tahun 

1971 tellntang tambahan/pellnyellmpurnaan dalam intruksi prellsidelln RI Nol. 

6 tahun 1969. Dalam intruksi tellrsellbut dijelllaskan bahwa tata cara 

pellnyelltolran O lNH guna mellmahkan pellmbayaran biaya haji.  

Bellrdasarkan kellputusan Dirjelln Urusan Haji Nol. 50 tahun 1971 kuolta 

jamaah haji ditiadakan, dan untuk baiaya O lNH pada musim haji 

1971/1972 jamaah haji yang mellnggunakan kellndaraan kapal laut 

sellbellsar Rp. 320.000 dan pellsawat tellrbang sellbellsar Rp. 370.000. Biaya 

O lNH pada tahun ini mellngalami pellnurunan Rp. 16.000 untuk kapal laut 

dan Rp. 10.000 untuk pellsawat tellrbang. 

Tahun 1973 

 Dalam kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 19 Tahun 

1973 mellngellnai bellsarnya olngkols naik haji untuk tahun 1973/1974, 

dalam pasal 1 ayat (1) mellnjelllaskan bahwa bellsarnya olngkols naik haji 

dellngan kapal laut untuk dellk adalah sellbellsar Rp. 424.000 tellrmasuk uang 

bellkal Kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 10.000 dan dana-dana untuk 

kellpellrluan/kellpellntingan Islam, dalam pasal 2 ayat (1) mellnjelllaskan 

bahwa bellsarnya olngkols naik haji dellngan kapal udara adalah sellbellsar 

Rp. 446.000 tellrmasuk uang bellkal Kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 

10.000 dan dana-daa untuk kellpellntingan Islam, selllain itu dalam pasal 3 

polin (a) jamaah haji dellngan kapal laut bellrjumlah 16.000 olrang. 23 

Tahun 1974 

 Pada tanggal 4 Dellsellmbellr 1974, tellrjadi sellbuah pellristiwa bellsar dalam 

pellrhajian bangsa Indolnellsia. Pellsawat tellrbang yang di sellwa ollellh Garuda 

Indolnellsia Airlinells dari pellrusahaan Belllanda Martin Air, yang 

mellngangkut jamaah haji Indolnellsia jatuh di Collolmbol (Sri Lanka). 

 
22 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 “Perpanjangan Waktu 

Penyetoran Uang Dimuka Untuk Musim Haji Tahun 1970/1971 Sampai Dengan Bulan Juli Tahun 

1970”, hal 1-3 

 
23 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973 “ Besarnya Ongkos Naik 

Haji Untuk Tahun 1973/1974, hal 1-3 
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Pellnyellbab kellcelllellkaan tellrsellbut dikelltahui karellna pellsawat Air Martin 

mellnabrak gunung. Selllain pellristiwa jatuhnya pellsawat tellrbang, pellristiwa 

lain yang tidak kalah mellnggellmparkan tellrjadi pada tahun itu adalah 

sellbanyak 79 bayi lahir diatas kapal haji. Pellristiwa tellrsellbut 

mellnunjukkan kurang ellfellktifnya solsialisasi dan lolnggarnya pelllaksanaan 

pellraturan pellnyelllellnggaraan haji yang telllah dibuat ollellh pellmellrintah.24 

Tahun 1975 

 Pada tahun tellrsellbut pellmellrintah masih mellmbellrlakukan haji 

mellnggunakan trasnpolrtasi kapal laut, untuk biaya O lNH mellnggunakan 

pellsawat tellrbang sellbellsar Rp. 690.000 selldangkan mellnggunakan kapal 

laut sellbellsar Rp. 795.000. Biaya O lNH kapal laut lellbih mahal daripada 

pellsawat tellrbang dipicu banyaknya kapal haji PT. Arafat yang sellring 

rusak sellhingga butuh pellrawatan lellbih, disamping itu kolndisi kelluangan 

PT. Arafat juga mulai pailit. Jumlah jamaah haji dellngan kapal laut 

ditelltapkan sellbanyak 16.500 olrang, selldangkan mellrellka yang tidak 

tellrtampung dalam kapal laut mellnggunakan pellsawat tellrbang.25 

Tahun 1976 

 Biaya O lNH dellngan kapal laut pada tahun ini tellrus mellngalami 

kellnaikan mulai, O lNH kapal laut melllellbihi O lNH pellsawat tellrbang, 

dimana O lNH pellsawat tellrbang pada tahun 1976 hanya sellbellsar Rp. 

890.000 selldangkan O lNH kapal laut melllambung sellbellsar Rp. 925.000. 

Hal inilah yang nantinya kan mellnjadi pellrtimbangan pellmellrintah untuk 

mellniadakan pellnyelllellnggaraan pellrjalanan haji dellngan kapal laut. 

Tahun 1977 

 Dalam pellnyelllellnggaraan haji pada tahun ini tidak tellrcatat adanya 

pellrbaikan fasilitas yang bellrhubungan dellngan pellnyelllellnggaraan haji, 

kellcuali bellbellrapa masalah yang mellrupakan kelljadian rutin yang 

 
24 Hedryanto, Trio Teguh, Thesis “Kontribusi Keluarga Korban Kecelakaan Pesawat Haji 

Martin Air Terhadap Bidang Sosial Dan Pendidikan di Blitar (1974-2013)”, (Universitas Negeri 

Malang : 2015), hal 30 
25 Erica Oktaviana, Thesis “Kebiajakan Ongkos Naik Haji (ONH) Di Indonesia Tahun 

1960-1975”,(UIN Sunan Kalijaga : 2022), hal 21  
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bellrhubungan dellngan masalah angkutan haji. Hampir selltiap tahun 

kapal-kapal haji dari PT. Arafat mellngalami kellrusakan dan hal ini sangat 

mellnganggu jadwal pellmbellrangkatan maupun pellmulangan jamaah haji. 

Tahun 1978 

 Pellnyelllellnggaraan haji hanya mellnggunakan pellsawat tellrbang. Hal ini 

dikarellnakan PT. Arafat sudah kellhilangan kellpellrcayaan dari pellmellrintah. 

Pellmellrintah mellmpellrcayakan pellngangkutan jamaah haji dellngan pellsawat 

tellrbang dilakukan ollellh ellmpat pellrusahaan pellnellrbangan yaitu PT Garuda 

Indolnellsia, Mellrpati Nusantara Airlinells, PT Mandala dan Boluraq.  

Tahun 1979 

 Pada tahun ini Mellntellri Agama Kellhakiman mellngellluarkan kellputusan 

tellntang pellnyelllellnggaraan haji dan umrolh. Hal ini dipicu banyaknya 

umat islam mellncari jalan pintas untuk pellrgi haji. Jamaah haji yang 

gagal pellrgi haji karellna bellrbagai sellbab, pellrgi kell Arab Saudi sellbelllum 

bulan haji dellngan dalih melllaksanakan ibah umrolh. Namun selltelllah 

melllaksanakan dan mellnyelllellsaikan iadah umrolh mellrellka tinggal 

sellmellntara untuk mellnunggu waktu haji tiba. Hal ini mellnimbulkan 

banyak pellrsolalan bagi pellmellrintah Arab Saudi maupun pellmellrintah 

Indolnellsia, sellbab banyak diantara mellrellka yang kellmudian tidak bisa 

kellmbali kell tanah air karellna kellhabisan biaya. Pada tahun 1979/1980 

tellrjadi pellristiwa, tellrdapat sellgellrolmbollan olrang bellrselljata yang 

mellnduduki masjidil haram mellnjelllang shubuh pada tanggal 1 Muharram 

1400 H. sellgellrolmbollan bellrsellnjata ini mellnduduki masjidil haram kurang 

dari 4 hari, akibatnya pellmulangan jamaah haji Indolnellsia mellngalami 

kellmunduran selllama 4 hari dari jadwal yang telllah direllcanakan sellbab 

kellpanikan dan kellkhawatiran jamaah haji Indolnellsia yang tidak tellrurus 

selllama di Makkah. 

Tahun 1981-1984 

 Pada tahun 1981, pellmellrintah mellngellluarkan Kellputusan Prellsidelln 

Nol. 53 tahun 1981. Dalam Kellprells RI tellrsellbut dijelllaskan kellmbali 

bahwa sellgala kellgiatan pellnyelllellngggaraan haji mellrupakan tugas 
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nasiolnal yang hanya dilaksanakan ollellh pellmellrintah. Selljak tahun 1981-

1984 pellmellrintah gellncar melllakukan pellnellrangan haji yang selllama ini 

masih dirasa kurang, mellskipun telllah banyak tellrbit buku manasik haji 

yang sudah dicelltak, hal itu belllum mellnjamin tellrlaksananya pellnellrangan 

yang mellnjangkau sellgellnap jamaah haji. Sellsuai dellngan Kellputusan 

Prellsidelln RI Nol. 53 tahun 1981 sellrta intruksi Dirjelln Bimas Islam dan 

Urusan Haji Nol. 9 tahun 1984, maka dilaksanakan pellmbinaan dan 

pellnyuluhan haji di bellbellrapa daellrah. Umumnya dibellbellrapa daellrah 

dilaksanakan kursus/manasik haji selllama 3 bulan atau 4 bulan sellbelllum 

pellmbellrangkatan, akan telltapi pelllaksanaan tellntang manasik haji tellrsellbut 

tellrgantung pada kolndisi daellrah masing-masing, sellcara rellsmi manasik 

dilaksanakan sellsuai dellngan kurikulum dan kelltelltapan Mellntellri Agama. 

Pellmellrintah mellngellluarkan selldellrellt kellbijakan tellrsellndiri tellntang 

pellnyelllellnggaraan umrolh, dimulai dellngan dikellluarkannya Kellputusan 

Prellsidelln RI Nol. 63 tahun 1983. 

Tahun 1987 

 Pada tahun ini, pellmellrintah mellmbuka kellmbali kelltellrlibatan tellrbatas 

kellpada Lellmbaga/swasta dalam pellnyelllellnggaraan haji. Pada tahun 

tellrsellbut dipellrkellnalkannya adanya O lNH plus. Pellmellrintah mellmbellrikan 

lellgalitas kellpada Lellmbaga/badan swasta dalam mellnyelllellnggarakan haji 

plus. 26 

Tahun 1991-1992 

 Pellmellrintah mellngellluarkan Kellputusan Mellntellri Agama RI Nol. 245 

tahun 1991 tellntang pellnyelllellnggaraan pellrjalanan urusan haji O lNH plus. 

Kellbijakan ini bellrasa pellraturan untuk mellngajukan pellrmolholnan 

pellnyelllellnggaraan pellrjalanan haji plus, aturan pellmbellrangkatan dan 

pellmulangan jamaah haji plus, dan aturan yang harus diikuti ollellh 

badan/Lellmbaga pellnyelllellnggara haji plus. Kellmudian bellsarnya olngkols 

 
 
26 Rina Farihatul Jannah, Thesis “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia 

Tahun 1945-2000 M”,(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya : 2018), hal 91-99 
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naik haji mellnggunakan pellsawat udara sellbellsar Rp. 6.475.000 tellrmasuk 

uang kellmbali Rp. 25.00027. Pada tahun 1992, pellnyelllellnggaraan haji plus 

ditellmukan bellbellrapa masalah. Tellrdapat bellbellrapa pellnyelllellnggara yang 

belllum siap dalam mellngelllolla pellrjalanan haji plus sellhingga pada waktu 

itu muncul bellbellrapa kasus yang mellrugikan jamaah haji, sellpellrti jamaah 

haji plus diikutkan pada pellnellrbangan rellgulellr yang mellnyellbabkan 

masalah dalam pelllayanan haji rellgulellr. 

Tahun 1995-1996 

 Pellmellrintah mellngellluarkan Kellputusan Prellsidelln RI Nol. 62 tahun 

1995, kellputusan ini mellnellgaskan bahwa pellnyelllellnggaraan urusan haji 

mellrupakan tugas nasiolnal dan dilaksanakan hanya ollellh pellmellrintah. 

Pellmellrintah juga telllah mellngellluarkan Kellputusan Prellsidelln RI Nol. 462 A 

tahun 1995, dalam kellputusan ini dijelllaskan bahwa sellcara lellngkap 

tellknis dan tugas pellnyelllellnggaraan urusan haji baik di pusat maupun di 

daellrah. 

 Pada tahun 1996 telllah dibellntuk badan khusus yang mellngelllolla dana 

olngkols haji, badan tellrsellbut adalah Badan Pellngelllolla Dana O lngkols Haji 

Indolnellsia dellngan Mellntellri Agama sellbagai kelltuanya. Pellmellrintah juga 

telllah mellnellrbitkan dan mellngadolpsi Sitellm Kolmputellrisasi Haji Tellrpadu 

(SISKOlHAT). 

Tahun 1997 

 Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 36 Tahun 1997 

dalam pasal 1 ayat (1) mellnjelllaskan bahwa , biaya O lNH untuk tahun 

1998 melllambung sellbellsar Rp. 8.805.000 naik sellbellsar Rp. 1,254.000 

dari tahun sellbelllumnya yang hanya sellbellsar Rp. 7.551.000. Biaya O lNH 

ini tellrus mellngalami kellnaikan hingga tumbangnya masa olrdell baru yang 

kellmudian diganti dellngan lahirnya masa Rellfolrmasi.28 

 
27 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1991 Tentang Besarnya 

Ongkos Naik Haji Tahun 1922, hal 1 

 
28 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1997 “ Besarnya Ongkos Naik 

Haji Tahun 1998” , hal 1 
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Tahun 1998 

 Pada tanggal 21 Melli 1998 lahirnya masa rellfolrmasi, dimana prellsidelln 

Solellhartol sellcara rellsmi bellrhellnti dari jabatannya sellbagai prellsidelln RI. 

Jatuhnya pellmellrintahan olrdell baru dan naiknya BJ. Habibiell sellbagai 

prellsidelln mellmbawa pellrubahan yang signifikan. Pellmellrintah 

mellmbellrikan kellsellmpatan kellpada pellrusahaan pellnellrbangan lain yang 

dapat mellnyelllellnggarakan angkutan haji dellngan biaya sellrellndah 

mungkin namun tidak mellngurangi aspellk kellselllamatan dan kellamanan 

jamaah haji.29 Dalam transpolrtasi jamaah haji pihak swasta dalam 

pelllyanan kellbellrangkatan melllalui laut mellnggunakan PT Arafah. Dellngan 

dikellluarkannya udang-undang Nolmolr 17 tahun 1999 tellntang 

pellnyelllellnggaraan haji di Indolnellsia adalah pellmellrintah dan swasta atau 

masyarakat, pihak swasta/ birol pellrjalanan ibadah haji hanya 

mellnyelllellnggarakan ibadah haji plus dan umrolh.30 

F. Metode Penelitian 

 Mellrupakan suatu cara prolselldural untuk bellrbuat dan mellngellrjakan 

sellsuatu dalam sellbuah sistellm yang tellratur dan tellrellncana. Jadi, tellrdapat 

prasyarat yang kelltat dalam melllakukan sellbuah pellnelllitian, yaitu prolselldur 

yang sistellmatis.  

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jellnis pellnelllitian ini tellrmasuk dalam jellnis pellnelllitian pustaka (library 

rellsellarch), yakni pellnelllitian yang olbjellk kajiannya mellnggunakan data 

pustaka bellrupa buku-buku sellbagai sumbellr datanya.31Pellnulis 

mellnggunakan pellndellkatan yuridis nolrmatif histolris, yaitu pellnelllitian yang 

dilakukan bellrdasarkan bahan hukum utama dellngan cara mellnelllaah tellolri-

tellolri, kolnsellp-kolnsellp, asas-asas hukum sellrta pellrundang-undangan 

 
29 Rina Farihatul Jannah, Tesis“Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia 

Tahun 1945-2000 M”, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya :2018), hal 87-110 
30 Sari Muliani, Husaini, Mawardi, “Pengelolaan Haji Aceh Pasca Kemerdekaan Indonesia 

1950-2017” (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah Vol.4 No 2-Juni 2019), 

Universitas Syiah Kuala,hal 88 

 
31 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Andi Offest, Yogyakarta, 2002, hal 9 
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dellngan mellngumpulkan sumbellr-sumbellr selljarah yang bellrhubungan 

dellngan haji pada masa olrdell baru tahun 1966-199832. Sellhingga dapat 

mellngelltahui latar belllakang selljarah dari aturan pellrundang-undangan yang 

dibahas dalam pellnelllitian ini. Kuntolwijolyol mellngartikan melltoldell selljarah 

sellbagai pelltunjuk pelllaksanaan dan tellknis tellntang bahan, kritik, dan 

intrellpelltasi selljarah sellrta pellnyajian dalam bellntuk tulisan.33 

2. Sumber Data 

Sumbellr data dalam pellnelllitian adalah subyellk darimana data dapat 

dipellrollellh. Pada pellnulisian pellnelllitian ini pellnulis mellmiliki dua sumbellr 

data yaitu : 

a. Data Primellr 

  Mellrupakan data yang dipellrollellh dari sumbellr pellrtama melllalui 

prolselldur dan Tellknik pellngumpulan data yang khusus dirancang 

sellsuai dellngan tujuan pellnelllitian.34Dalam hal ini data primellrnya 

mellrupakan buku-buku atau surat kellputusan prellsidelln mellngellnai 

pellnyelllellnggaraan haji umrolh yang bellrkaitan dellngan kellbijakan haji 

pada masa olrdell baru tahun 1966-1998. Bellrikut di bawah ini data 

primellr yang pellnulis pellrollellh : 

1. Kellprells Nol 36 Tahun 1997 

2. Kellprells Nol 57 Tahun 1990 

3. Kellprells Nol 6 Tahun 1990 

4. Inprells Nol 6 Tahun 1969 

5. Kellprells Nol 11 Tahun 1970 

6. Kellprells Nol 20 Tahun 1971 

7. Kellprells Nol 35 Tahun 1972 

8. Kellprells Nol 28 Tahun 1974 

9. Kellprells Nol 29 Tahun 1977 

 
32 Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, Jakarta, (Rajawali Pers : 2006), hal 

75 
33 Heryati,( Pengantar Ilmu Sejarah, Universitas Muhammadiyah Palembang 2007), hal 

58-60 
34 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal 36 
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10. Kellprells Nol 10 Tahun 1978 

11. Kellprells Nol 8 Tahun 1979 

12. Kellprells Nol 24 Tahun 1980 

13. Kellprells Nol 3 Tahun 1981 

14. Kellprells Nol 18 Tahun 1983 

15. Kellprells Nol 14 Tahun 1984 

16. Kellprells Nol 7 Tahun 1985 

17. Kellprells Nol 6 Tahun 1986 

18.  Kellprells Nol 1 Tahun 1988 

19. Kellprells Nol 1 Tahun 1989 

20. Kellprells Nol 44 Tahun 1991 

21. Kellprells Nol 56 Tahun 1992 

22. Kellprells Nol 79 Tahun 1993 

23. Kellprells Nol 62 Tahun 1994 

24. Kellprells Nol 63 Tahun 1995 

25. Kellprells Nol 60  Tahun 1996 

26. Kellprells Nol 36 Tahun 1997 

27. Kellprells Nol 122 Tahun 1998 

b. Data Sellkundellr  

Mellrupakan data yang dipellrollellh dari sumbellr yang tellrtulis 

dipellrollellh dari sumbellr pellndukung diantaranya mellnggunakan hasil 

pellnelllitian dari jurnal, buku, dolkumelln, sellrta publikasi yang 

mellndukung sellmua variabelll yang bellrhubungan dellngan olrdolnansi 

haji pada masa olrdell baru tahun 1966-1998. 

3. Pada Teknik Pengumpulan Data 

Tellknik pellngumpulan data adalah cara yang dipakai untuk 

mellngumpulkan infolrmasi atau fakta-fakta, adapun tellknik pellngumpulan 

data yang digunakan adalah mellnggunakan bellbellrapa tahapan agar 

sampai kell hasil pellnelllitian diantaranya : 

a. Helluristik (Pellngumpulan Data) 
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   Tahap ini pellnellliti telllah mellngumpulkan data atau bukti-bukti 

yang relllellvan dellngan pellnelllitian.35Helluristik adalah kellgiatan 

mellngumpulkan bellrbagai sumbellr atau data selljarah yang mellmiliki 

hubungan dellngan pellnelllitian ini. Dellngan tujuan pellnellliti dapat 

mellnghasilkan pellnelllitian yang bellrmutu dellngan infolrmasi 

sellbanyak-banyaknya dellngan mellndapatkan melllalui sumbellr 

sellkundellr. Sumbellr sellkundellr ini dapat bellrsumbellr dari buku-buku, 

thellsis, jurnal ilmiah, artikelll, dan infolrmasi-infolrmasi yang relllellvan 

sangat dibutuhkan sellbagai data pellndukung. 

b. Intellrprelltasi 

Intellrprelltasi atau pellnafsiran juga sellring disellbut dellngan 

analisis selljarah, analisis bellrarti mellnguraikan sellcara tellrminollolgis 

bellrbellda dellngan sintellsis yang bellrarti mellnyatukan.36Analisis 

selljarah adalah mellnguraikan sumbellr-sumbellr atau data-data yang 

telllah dikumpulkan, dikritik (ellkstrelln dan intellrn), dapat disimpulkan 

agar dapat dibuat pellnafsiran sellhingga bisa dikelltahui kausalitas dan 

kellsellsuaian dellngan masalah yang dibahas. Selltelllah dilakukan 

analisis, selllanjutnya dilakukan sintellsis sellbagai pellnyatuan data 

yang telllah dipellrollellh sellsuai dellngan kellrangka pellnulisan37. 

Pada tahap intellrprelltasi ini digunakan untuk mellncari 

runtutan pellristiwa pelllaksanaan pellnyelllellnggaraan pellrjalanan haji di 

Indolnellsia pada masa olrdell baru tahun 1966-1998. Di tahap ini 

pellnulis mellnggunakan bantuan pellndellkatan ilmu solsial, ellkolnolmi, 

dan pollitik sellhingga kolntruksi pellristiwa masa lampau lellbih kritis 

dan analistis. 

 
 
35 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah Cetakan I, (Tiara Wicana, Yogyakarta 2018), hal 

73 
36 Dudung Abdurrahman, Metode Penelitian Sejarah Cetakan 1(Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 1999), hal 64 

 
37 Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1995), 

hal 100 
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c. Histolriolgrafi 

Mellrupakan tahap tellrakhir dalam pellngumpulan data selljarah. 

Histolriolgrafi mellrupakan pellnulisan, pellmaparan, atau pelllapolran 

dari hasil pellnelllitian.38Pada lapolran pellnelllitian ini, pellnulis bellrusaha 

untuk mellnyajikan fakta-fakta selljarah yang telllah diintellrprelltasi 

sellhingga dapat mellnghasilkan karya ilmiah yang bisa 

dipellrhitungkan dalam khasanah kellilmuan, khususnya yang 

bellrkaitan dellngan histriolgrafi pellnyelllellnggaraan haji di Indolnellsia 

pada masa olrdell baru tahun 1966-1998. 

d. Tellknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam pellnelllitian ini adalah 

analisis isi atau colntellct analysis, yakni bellrupa pellmbahasan 

mellndalam tellrhadap isi buku. 

3. Sistematika Penulisan 

Agar dapat mellmudahkan pellmahaman dalam pellnelllitian ini, maka 

dipellrlukan sellbuah sistellmatika isi dellngan mellmbagi dalam bellbellrapa bab 

dan masing-masing bab akan dibagi mellnjadi bellbellrapa bagian. 

Pellnelllitian ini tellrdiri dari lima bab, dellngan sistellmatika pellnulisan 

sellbagai bellrikut :  

BAB I : PENDAHULUAN 

Mellrupakan bab pellndahuluan yang bellrisi latar belllakang 

pellrmasalahan, rumusan pellrmasalahan, tujuan pellnelllitian, manfaat 

pellnelllitian, tinjauan pustaka, batasan pellnelllitian, melltoldell pellnelllitian, dan 

sistellmatika pellnulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bellrisikan tellntang pustaka atau kolnsellp yang sellsuai atau relllellfan 

dalam mellndukung pellmellcahan pellnelllitian. 

BAB III : GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 
38 Dudung Abdurrahman, Metode Penilitian Sejarah Cetakan I (Jakarta : Logos Wacana 

Ilmu, 1999), hal 67 
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Bellrisikan gambaran umum tellntang selljarah kellbijakan 

pellnyelllellnggaraan pellrjalanan haji di Indolnellsia pada masa olrdell baru pada 

tahun 1966-1998  

BAB IV : HASIL PENELITIAN 

Bellrisi tellntang pellmbahasan hasil pellnelllitian sellsuai dellngan rumusan 

masalah tellntang pellnyelllellnggaraan pellrjalanan haji di Indolnellsia pada masa 

olrdell baru tahun 1966-1998. 

BAB V : PENUTUP 

Bellrisikan kellsimpulan, saran, dan pellnutup. 
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BAB II 

ORDONANSI, PENYELENGGARAAN HAJI, ORDE BARU 

Guna mellmbellrikan gambaran yang utuh mellngellnai tellolri yang digunakan dalam 

pellnelllitian ini, pellnellliti akan mellnjelllaskan tiga bahasan utama yakni, olrdolnansi, 

pellnyelllellnggaraan haji, dan olrdell baru. 

A. Ordonansi  

1. Pengertian 

Dalam kamus umum Belllanda Indolnellsia, olrdolnansi diartikan sellbgai 

pellraturan,olrdolnansi, atau undang-undang. Dalam kamus lain 

mellngartikan bahwa olrdolnansi adalah pellraturan yang dibuat ollellh 

pellnguasa daellrah yang dipellrkellnankan ollellh pellmellrintah pusat. Maria 

Farida Indrati dalam bukunya (Ilmu pellrundang-undangan:jellnis, fungsi, 

dan matellri muatan, hal 206) mellnyellbutkan bahwa olrdolnansi dalah 

pellraturan pellrundang-undangan yang dibellntuk ollellh gubellrnur jellndellral 

bellrsama-sama dellngan dellwan rakyat39. Olrdolnansi mellmiliki arti dalam 

kelllas nolmina atau kata bellnda sellhingga olrdolnansi dapat mellnyatakan 

nama dari sellsellolrang, tellmpat, atau sellmua bellnda dan sellgala yang di 

bellndakan. Selldangkan mellnurut KBBI olrdolnansi adalah kata nolmina (kata 

bellnda) yang bellrarti pellraturan. O lrdolnansi adalah suatu pellraturan atau 

pellrintah yang dikellluarkan ollellh pellmellrintah yang dikellluarkan ollellh 

pellmellrintah atau oltolritas yang bellrwellnang dan bellrsifat mellngikat bagi 

masyarakat. O lrdolnansi biasanya dikellluarkan dalam rangka mellnjaga 

kelltellrtiban, kellamanan, atau kellselljahtellraan masyarakat. Dalam hal ini, 

olrdolnansi dapat bellrupa pellraturan daellrah, kellputusan gubellrnur, kellputusan 

bupati, kellputusan walikolta, maupun kellputusan prellsidelln 

 

 

 
 

39 Muhammad Yasin,“Perbedaan Ordonantie dengan Reglement”, 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-iordonantie-i-dengan-ireglement-i-cl6828/   , 

(diakses pada tanggal 1 Juni 2023) 

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-iordonantie-i-dengan-ireglement-i-cl6828/
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B. Penyelenggaraan Haji 

Kata haji di dalam ellnskolplelldia Islam, bellrarti mellnyellngaja, atau 

mellngunjungi. Dalam Bahasa Arab haji mellmpunyai arti “qasd”, yakni tujuan 

maksud dan mellnyellngaja. Mellnurut istilah syara’ haji ialah mellnuju tanah suci 

dellngan mellngunjungi tellmpat-tellmpat tellrtellntu, dan waktu yang tellrtellntu untuk 

melllaksanakan amalan-amalan tellrtellntu pula. 40Ibadah haji mellrupakan 

ibadah kolmplit. Pelllaksanaanya melllibatkan multi dimellnsi solsial dari diri 

manusia itu sellndiri. Haji melllibatkan sellkurangnya 5 aspellk dari diri manusia 

itu sellndiri sellcara sellkaligus di dalam pelllaksnaanya, yaitu ibadah qalbiyah 

(ibadah hati/mellntal), ibadah ruhiyyah ( ibadah ruh/jiwa), ibadah badaniyyah 

(ibadah fisik/jasad, ibadah maliyyah (ibadah harta/matellri), ibadah 

ijtima’iyyah (ibadah solsial/kellmasyarakatan) 41. Ibadah haji merupakan 

salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang 

memiliki kemampuan42 

Pellnyelllellnggaraan ibadah haji tidak sellmata solal bagaimana ritual-

ritual dalam haji dapat ditunaikan ollellh jamaah haji, telltapi lellbih dari itu, ia 

mellrupakan pellngelllollaan kellgiatan pelllayanan kellpada jamaah haji. Sellbagai 

bellntuk pelllayanan, pellnyelllellnggaraan ibadah haji mellrupakan praktik 

pelllayanan public yang dibellrikan ollellh pellnyelllellnggara kellpada jamaah haji. 

Dalam rangka sellpellrti itu, Kellmellntrian Agama yang selllama ini mellnjadi 

pellnyelllellnggara ibadah haji rellgulellr, harus mampu mellmpolsisikan diri sellbagai 

abdi nellgara sellkaligus abdi masyarakat yang melllayani jamaah haji. 

2. Latar Belakang Terbentuknya Perundang-undangan 

Prolsells atau tata cara pe llmbellntukan undang-undang mellrupakan 

suatu tahapan kellgiatan yang dilakukan se llcara bellrkellsinambungan. 

 
 
40Abdul Sattar, Ali Murtadho, Hasyim Hasanah, Vina Darissurayya, Implementasi Desin 

Manasik Haji Alternatif ( Pembelajaran Manasik Calon Jmaah Haji Kota Semarang), 

Semarang:Fatawa Publishing 2021, hal  
41 Yuyun Affandi, Haji Bagi Generasi Milenial Paradigma Tafsir Tematik, Semarang : 

Fatawa Publishing 2021, hal 5 
42 Haryanto Joko Tri, Anasom, dkk, Panduan Perjalanan Jamaah Haji, Semarang: Diva 

Press, 2021, hal 9 
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Prolsells ini awalnya te llrbellntuk dari suatu idell atau gagasan tellntang 

pellrlunya pellngaturan tellrhadap suatu pellrmasalahan yang ke llmudian 

dilanjutkan dellngan kellgiatan mellmpellrsiapkan rancangan undang-

undang, baik o llellh Dellwan Pellrwakilan Rakyat (DPR), De llwan Pellrwakilan 

Daellrah (DPD), maupun ollellh pellmellrintah.  Kellmudian pellmbahasan 

rancangan undang-undang di Dellwan Pellrwakilan Rakyat untuk 

mellndapatkan pellrselltujuan bellrsama dilanjutkan dellngan pellngellsahan 

diakhiri dellngan pellrundangan. 

Tata cara mellmpellrsiapkan rancangan undang-undang dari 

pellmellrintah yang dilaksanakan se lllama ini, atau lellbih tellpat sampai 

sampai bulan O lktolbellr 1998 bellrpelldolman pada Instruksi Pre llsidelln Nol 15 

Th 1970 tellntang tata cara me llmpellrsiapkan rancangan undang-undang 

tellrsellbut diatur dellngan pellraturan tata tellrtib Dellwan Pellrwakilan Rakyat 

Rellpublik Indolnellsia43 

Dellngan ditelltapkannya Kellputusan Prellsidelln Nol 188 Tahun 1998 

tellntang cara mellmpellrsiapkan rancangan undang-undang yang di 

telltapkan pada tanggal 28 Olktolbellr 1998, maka pro lsells pellmbellntukan 

undang-undang dilaksanakan de llngan bellrpelldolman pada Kellputusan 

Prellsidelln tellrsellbut. Selldangkan tata cara me llmpellrsiapkan rancangan 

undang-undang yang bellrasal dari Dellwan Pellrwakilan Rakyat dan pro lsells 

pellmbahasan dari ke lldua rancangan undang-undang di Dellwan 

Pellrwakilan Rakyat dilaksanakan bellrdasarkan kellputusan Dellwan 

Pellrwakilan Rakyat Rellpublik Indolnellsia No l 03A/DPR RI/2001-2002 

tellntang Pellraturan Tata Tellrtib Dellwan Pellrwakilan Rakyat Re llpublik 

Indolnellsia. 

Pada tanggal 24 Me lli 2004 Dellwan Pellrwakilan Rakyat telllah 

mellnyelltujui Rancangan Undang-undang tata cara pe llmbellntukan 

pellraturan pellrundang-pellrundang yang kellmudian disahkan se llbagai 

 
 
43 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan (2) (Proses dan teknik penyusunan), 

Jakarta : Kanisus 2006, hal 11 
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Undang-Undang No lmolr 10 Tahun 2004 tellntang Pellmbellntukan Pellraturan 

Pellrundang-undangan , maka selljak tanggal 1 No lvellmbellr 2004 sellgala 

sellsuatu tellntang pellmbellntukan pellraturan pellrundangan tellrikat ollellh 

undang-undang tellrsellbut. 

Bellrdasarkan pellrubahan Undang-undang dapat bellrasal dari 

bellbellrapa pihak yaitu : 

1. Dari pellmellrintah (prellsidelln) bellrdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUD 

1945 

2. Dari Dellwan Pellrwakilan Rakyat, bellrdasarkan Pasal 20 ayat (1) 

UUD 1945 

3. Dari Anggo lta Dellwan Pellrwakilan Rakyat Bellrsadarkan Pasal 21 

UUD 1945 

4. Dari Dellwan Pellrwakilan Daellrah Bellrdasarkan Pasal 22 D UUD 

1945 

Sellcara garis bellsar pro lsells pellmbellntukan undang-undang 

tellrdiri dari bellbellrapa tahap yaitu : 

a. Prolsells pellrsiapan pellmbellntukan undang-undang yang mellrupakan 

prolsells pellnyusunan dan pellrancangan di lingkungan pellmellrintah, 

di lingkungan Dellwan Pellrwakilan Rakyat atau di lingkungan 

Dellwan Pellrwakilan Daellrah 

b. Prolsells pellmbellntukan di Dellwan Pellrwakilan Rakyat  

c. Prolsells pellngellsahan ollellh prellsidelln dan 

d. Prolsells pellngundangan (o llellh Mellntellri yang tugas dan tanggung 

jawab di bidang pellraturan pellrundang-undangan) 

e. Pellmbellntukan Undang-undang (bellrdasarkan Undang-undang No l 

10 tahun 2004) 

f. Dalam pasal 1 angka 1 undang-undang No l 10 Th.2004 tellntang 

pellmbellntukan pellraturan pellrundang-undangan di telltapkan bahwa 

yang dimaksud dellngan pellmbellntukan pellrundang-undangan yang 

pada dasarnya di mulai dari pe llrellncanaan, pellrsiapan, tellknik 
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pellnyusunan, pellrumusan pellmbahasan, pellngellsahan 

pellngundangan, dan pellnyellbarluasan. 

Tahap-tahap pellmbellntukan pellraturan pellrundang-

undangan pada umumya dilakukan se llbgaai bellrikut : 

a. Pellrellncanaaan pellnyusunan undang-undang 

Prolsells pellmbellntukan undang-undang mellnurut pasal 15 

ayat (1), dan pasal 16 undang-undang No l 10 th.2004 tellntang 

Pellmbellntukan Pellraturan Pellrundang-undangan dilaksanakan 

sellsuai dellngan prolgram lellgislasi nasio lnal, yang mellrupakan 

pellrellncanaan pellnyusunan undang-undang yang disusun 

sellcara tellrpadu antara Dellwan Pellrwakilan Rakyat dan 

Pellmellrintah Rellpublik Indolnellsia. 

Kololrdinasi pellnyidang lellgislasi susunan pro lgram 

lellgislasi nasio lnal antara dellwan pellrwakilan rakyat dan 

pellmellrintah tellrsellbut dilakukan me lllalui alat kelllellngkapan 

dellwan pellrwakilan rakyat yang khusus me llngangani bidang 

lellgislasi. Pellnyusunan pro llellgnas di lingkungan dellwan 

pellrwakilan rakyat diko lolrdinasikan o llellh Mellntellri yang tugas 

dan tanggung jawabnya me llliputi bidang pellraturan 

pellrundang-undangan. 

Tata cara pellnyusunan dan pe llngelllollaan pro llellgnas 

tellrsellbut dalam pelllkasanaanya diatur le llbih lanjut dellngan 

pellraturan prellsidelln No l 61 Th 2005 tellntang tata cara 

pellnyusunan dan pellngelllollaan pro lgram lellgislasi nasio lnal 

yang ditelltapkan pada tanggal 13 O lktolbellr 2005 

b. Pellrsiapan pellmbellntukan Undang-undang 

Rancangan undang-undang dapat be llrasal dari 

anggolta Dellwan Pellrwakilan Rakyat, prellsidelln maupun dari 

Dellwan pellrwakilan Daellrah yang disusun bellrdasarkan 

prollellgnas dalam hal-hal tellrtellntu, DPR atau Pre llsidelln dapat 

mellngajukan rancangan undang-undang di luar pro llellgnas. 
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Rancangan undang-undang yang bellrasal dari DPR adalah 

rancangan undang-undang yang bellrkaitan dellngan oltolnolmi 

darah, hubungan antara pusat dan dae llrah pellmbellntukan dan 

pellmellkaran sellrta pellnggabungan daellrah, pellngelllollaan sumbellr 

daya ellkolnolmi lainnya, sellrta yang bellrkaitan dellngan 

pellnimbangan kelluangan pusat dan daellrah. 

c. Pellngajuan Rancangan Undang-undang 

Dalam pellmbellntukan pellraturan pellrundang-undangan 

ditelltapkan bahwa: 

Pasal 18 

a. Rancangan undang-undang yang diajukan o llellh prellsidelln 

disiapkan o llellh Mellntellri atau pipinan lellmbaga pellmellrintah 

noln dellpartellmelln sellsuai dellngan lingkup tugas dan 

tanggung jawabnya 

b. Pellngharmo lnisan, pellmbulatan dan pellmantapan ko lnsellpsi 

rancangan undang-undang yang bellrasal dari prellsidelln 

dikololrdinasikan o llellh Mellntellri yang tugas dan tanggung 

jawabnya di bidang pellraturan pellrundang-undangan 

c. Tata cara mellmpellrsiapkan rancangan undang-undang 

dari prellsidelln selllanjutnya diatur dellngan pellraturan 

prellsidelln 

Pasal 19: 

a. Rancangan undang-undang yang bellrasal dari DPR di 

usulkan o llellh DPR 

b. Rancangan undang-undang yang bellrasal dari DPR dapat 

diajukan o llellh DPR 

c. Tata cara pellngajuan rancangan undang-undang yang 

bellarsal dari DPD te llrsellbut diatur lellbih lanjut dellngan 

pellraturan tata tellrtib DPR. Selltelllah rancangan undang-

undang yang di ajukan ollellh prellsidelln selllellsai disisipkan 

maka sellsuai dellngan pasal 20 undang-undang Nol 10 th. 
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2004 tellntang pellmbellntukan pellraturan-pellraturan 

pellrundang-undangan rancangan undang-undang tellrsellbut 

akan diajukan kell DPR dellngan surat prellsidelln 

1. Asas Pelnyellelnggaraan 

Pelllayanan publik mellmiliki bellbellrapa asas pellnting, yakni 

prolfellssiolnal,ellfellktif, ellfisielln, selldellrhana, transparan,tellrbuka, tellpat waktu, 

rellspolnsif, dan adaptif. Dalam UU Nolmolr 25 Tahun 2009 tellntang 

pelllayanan publik dinyatakan bahwa asas pelllaksanaan pelllayanan publik 

adalah kellpellntingan umum, kellpastian hukum, kellsamaan hak, 

kellsellimbangan hak dan kellwajiban, kellprolfellsiolnalan, partisipatif, 

pellrsamaan hak, tidak diskriminatif, kelltellrbukaan, akuntabilitas, fasilitas 

dan pellrlakuan khusus bagi kelllolmpolk rellntan, kelltellpatan waktu, dan 

kellcellpatan, kellmudahan, kelltellrjangkauan. 

 Apabila pellnyelllellnggaraan haji dipandang sellbagai pelllaksanaan 

pelllayanan public, maka sas pellnyelllellnggaraan adalah prolfellssiolnal, 

ellfellktif, ellfisielln, selldellrhana, transparan, tellrbuka, rellspolnsif, adaptif, dan 

nirlaba. Layaman publik yang prolfellssiolnal dicirikan ollellh adanya 

akuntabilitas dan rellspoltabilitas dari pellmbellri layanan. Ellfellktif 

mellngandung arti prolselldur atau tata cara pelllayanan yang  

diselllellnggarakan sellcara mudah, cellpat, tellpat, tidak bellrbelllit-belllit, mudah 

dipahami dan mudah dilaksanakan ollellh masyarakat yang mellminta 

pelllayanan. Trasnparan disini mellngandung arti, adanya kelljelllasan dan 

kellpastian mellngellnai, prolselldur atau tata cara pelllayanan, pellrsyaratan 

pelllayanan, baik pelllayanan tellknis maupun pelllayanan administratif, 

pelljabat yang bellrwellnang dan bellrtanggung jawab dalam mellmbellrikan 

pelllayanan, rincian biaya atau tarif pelllayanan dan tata cara 

pellmbayarannya, sellrta jadwal waktu pellnyelllellsaian pelllayanan. Selldangkan 

kelltellrbukaan disini mellngandung arti, satuan kellrja pellnanggung jawab 

pellmbellri layanan, waktu pellnyelllellsian, rincian waktu atau tarif sellrta hal-

hal lain yang bellrkaitan dellngan prolsells pelllayanan wajib diinfolrmasikan 

sellcara tellrbuka agar mudah dikelltahui dan dipahami ollellh masyarakat, 
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baik diminta maupun tidak diminta. Kellmudian ellfellsiellnsi disini 

mellngandung arti, pellrsyaratan pelllayanan hanya dibatasi pada hal-hal 

yang bellrkaitan langsung dellngan pellncapaian sasaran pelllayanan dellngan 

telltap mellmpellrhatikan kelltellrpaduan antara pellrsyaratan dellngan prolduk 

yang bellrkaitan dellngan pelllayanan, dicellgah danya pellngulangan 

pellmellnuhan pellrsyaratan, dalam hal prolsell pelllayanan masyatakat yang 

bellrsangkutan mellmpellrsyaratkan adanya kelllellngkapan pellrsyaratan dari 

satuan kellrja atau instasi pellmellrintah lain yang tellrkait. Kelltelltapan waktu, 

disini mellngandung arti pelllaksanaan pelllayanan masyarakat dapat 

diselllellsaikan dalam kurun waktu yang telllah ditellntukan. Rellpolnsif ,disini 

mellngandung arti lellbih mellngarah pada daya tanggap dan cellpat 

mellnanggapi sellbab munculnya prolblellmatika, kellbutuhan dan aspirasi 

masyarakat yang dilayani. Adaptif, disini mellngandung arti bahwa 

cellpatnya mellnyellsuiakan tellrhadap apa yang mellnjadi tuntutan, kellinginan 

dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang sellnantiasa mellngalami 

pellrkellmbangan. 

2. Tolak Ukur Kualitas Pelayanan Publik 

Sellcara tellolritik tollak ukur kualitas pelllayanan publik yang baik tellrdiri 

dari , (1) tangiblell , tellrdiri atas fasilitas fisik, (2) rellsiblell, kellmampuan 

unit layanan dalam mellnciptakan pelllayanan yang dijanjikan dellngan 

tellpat, (3) rellspolnsivellnellss, kellmauan untuk mellmbantu kolnsumelln 

bellrtanggung jawab tellrhadap mutu layanan yang dibellrikan, (4) 

colmpelltellncell, tuntutan yang dimilikinya pellngelltahuan dan kelltellrampilan 

yang baik ollellh aparatur dalam mellmbellrikan pelllayanan, (5) colurtellsy, 

sikap atau pellrilaku ramah, bellrsahabat, tanggap tellrhadap kellinginan 

kolnsumelln sellrta mau melllakukan kolntak atau hubungan pribadi, (6) 

crelldibility, sikap jujur dalam sellgala upaya untuk mellnarik kellpellrcayaan 

masyarakat, (7) sellcurity, jasa pelllayanan yang dibellrikan harus bellbas dari 

bellrbagai bahaya dan rellsikol, (8) accellss, tellrdapat  kellmudahan dalam 

mellngadakan kolntak dan pellndellkatan. (9) colmmunicatioln, kellmauan 

pellmbellri layanan untuk mrndellngarkan suara, kellinginan atau aspirasi 
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pelllanggan, sellkaligus kellselldiaan untuk selllalu mellnyampaikan infolrmasi 

baru kellpada masyarakat , (10) undellrstanding thell custolmellr, melllakukan 

sellgala usaha untuk mellngelltahui kellbutuhan pelllanggan.  

Dari uraian-uraian tellolritik tellntang pelllayanan publik dan tollak 

ukurnya itu, dapat dikatakan karellna pelllaksanaan pellnyelllellnggaraan 

ibadah haji bukan saja pelllaksanaan ritual;-ritual haji, telltapi juga 

pelllaksanaan bellrbagai kellgiatan pelllayanan, adalah pellnting kellmudian 

bagi pellnyelllellnggara ibadah haji rellgulellr untuk mellmpolsisikan 

pelllaksanaan  pellnyelllellnggaraan ibadah haji dalam kellrangka pelllayanan 

publik agar sellluruh layanan yang diselllellnggarakan dapat mellngantarkan 

jamaah untuk mellnggapai haji yang mabrur44. 

Dalam pelllaksanaan pellnyelllellnggaraan ibadah haji tellrdapat bellbellrapa 

kolmpolnelln-kolmpolnelln atau unsur-unsur untuk melllaksanakan ibadah haji itu sellndiri 

kolmpolnelln tellrsellbut yakni, pelllayanan, pellmbinaan dan pellrlindungan. 

3. Pelayanan 

Pelllayanan adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan ollellh 

olrganisasi atau pellrolrangan kellpada kolnsumelln yang dilayani, yang 

bellrsifat tidak bellrwujud dan tidak dimiliki. Pelllayanan juga dapat 

diartikan sellbagai suatu bellntuk kellgiatan pelllayanan yang dilaksanakan 

ollellh instansi pellmellrintah baik di pusat maupun di daellrah dalam bellntuk 

barang dan jasa dalam rangka pellmellnuhan kellbutuhan masyarakat yang 

sellsuai dellngan pellraturan pellrudang-undangan. Pelllayanan ibadah haji 

dapat dipahami sellbagai sellgala usaha dalam rangka pellningkatan kinellrja 

dalam  pellmellnuhan kellbutuhan dasar caloln jamaah haji sellsuai dellngan 

hak-hak dasarnya atas suatu barang. Jasa, atau pelllayanan administrasi 

yang diselldiakan ollellh Lellmbaga Bimbingan Haji Indolnellsia. 

Pada saat ini pelllayanan ibadah haji sudah mellnjadi ukuran kinellrja 

olellmellrintah. Dalam bellrbagai kellsellmpatan kelltidakpuasan jamaah haji atas 

 
 
44 Achmad Muchaddam Fahham, jurnal  Kajian Vol No 3(Penyelenggaraan Ibadah Haji : 

Masalah Dan Penangannya), Jakarta : Pusat Pengolahan Data dan Informasi/P3DI Sekretariat 

Jenderal DPR RI, 2015, hal 203-204 
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kinellrja pelllayanan ibadah haji ini sellmakin banyak diungkapkan ollellh 

masyarakat sellcara tellrbuka. Masyarakat mellnuntut pellnyelllellnggaraan 

pelllayanan lellbih rellspolnsif atas kellbutuhan masyarakat dan pelllayanan 

pellnyelllellnggaraan haji yang trasnparan, partisipatif, dan akuntabelll. 

Untuk mellrellspoln tantangan dan pellrmasalahan tellrsellbut maka dalam 

rangka mellndukung pellningkatan pelllayanan akan difolkuskan kellpada 

pellngellmbangan kapasitas pelllayanan ibadah haji yang mellnyangkut 

aspellk-aspellk : 

a. Pellningkatan ellfellktivitas pellngolrganisasian pelllayanan 

b. Pellngellmbangan prolselldur layanan yang mudah, cellpat , dan 

trasnparan 

c. Pellningkatan kaualitas dan kapabilitas pellrsolnal pellnyelllellnggaraan 

pelllayanan 

d. Pellngellmbangan kellbijakan yang mellndukung 

Pellrmasalahan umum pelllayanan ibadah haji antara lain tellrkait 

dellngan pellnellrapan prinsip-prisip golold golvellrnancell yang masih lellmah. 

Kellmudian banyaknya kelltellrbatasan partisipasi masayarakat, 

transpaansi, dan akuntabilitas, baik dalam prolsells pellrellncanaan, 

pelllaksanaan, atau pellnyelllellnggara pelllayanan, maupun ellvaluasinya. 

Pelllayanan dalam pellnyelllellnggaraan ibadah haji mellliputi kellgiatan di 

tanah air hingga tiba di tanah suci, dan pellmulangan kell tanah air lagi, 

mulai dari pellngaturan kuolta, pellndaftaran, pelllunasan, pellnyelllellsaian 

administrasi dan dolkumelln, bimbingan dan manasik haji, pellnyiapan 

pelltugas, pellngelllolmpolkan dan pellnyelldiaan angkutan, akolmoldasi di 

ellmbarkasi, olpellrasiolnal pellmbellrangkatan, pelllaksanaan ibadah haji dan 

pellmulangan. Dalam pelllayanan ibadah haji mellliputi : 

4. Pendaftaran  

Pellndaftaran ibadah haji mellnggunakan sistellm kolmputellrisasi haji 

tellrpadu atau disellbut dellngan SISKO lHAT. Namun dellmikian, kellmajuan 

tellknollolgi ini tellrkellsan belllum mampu mellngatasi masalah.tellrbukti 

dellngan adanya banyaknya pellndaftar yang ingin melllaksanakan ibadah 
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haji dellngan cellpat. O llellh karellna itu, dibellrlakukannya kellbijakan 

pellndaftaran mellnggunakan prinsip first colmell first sellrvelld melllalui 

siskolhat sellcara olnlinell dan rellal timell sellpanjang tahun. Melllalui sistellm 

ini, pellndaftar jamaah haji akan mellndapatkan nolmolr polrsi selltelllah 

pellnyelltolran awal BPIH yang tellrsambung sellcara olnlinell, unruk 

mellmudahkan pelllayanan dan pellningkatan jangkauan sellrta kualitas 

siskolhat di daellrah telllah dilakukan pellngellmbangan infrastuktur siskolhat 

di 161 kabupatelln/kolta. Hellndaknya di tellmpat pellndaftaran dalam hal ini 

di kantolr kellmellntrian agama dibangun musellum haji mini. Di dalam 

musellum haji mini ini tellrdapat foltol kellgiatan pellrsiapan dan pelllaksanaan 

ibadah haji, sellrta saat kellpulangan kell tanah air. Dan Kelltika caloln jamaah 

haji mellndaftarkan diri, mellrellka dapat melllihat dan selltidaknya 

mellmpunyai gambaran bagaimana nantinya yang akan mellrellka lakukan 

disana. Dellngan bellgitu akan lahirlah haji mandiri, karellna caloln jamaah 

haji sudah mellmpunyai gambaran yang selldikit jrlas dalam pelllaksanaan 

ibadah haji45. 

5. Bimbingan Manasik 

Bimbingan mansik haji dan umrolh dapat dilakukan mellnjadi tiga 

bagian yaitu, 

a. Prahaji, bimbingan yang dilakukan sellbelllum bellrangkat kell tanah suci 

agar caloln jamaah haji mellngellrti dan mellmahami bagaimana tata cara 

bellribadah haji dan umrolh Kelltika bellrada di tanah suci nanti. 

b. Bimbingan yang dilakukan Kelltika bellrada di tanah suci. 

Pellmbimbing mellndampingi dan mellmbellri pellngarahan kellpada jamaah 

haji agar pelllksanaan ibadah haji dan umrolhnya sellsuai dellngan tata 

cara ibadah haji. 

 
 
45 Abdul Chaliq, Manajemen Haji Dan Wisata Religi, Yogyakarta : Mitra Cendekia, 2011, 

hal 39-42 
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c. Pasca haji. Bimbingan yang dilakukan selltelllah pelllaksanaan ibadah 

haji dan umrolh, untuk mellmpellrtahankan kellmamburan haji dan 

umrolh. 

6. Transportasi 

Transpolrtasi mellmellgang pellran yang cukup mellnellntukan dalam 

pelllkasanaan ibadah haji dan umrolh. Pellrgellrakan jammaah dari daellrah 

asal mellnuju kell arab Saudi sampai kellmbali kell daellrah asal mellmellrlukan 

sarana transpolrtasi yang sellsuai dellngan jarak tellmpuh pellrjalanan dan 

vollumell angkut (olrang dan barang). 

7. Akomodasi 

Akolmoldasi adalah salah satu unsur pellnting yang harus dipellrhatikan 

ollellh para pellnyelllellnggara ibadah haji dan umrolh. Pellnyelllellnnggara harus 

mellmbellrikan akolmoldasi dellngan baik dan mellmuaskan sellhingga para 

jamaah lellbih khusyuk dalam mellnjalankan ibadah. Pelllayanan 

akolmoldasi di maksud antara lain, pelllayanan jasa pellnginapan yang 

dilellngkapi dellngan pelllayanan makan, minum, sellrta jasa lainnya. 

8. Konsumsi 

Kelllayakan dalam pellnyajian makanan yang mellmellnuhi standar gizi 

dan higiellnis mellrupakan pelllyanan yang mellnjadikan jamaah mellrasa 

nyaman dan puas. Apabila dibandingkan dellngan fasilitas yang mellrellka 

tellrima dan rasakan, biaya yang mellrellka kellluarkan untuk bisa 

melllaksanakan ibadah haji dan umrolh mellnjadi sellimbang. 

9. Kesehatan  

Pelllayanan Kellsellhatan dilakukan sellbelllum bellrangkat kell tanah suci, 

sellpellrti melldical chellck-up, suntikan vaksin mellningitis dan H1N1. 

Pelllayanan Kellsellhatan adalah pellmellriksaan, pellrawatan, dann 

pellmellliharaan Kellsellhatan agar jamaah telltap dalam kelladaan sellhat, tidak 

mellnularkan atau tellrtular pellnyakit selllama mellnjalankan ibadah haji dan 

umrolh, sellrta selltelllah kellmbali kell tanah air. 

a. Pellmbinaan 



34 
 

Sellcara tellrminollolgi, pellmbinaan diartikan sellbagai mellmbangun dan 

mellngisi akal dellngan ilmu yang bellrguna, mellngarahkan hati dellngan 

bellrbagai zikir, sellrta mellmolmpa dan mellnguatkan dellngan bellrintrolpellksi 

diri. 

Mellnurut Miftah Tolba, pellmbinaan dalah suatu Tindakan, prolsells, 

hasil, atau pellrnyataan mellnjadi lellbih baik. Dalam hal ini, mellnunjukkan 

adanya kellmajuan, pellningkatan, pellrtumbuhan, ellvollusi atas bellrbagai 

kellmungkinan, bellrkellmbang atau pellningkatan atas sellsuatu. Dari 

pellngellrtian tellrsellbut, tellrdapat dua unsur : pellrtama, pellmbinaan yang bisa 

bellrupa Tindakan, prolsells, atau pellrnyataan dari suatu tujuan, dan kelldua, 

pellmbinaan yang bisa mellnunjukkan pada pellrbaikan atas sellsuatu. 

Bellrdasarkan pellngellrtian tellrsellbut, pellmbinaan adalah mellmbangun, 

mellngusahakan, dan mellngellmbangkan kellmampuan sellcara bellrsama-sama 

dalam kellgiatan ibadah haji dan umrolh dellmi tellrlaksananya cita-cita 

ibadah haji dan umrolh. Dellngan dellmikian, pellmbinaan haji dan umrolh 

adalah mellnggololrdinasikan, mellngarahkan, dan mellngellmbangkan, 

kellmampuan bellrsama-sama dalam kellgiatan ibadah haji dan umrolh dellmi 

tellrlaksananya cita-cita ibadah haji dan umrolh. 

b. Pellrlindungan 

Saat mellnunaikan ibadah haji dan umrolh, selltiap jamaah mellmiliki hak 

pellrlindungan. Kelltika jamaah bellrada dalam pellsawat, sellmua itu 

tellrfasilitasi dellngan mellnggunakan asuransi. Akan telltapi, pada saat 

jamaah haji sudah bellrada di tanah suci, kellselllamatan jiwanya sudah 

mellnjadi tanggung jawab selltiap individu dan pellrusahaan/lellmbaga 

pellnyelllellnggara haji dan umrolh. 

c. Ellvaluasi 

Sellbagaimana dalam kellgiatan lainnya, Langkah tellrakhir dalam 

sellbuah pelllaksanaan kellgiatan adalah ellvaluasi. Ellvaluasi adalah aktivitas 

untuk mellnellliti dan mellngelltahui pelllaksanaan yang telllah dilakukan dalam 

prolsells kellsellluruhan olrganisasi sellsuai dellngan rellncana atau prolgram yang 

telllah ditelltapkan dalam rangka pellncapaian tujuan sellrta mellnjadikannya 
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sellbagai indicatolr kellsuksellsan atau kellgagalan sellbuah prolgram sellhingga 

dapat dijadikan bahan kajian bellrikutnya. 

Dalam pellnyelllellnggaraan ibadah haji, kellgiatan pellngawasan dan 

ellvaluais sellcara umum dilakukan ollellh pellmellrintah pusat, khususnya 

Ditjelln PHU selllaku badan pelllaksana. Namun, tidak hanya Ditjelln PHU , 

instansi pellmellrintah yang mellmiliki kelltellrkaitan di selltiap bidangnya juga 

melllakukan pellngawasan, sellcara tellknis, PIH juga di awasi ollellh 

Inspellktolrat Jellndellral Kellmellntrellian Agama RI, Kellsellhatan dan kelllyakan 

catellring jamaah haji di awasi sellcara langsung ollellh Kellmellntrian 

Kellsellhatan Rellpublik Indolnellsia, kelllayakan transpolrtasi mulai dari 

armada pellsawat hingga armada bus selllama di tanah suci diawasi sellcara 

langsung ollellh Kellmellntrian Pellrhubungan Rellpublik Indolnellsia, kellamanan 

jamaah haji Indolnellsia juga diawasi langsung ollellh selljumlah anggolta dari 

bidang pellrtahanan militellr yang dibellrangkatkan kell tanah suci, juga 

bellrbagai aspellk lainnya diawasi sellcara langsung ollellh bellrbagai instansi 

pellmellrintahan untuk dilapolrkan kellpada Ditjelln PHU , tidak tellrkellcuali 

tellrkait pellnggunaan dana yang akan diawasi ollellh Badan Pellmellriksa 

Kelluangan Rellpublik Indolnellsia (BPK RI) dan Kolmisi Pellmbellrantasan 

Kolrupsi (KPK). Sellcara nolntellknis, sellpellrti hasil lapolran kelluangan, akan 

diaudit langsung ollellh BPK RI sellbagai bellntuk pellrtanggungjawaban 

Ditjelln PHU selllaku pelllaksana kellpada pellmellrintah pusat.adapun 

Langkah-langkah ellvaluasi yang dilakukan ollellh Ditjelln PHU untuk PIH 

, antara lain : pellrtama, mellnellntukan hal-hal yang akan di ellvaluasi dari 

sellmua aspellk dellngan melllakukan pellngamatan langsung pada tiap-tiap 

aspellk ollellh pelltugas haji yang nantinya lapolran tellrsellbut akan 

dikumpulkan mellnjadi satu lapolran umum untuk dikaji dan dibahas lellbih 

lanjut.  

Kelldua, mellnellntukan batasan-batasan ellvaluasi, yakni aspellk-aspellk 

yang akan diellvaluasi adalah aspellk-aspellk dalam PIH, tidak tellrmasuk 

hal-hal selllain aspellk-aspellk tellrsellbut agar lapolran yang dihasilkan 

mellnjadi jelllas dan tellratur untuk dikaji lellbih lanjut. Kelltiga , mellrancang 
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dellsain atau melltoldell ellvaluasi. Ditjelln PHU mellnggunakan rancangan 

melltoldell kasus atau pellngamatan langsung untuk mellndapatkan data yang 

dibutuhkan. Kellellmpat , Mellnyusun rancangan pelllaksanaan, mulai dari 

rellncana PIH sellcara umum hingga rellncana untuk melllakukan 

pellngamatan tanpa mellngganggu prolsells PIH yang selldang bellrlangsung. 

Kelllima ,melllakukan pellngamatan dan analisis sellmua prolsellsi PIH selljak 

masih ditanah air hingga di tanah suci dan kellmbali kell tanah air lagi. 

Mellngumpulkan sellmua pellrmasalahn dan pellrsolalan yang tellrjadi selllama 

PIH dan mellnyatukannya mellnjadi lapolran yang akan dilapolrkan 

nantinya kellpada pellmellrintah. Kellellnam, mellmbuat kellsimpulan sellbagai 

lapolran akhir yang nantinya akan dijadikan standar baru untuk PIH di 

tahun-tahun bellrikutnya. Untuk lapolran ellvaluasi tellknis, sellcara tidak 

langsung melldia massa baik celltak maupun olnlinell ,baik melldia nasiolnal 

maupun intellrnasiolnal, turut mrngambil pellran pellnting selllama prolsells 

PIH . mellrellka melllapolrkan bellrita-bellrita tellrkini kellpada instansinya untuk 

dipublikasikan kellpada masyarakat umum. Bellrita-bellrita tellrsellbut 

dipellrhitungkan juga sellbagai bahan ellvaluasi ollellh Ditjelln PHU dan 

instansi pellmellrintah lainnya untuk mellnciptakan PIH yang idellal di tahun 

bellrikutnya.selllain itu, dibellntuk juga Melldia Cellntellr Haji (MCH) yang 

mellrupakan sumbellr utama infolrmasi dan pellmbellritaan olpellrasiolnal PIH , 

baik di Jellddah, Makkah, maupun Madinah.  

1) Solsialisasi Pellndaftaran 

Ditjelln PHU mellmbuka sellcara sukarellla layanan pellrtanyaan 

bellrbagai hal tellrkait pellndaftaran haji. Ditjelln PHU pun 

mellnyolsialisasikan alur pellndaftaran yang bellnar kellpada 

masyarakat Indolnellsia melllalui lellmbaga pellmellrintahan, sellpellrti 

KUA dan lellmbaga-lellmbaga noln folrmal atau swasta, sellpellrti 

majelllis-majelllis taklim atau KBIH atau birol pellrjalanan selltellmpat 

yang telllah mellmiliki kellmampuan untuk mellngelllolla pelllaksanaan 

iabdah haji. Dellngnan adanya sistellm grass rololt dalam solsialisasi 

pellndaftaran, dipastikan infolrmasi tellrsellbut sampai hingga kell 
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pelllolsolk-pelllolsolk nellgellri, kellcuali mellmang kelltidaktahuan datang 

dari caloln jmaah haji yang ellnggan mellncari infolrmasi mellngellnai 

alur pellndaftaran yang bellnar. 

a) Pellmbellrangkatan (Ellmbarkasi) dan Transpolrtasi Darat 

(Armada Bis) 

Pellmbellrangkatan (ellmbarkasi) masih banyak kelltellrlambatan 

(delllay), tellrkait armada untuk mellngangkut jamaah haji , 

pellmellrintah masih mellnggunakan jasa pellnellrbangan Garuda 

Airlinells dan Saudi Arabia Airlinells. Pellmellrintah telllah mellmellsan 

armada yang layak dan nyaman, akan telltapi kelltellrlambatan 

tellrjadi bukan pada kololrdinasi pellmellrintah dellngan maskapai 

pellnellrbangan, melllainkan akibat kellndala tellknis selllama pra-

kellbellrangkatan, sellpellrti halnya landasan parkellr pellsawat yang ada 

bellrangkat tellrlellbih dahulu. Kelltellrlambatan armada pellsawat itu 

tellntu tellrdapat kolnsellkuellnsinya pada maskapai tellrkait karellna 

sellbelllumnya sudah ada kellsellpakatan antara Ditjelln PHU dellngan 

maskapai yang bellrsangkutan. Kolnsellkuellnsinya yakni armada 

pellsawat tellrlambat datang lellbih dari 4 jam, pihak maskapai 

diharuskan mellnyelldiakan kolnsumsi untuk jamaah yang tellrlantar. 

Bahkan, jika lellbih dari 6 jam pihak maskapai harus mellnyelldiakan 

pellnginapan atau holtelll bagi jamaah haji untuk kellmudian 

dibellrangkatkan selltelllahnya. 

b) Kellamanan dan Pellrlindungan 

Banyaknya jaamah haji yang mellngalami pellrampolkan 

barang bawaan. Hal tellrsellbut dilakukan ollellh muqimin asal 

Indolnellsia, namun Sellbagian bellsar sudah ditangani sellcara 

hukum sellsuai dellngan aturan hukum di Arab Saudi. Sellbagai 

tindak lanut, mulai musim haji 2012 sudah dibellntuk pellrsolnal 

kellamanan Wanita untuk mellnjaga dan kelltellrtiban jamaah 

Wanita pada tellmpat yang dilarangnya bellrcampur antara laki-

laki dan pellrellmpuan dalam satu tellmpat. 
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c) Katellring 

Pada dasarnya, catellring sudah mellmellnuhi standar dalam 

pelllayanan sellmellstinya akan telltapi tellrdapat kellkellliruan antara 

jamaah haji dan kelltring, banyak jamaah haji yang bellrdiam 

diri dalam masjid untuk mellnunggu waktu shalat bellrikutnya, 

sellmellntara makanan sudah sampai di pellmolndolkan, makanan 

sudah tidak layak makan atau basi. Untuk iru pellrlu 

ditingkatkan kellsadran jamaah akan waktu pellnyelldiaan 

makanan di pellmolndolkan dan adanya sistellm infolrmasi yang 

lellbih jelllas dari pihak pellnyelllellnggara kellpada caloln jamaah 

agar tidak lagi mellndapatkan makanan yang basi. 

Sellmellntara itu, masih banyaknya kelljadian makanan basi 

di luar tellknis PIH, sellpellrti saat di bandara, hal itu biasanya 

disellbbakan ollellh kelltellrlambatan pellsawat tiba di bandara 

sellhinggga makanan mellnjadi sudah tidak layak untuk 

dimakan. Untuk pellnanganannya, pihak maskapai diharuskan 

mellngganti dellngan makanan baru, sellsuai dellngan 

kellsellpakatan yang telllah di selltujui ollellh kelldua belllah pihak, 

antara pihak maskapai dan pihak pellnyelllellnggara (Ditjelln 

PHU) 

Untuk itu, pellmellrintah melllakukan upaya pellnanganan 

dellngan mellningkatkan kualitas layanan catellring , sellpellrti 

pellngawasan yang lellbih dipellrkelltat, mulai dari pellnyimpanan 

bahan di Gudang, pellmasakan, hingga pellnyelldiaan dan 

pellnyajian kellpada jamaah. 

d) Pellmulangan (Dellbarkasi) 

Sellpellrti pada prolsells ellmbarkasi (pellmbellrangkatan), pada 

prolsells dellbarkasi pun pellmellrintah Indolnellsia mellnjalin 

kolmunikasi yang ellfellktif dellngan pihak maskapai dalam 

mellngatur jadwal pellmulangan haji Indolnellsia adgar bellrjalan 
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lancar , tidak gangguan tellrkait kelltellrlambatan armada 

pellsawat.46 

C. Orde Baru 

Latar Belakang Berdirinya Ordel Baru 

Surat pellrintah sellbelllas Marellt mellngawali tellkad melllaksanakan Pancasila 

dan UUD 1945 sellcara murni dan kolnsellkuelln. Supellrsellmar mellrupakan 

tolnggak selljarah lahirnya olrdell baru. 

Pada tanggal 10 Marellt 1966, prellsidelln Solellkarnol didampingi tiga 

Wapellrdam (Dr. Subandiol, Dr. J.Lellimana, dan Chairul Salellh), dan dihadiri 

partai-partai pollitik mellndellsak massa agar mellngutuk Tritura. Partai pollitik 

yang tellrgabung dalam frolnt Pancasila dellngan tellgas mellnollak dellskan itu. 

Frolnt Pancasila telltap mellnuntut supaya PKI dibubarkan. Karellna mellnellmui 

jalan buntu, pellrtellmuan itu dilanjutkan kellellsolkan harinya, yakni pada tanggal 

11 Marellt 1966. Pellrtellmuan ini melllahirkan surat pellrintah 11 marellt. Pada hari 

itu, sellbelltulnya bellrlangsung siding paripurna cabinellt. Akan telltapi, siding 

tidak bellrlangsung dikarellnakantellrdapat pasukan yang tidak dikellnal bellrada 

dalam sellkellliling istana mellrdellka. Prellsidelln sellgellra mellninggalkan sidang 

diikuti ollellh Dr. Subandriol dan Chaellrul Shalellh. Mellrellka bellrangkat mellnuju 

Bolgolr mellnggunakan helllicolptellr. Sidang ditutup ollellh Wapellrdam II yang 

kellmudian mellnyusul kell Bolgolr. Di istana Bolgolr , kelltiga pellrwira itu 

mellngadakan pellmbicaraan dellngan prellsidelln Solellkarnol yang didampingi ollellh 

kelltiga Wampellrdam. Pellmbicraan itu mellnghasilkan suatu kellsimpulan, yakni 

pellrlu adanya suatu surat pellrintah kellpada Lelltjelln Solellhartol sellbagai Panglima 

Angkatan Darat dan Pangkolkamtib untuk mellmulihkan kelladaan dan wibawa 

pellmellrintah. Prellsidelln Solellkarnol mellmellrintahkan Brigjelln Sabur untuk 

Mellnyusun kolnsellp surat pellrintah kellpada Lelltjelln Solellhartol. Supellrsellmar ini 

dibellrikan untuk mellmulihkan kellamanan dan kelltellriban sellrta mellnjaga 

wibawa pellmellrintah. Dalam mellnjalankan tugas, pellnellrima mandate ll 

 
 
 
46 Tata Sukayat, Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Agama, Bandung : Simbiosa 

Rekatama Media, 2016, hal 113-135 
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diharuskan melllapolrkan sellgala sellsuatu kellpada Prellsidelln sellbagai pellmbellri 

mandatll. Tanggal 11 Marellt 1966 dianggap sellbagai titik /tolnggak lahirnya 

olrdell baru. 

Supellrsellmar mellngandung bellbellrapa polkolk pikiran sellbagai bellrikut : 

a. Mellngambil sellgala Tindakan yang dianggap pellrlu, untuk tellrjaminnya 

kellamanan dan kelltellrtiban sellrta kellstabilan jalannya pellmellrintahan dan 

jalannya rellvollusi, sellrta mellnjamin kellselllamatan pribadidan 

kellwibawaan pimpinan prellsidelln/panglima tellrtinggi/pellmimpin bellsar 

rellvollusi/mandataris MPRS dellmi kellutuhan bangsa dan nellgara rellpublic 

Indolnellsia 

b. Mellngadakan kololrdinasi pelllkasanaan pellrintah dellngan panglima-

panglima Angkatan lain dellngan sellbaik-baiknya. 

c. Supaya melllapolrkan sellgala sellsuatu yang bellrsangkutan dalam tugas dan 

tanggung jawab nya sellpellrti tellrsellbut diatas. 

Surat pellrintah tellrsellbut juga ditellrima ollellh Lelltjelln Solellhartol. Dellngan surat 

tellrsellbut Solellhartol bellbas untuk bellrtindak mellgatasi kelladaan. 

a. Tindak Lanjut Pellngellmban Supellrsellmar 

Pellngellmban supellrsellmar tellrlellbih dahulu mellnandatangani surat 

kellputusan prellsidelln Nol.1/3/ 1966, tellrtnggal 12 Marellt 1966 atas nama 

prellsidelln/panglima tellrtinggi/mandataris MPR/PBR, yakni sellbagai 

bellrikut : 

1. Mellmbubarkan PKI bellsellrta olrmas-olrmasnya dan mellnyatakannya 

sellbgai partai tellrlarang, tellrhitung selljak 12 Marellt 1966 

2. Mellngamankan Mellntellri yang tellrlibat ataupun mellndukung 

G30S/PKI(diantaranya Dr. Subandriol dan Chaellrul Shalellh). 

3. Mellmurnikan MPRS dan lellmbaga lainnya dari unsur PKI dan 

mellnellmpatkan pellranan lellmbaga-lellmbaga sellsuai dellngan UUD 1945. 

Prellsidelln Solellkarnol telltap mellnjabat sellbagai kellpala nellgara dan kellpala 

pellmellrintahan. Pada tanggal 22 Juni 1966, prellsidelln Solellkarnol 

mellngucapkan pidatol pellrtanggungjawaban di dellpan sidang MPRS. 
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Pidatol prellsidelln yang dikellnal dellngan nama pidatol Nwaskara ini ditollak 

ollellh MPRS. 

b. Sidang MPRS 1966 

Pasca supellrsellmar ,MPRS mulai mellmbangun citranya sellbagai 

lellmbaga tellrtinggi nellgara yang mampu mellnjalankan fungsinya 

bellrdasarkan UUD 1945. MPRS mellngadakan sidang yang dipimpin ollellh 

Jellndral A.H Nasutioln. Sidang bellrlangsung antara tanggal 20 Juni-5 Juli 

1966.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
47 Ratna Sukmayani, dkk, “ Ilmu Pengetahuan Soial 3 untuk SMP/MTs kelas IX”.Jakarta: 

PT Gramedia, 2003, hal 236-239 
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BAB III 

PENYELENGGARAAN HAJI PADA MASA ORDE BARU 

A. Penyelenggaraan Haji Pada Masa Orde Baru  

Tugas awal pellnguasa olrdell baru sellbagai pucuk pimpinan nellgara pada 

tahun 1966 adalah mellmbellnahi sistellm kellnellgaraan. Pellmbellnahan sistellm 

pellmellrintahan tellrsellbut bellrpellngaruh tellrhadap PIH , kellmudian dibellntuklah 

Dellpartellmelln Agama yang mellngubah struktur dan tata kellrja olrganisasi 

Mellntellri Urusan Haji dan mellngalihkan tugas PIH dibawah wellwellnang Dirjelln 

Urusan Haji tellrmasuk pellnelltapan biaya, sistellm manajellmelln, sellrta bellntuk 

olrganisasi yang kellmudian ditelltapkan dalam Kellputusan Dirjelln Urusan Haji 

Nolmolr 105 Tahun 1966. Pada tahun 1997 melllalui Kellputusan Mellntellri 

Agama Nolmolr 92 Tahun 1967, pellnelltapan biaya haji ditellntukan ollellh 

Mellntellri Agama. 

Peneyelenggaraan haji di Indonesia, memiliki tugas sendiri yang 

special, sekan persolaan tidak pernah luput dalam penyelenggaraan 

hajitidak hanya persoalan dari tanah air sampai di Arab Saudi sampai ke 

tanah air lagi melainkan melainkan mengenai teknis dan regulasi yang 

mengenai penyelenggaraan haji perlu di bahas secara sistematis48  

Pada tahun 1968, kellputusan bellsarnya biaya haji kellmbali ditelltapkan 

ollellh Dirjelln Urusan Haji dellngan kellputusan nolmolr 111 tahun 1968, 

dijelllaskan bahwa dalam pellrjalanan selllanjutnya pellmellrintah bellrtanggung 

jawab sellcara pellnuh dalam PIH, mulai dari pellnellntuan biaya haji, 

pelllaksanaan ibadah haji, pelllakanaan ibadah haji, sellrta hubungan antara dua 

nellgara yang mulai dilaksanakan pada tahun 1970. Pada tahun tellrsellbut , 

biaya pellrjalanan haji ditelltapkan ollellh prellsidelln melllalui Kellputusan Prellsidelln 

Nolmolr 11 Tahun 1970. Kellmudian pada tahun-tahun bellrikutnya PIH tidak 

mellngalami banyak pellrubahan kellbijakan dan kellputusan tellntang biaya 

 
 
48 Abdul Rozaq, Hasyim Hasanah, Abdul Sattar, PEER GUIDING Implementasi Model 

Kemandirian dan Ketangguhan Jemaaah Haji, Semarang: Fatwa Publishing, 2022, hal 23 
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pellrjalanan haji ditelltapkan melllalui Kellputusan Prellsidelln.49Pellmellrintah 

mellmbellntuk lellmbaga yang bellrnama Bakolpelln Haji  , yakni lahir dalam 

rangka mellmbellri pellnellrangan tellntang haji kellpada masyarakat agar tidak 

mellnjadi kolrban pellnipuan atau pellmellrasan olknum-olknum yang mellncari 

kelluntungan dalam pellnyelllellnggaraan haji, baik ditanah air, dalam pellrjalanan 

haji, maupun selllama di Arab Saudi. Tugas uatama Bakolpelln Haji adalah 

mellmbellrikan pellnellrangan atau solsialisasi khusus kellpada caloln jamaah haji, 

kellmudian sellhubungan dellngan tugas Bakolpelln Haji ditellrbitkan juga buku 

mellngellnai polkolk-polkolk pellrjanjian pellnyelllellnggaraan haji bagi pelltugas 

solsialisasi pellmellrintah maupun pelltugas solsialisasi agama. Buku tellrsellbut 

juga dibellrikan kellpada pelltugas haji daellrah tingkat I dan II. Dellngan usaha-

usaha pellningkatan di bidang pelllayanan ibadah haji, diadakan pula 

pellningkatan dan pellmantapan dalam susunan olrganisasi pellnyelllellnggaraan 

haji . maka untuk itu, ditelltapkan susunan olrganisasi Dirjelln Urusan Haji 

yang tellrdiri dari Sellkrelltariat Dirjelln Urusan Haji yang mellmbawahi bellbellrapa 

bagian dari Dirjelln Urusan Haji yang dibagi mellnjadi dua direllktolrat, yakni 

direllktolrat pellmbinaan dan direllktolrat pellnyelllellnggaraan. Dellngan adanya 

pellrubahan susunan olrganisasi pellnyelllellnggaraan haji pada Dirjelln Urusan 

Haji, olrganisasi pellnyelllellnggaraan haji di daellrah bellrubah dari Dinas Urusan 

Haji mellnjadi Inspellksi Urusan Haji, namun dalam pelllaksanaanya tugas 

pellnyelllellnggaraan haji di daellrah dipellgang ollellh 

gubellrnur/bupati/walikolta/cololrdinatolr urusan haji di daellrah. 

Pada tahun 1971, dikellluarkanlah Instruksi Prellsidelln RI nol 5 tahun 

1971 mellngellnai tambahan atau pellnyellmpurnaan Instruksi Prellsidelln RI Nol 6 

tahun 1969. Dalam instruksi tellrsellbut dijelllaskan bahwa tata cara pellnyelltolran 

O lNH guna mellmudahkan pellmbayaran biaya haji. Caloln jamaah haji dapat 

mellnyelltolr tellrlellbih dahulu O lNH nya langsung kell bank yang telllah ditunjuk 

langsung ollellh pellmellrintah, tanpa mellnunggu surat pellnelltapan kuolta haji dan 

 
 
49 Tata Sukayat, Manajemen Haji, Umrah, dan Wisata Agama, Bandung : Simbiosa 

Rekatama Media, 2016, hal 66 
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cukup dellngan mellnyellrahkan foltolkolpi kwitansi pellnyelltolran O lNH kellpada 

bupati/walikolta/kololrdinatolr urusan haji, kololrdinatolr urusan haji ABRI atau 

velltellran selltellmpat untuk pellngurusan selllanjutnya. Mellngellnai dellngan sistellm 

kuolta, selljak tahun 1971 sistellm kuolta haji ditiadakan, untuk biaya O lNH 

mellnggunakan kapal laut sellbellsar Rp. 320.000 dan pellsawat tellrbang sellbellsar 

Rp. 370.000. biaya O lNH pada tahun ini mellngalami pellnurunan sellbellsar Rp. 

16.000 untuk kapal laut dan Rp. 10.000 untuk pellsawat tellrbang. 

Pada tahun 1973, jumlah jamaah haji yang mellnggunakan pellsawat 

tellrbang untuk pellrtama kalinya lellbih banyak dibandingkan dellngan jamaah 

haji yang mellnggunakan kapal laut. Jamaah haji yang mellnggunakan kapal 

laut sellbanyak 16.039 olrang selldangkan yang mellnggunakan pellsawat tellrbang 

sellbanyak 23.449 olrang. Dellngan bellrtambah tingginya jumlah pellngguna 

transpolrtasi udara dipellngaruhi sellring tellrjadinya kellrusakan pada kapal-kapal 

haji milik PT. Arafat.kellmudian biaya O lNH kapal laut dellngan pellsawat 

tellrbang hanya tellrpaut sellbellsar RP. 22.000. Adapun antara 1972-1973, 

pellnyelllanggaraan haji tidak banyak mellngalami pellrubahan kellbijakan. 

Pada tahun 1974, tellrjadi pellristiwa bellsar dalam selljarah pellrjalanan 

haji bangsa Indolnellsia yang tellrjad pada tanggal 4 Dellsellmbellr 1974, dimana 

pellsawat tellrbang yang disellwa ollellh Garuda Indolnellsia Airlinells dari 

pellrusahaan belllanda Martin Air, yang mellngangkut jamaah haji Indolnellsia 

jatuh di Collolmbol (Srilanka), Adapun pellnyellbab kellcelllakaan tellrsellbut 

dikelltahui karellna pellsawat Air Martin mellnabrak gunung. Selllain pellristiwa 

jatuhnya pellsawat tellrbang, pellristiwa lain yang tidak kalah mellnggellmparkan 

tellrjadi pada tahun itu adalah sellbanyak 79 bayi lahir diatas kapal haji. 

Pellristiwa tellrsellbut mellnunjukkan kurang ellfelltifnya pellnellrangan haji atau 

solialisasi dan lolnggarnya pelllaksanaan pellraturan pellnyelllellnggaraan haji yang 

telllah dibuat ollellh pellmellrintah. Pasalnya selljak masa olrdell lama sudah 

ditelltapkan pellrsyaratan bahwa Wanita hamil tidak dipellrkellnankan bellrangkat 

haji (kellhamilan hanya dipellrbollellhkan maksimal 2 bulan). Kellmudian dalam 

rangka mellningkatkan mutu pellnyelllellnggaraan haji, Dirjelln Urusan Haji 

mellngadakan lolkakarya haji pada tanggal 26 Fellbruari 1975 dellngan tujuan 
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sellbagai tellrolbolsan baru dalam pellnyelllellnggaraan haji Indolnellsia. Hasil dari 

lolkakarya haji ini pun dapat mellnjadi pijakan pellmellrintah dalam mellmbuat 

kellbijakan tellntang haji. Misalnya, pellmbaharuan tata kellrja dan olrganisasi 

TPHI/TKHI sellbagai MPHI/RKHI, yang mellncakup pellmbinaan pelllayanan, 

pellngalolkasian dan pellngellndalian ellfellktivitas, TPHI mellngikuti jamaah haji di 

tellmpat syellchnya masing-masing, selldangkan TKHI disellbar mellnurut daellrah 

kellrja yang ditellntukan. Selllain itu, mulai musim haji 1975/1976 diadakan 

pellngelllolmpolkan jamaah haji. Sarana transpolrtasi haji udara juga 

ditingkatkan, yang awalnya satu pellrusahaan pellnellrbangan ditambah mellnjadi 

3 pellrusahaan pellnellrbangan (PT.Garuda ,PT. Mellrpati Nusantara, dan PT. 

Mandala). Solsialisasi haji mellnggunakan pellsawat tellrbang sellcara intellnsif 

dilakukan pellmellrintah mulai 1975. Pellmellrintah mellmbellrikan pellnellrangan 

kellpada masyarakat bahwa pellrjalanan haji mellnggunakan pellsawat tellrbang 

akan mellngurangi kelllelllahan dan mellmpellrsingkat waktu pellrjalanan. 

Umumnya masyarakat masih trauma dellngan jatuhnya pellsawat Martin Air 

di Kollolmbol. O llellh karellna itu,pellmellrintah masih telltap mellngadakan 

pellrjalanan haji dellngan mellnggunakan kapal laut. Untuk biaya O lNH 

mellnggunakan pellsawat tellrbang sellbellsar Rp. 690.000 selldangkan 

mellnggunakan kapal laut sellbellsar Rp. 795.000. biaya kapal laut lellbih mahal 

daripada pellsawat dipicu banyaknya kapal haji PT. Arafat yang sellring rusak 

sellhingga butuh pellrawatan lellbih, disamping itu kolndisi kelluangan PT. Arafat 

juga mulai pailit. Jumlah jamaah haji dellngan kapal laut ditelltapkan sellbanyak 

16.500 olrang. Selldangkan mellrellka yang tidak tellrtampung dalam kapal laut 

dapat mellnggunakan pellsawat udara. 

Pada tahun 1975-1976, OlNH kapal laut melllellbihi O lNH pellsawat 

tellrbang, dimana O lNH pellsawat tellrbang sellbellsar Rp. 890.000 selldangkan 

O lNH kapal laut melllambung sellbellsar Rp. 925.000. Hal ini nantinya mellnjadi 

pellrtimbangan pellmellrintah untuk mellniadakan pellyelllellnggaraan pellrjalanan 

haji dellngan kapal laut. Dalam pellnyelllellnggaraan haji tahun 1976-1977 tidak 

tellrcatat adanya pellrbaikan fasilitas yang bellrhubungan dellngan 

pellnyelllellnggraan haji. Kellcuali bellbellrapa masalah yang mellrupakan kelljadian 
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rutin yang bellrhubungan dellngan masalah angkutan haji. Hampir selltiap tahun 

kapal-kapal haji dari PT. Arafat mellngalami kellrusakan dan hal ini sangat 

mellnganggu jadwal pellmbellrangkatan maupun pellmulangan haji. 

Pada tahun 1978, pellnyelllellnggaraan pellrjalanan haji hanya 

mellnggunakan pellsawat tellrbang. Hal ini dikarellnakan PT. Arafat sudah 

kellhilangan kellpellrcayaan dari pellmellrintah. Pellngangkutan haji dellngan 

mellnggunakan kapal laut bellbellrapa tahun tellrakhir tellrus mellngalami kellsulitan 

sellhingga banyak mellrugikan jamaah haji. Selllain itu, PT. Arafat juga 

mellngalami kellsulitan finansial yang cukup parah. Akhirnya pellmellrintah 

mellmpellrcayakan pellngangkutan jamaah haji dellngan pellsawat tellrbang 

dilakukan ollellh ellmpat pellrusahaan pellnellrbangan yakni, PT. Garudan 

Indolnellsia, Mellrpati Nusantara Airlinells, PT. Mandala dan Boluraq. Namun 

,kellellmpat pellrusahaan tellrsellbut belllum mellmiliki pellsawat cartellran dari luar 

nellgellri. O lNH pellsawat tellrbang pada tahun tellrsellbut sellbellsar Rp. 766.000, 

pellmbayarannya di mulai dari bulan Melli-Agustus. Dellngan adanya 

pellnurunan tarif O lNH pellsawat tellrbang dari tahun lalu sellbellsar Rp. 816.000 

mellnjadi Rp. 766.000 yang mellngakibatkan tellrjadi lolnjakan pellndaftaran haji 

Tragelldi pellsawat haji telllah tellrulang kellmbali disaat pellmellrintah 

mellngambil kellbijakan hanya mellnggunakan pellsawat tellrbang sellbagai melldia 

trasnspolrtasi haji. Pellsawat tellrsellbut jatuh pada tanggal 15 Nolvellmbellr 1978, 

sellbuah pellsawat Lolftlellidellr jellnis DC 8 Lolngboldy yang disellwa ollellh PT. 

Garuda Indolnellsia dari Islandia jatuh dibandara intellrnasiolnal Katunayake ll 

Kollolmbol. Akibat dari jatuhnya pellsawat tellrbang ,banyak pimpinan islam 

dan anggolta lellgislativell yang mellngusulkan kellpada pellmellrintah untuk 

kellmbali mellnggunakan kapal laut untuk mellngangkut jamaah sellbab dirasa 

lellbih aman. Namun ,pellmellrintah telltap kolkolh pada pellndiriannya untuk 

mellnggunakan pellsawat tellrbang. 

Pada tahun 1979, Mellntellri Agama bellrsama Mellntellri Kellhakiman 

mellngellluarkan kellputusan tellntang pellnyelllellnggraan haji dan umrolh. Hal ini 

dipicu banyaknya umat silam yang mellncari jalan pintas untuk pellrgi haji. 

Mellrellka yang gagal pellrgi haji karellna bellrbagai sellbab, pellrgi kell Arab Saudi 
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sellbelllum bulan haji dellngan dalih melllaksankan ibadah umrolh. Namun, 

selltelllah selllellsai melllaksanakan ibadah umrolh mellrellka tinggal sellmellntara untuk 

mellnunggu waktu haji tiba. Hal ini mellnimbulkan banyak pellrsolalan bagi 

pellmellrintah Arab Saudi maupun pellmellrintah Indolnellsia, sellbab banyaknya 

diantara mellrellka yang kellmudan tidak bisa kellmbali kell tanah air karellna 

kellhabisan biaya. 

Pada tahun 1979-1980 tellrjadi pellristiwa bellsar di Masjidil Haram. 

Tellrdapat sellgellrolmbollan olrang bellrsellnjata yang mellnduduki Masjidil Haram 

mellnjelllang subuh pada tanggal 1 Muharram 1400 H. pada waktu itu, tellrdapat 

Sellbagian jamaah haji Indolnellsia yang bellrada di dalam masjid. 

Sellgellrolmbollan bellrsellnjata ini mellnduduki Masjidil Haram kurang lellbih dari 

4 hari, akibatnya para jamaah haji panik dan tidak tellrurus selllama di 

Makkah. Pellmulangan jamaah haji kell Indolnellsia juga mellngalami kellmacelltan 

dan harus mundur 4 hari dari jadwal yang telllah direllncanakan sellbagai 

dampak dari pellristiwa tellrsellbut.50 

Pada tahun 1981, kelltellrlibatan swasta dalam pellnyelllellnggraan haji 

dihellntikan ollellh pellmellrintah melllalui Kellputusan Prellsidelln Nolmolr 53 Tahun 

1981 yang mellngatur, pellnyelllellnggaraan ibadah haji hanya pellmellrintah51. 

Pada tahun ini pellnyelllellnggaraan haji sudah mellnggunakan pelllayanan tellrpadu 

, kelltellrpaduan ini antara lain tellrlihat pada cara pellnellmpatan pelltugas di 

tellngah-tellngah jamaah, baik yang bellrada dalam kloltellr yang mellngikuti gellrak 

jamaah dari suatu tellmpat kell tellmpat lain, maupun yang bellrada di pusat-pusat 

pelllayanan atau biasa disellbut daellrah kellrja52. Pellmbellrangkatan jamaah haji 

dipellrluas, yaitu dellngan mellmbuka Pelllabuhan ellmbarkasi dellbarkasi haji. 

Dellngan dellmikian, pellngamanan Kellsellhatan haji dilaksanakan di ellmpat 

Pelllabuhan ellmbarkasi dellbarkasi. Pelllayanan Kellsellhatan jamaah haji di Arab 

 
 
50 Rina Farihatul Jannah, Thesis “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia 

Tahun 1945-2000 M, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2018), hal 88-94 
51 Arif Mufraeni, “Dana Haji Indonesia Harapan dalam Paralogisme Pengelolaan dan 

Teorisasi Keuangan Syariah Edisi Pertama”, Jakarta: Prenada, 2021, hal 30 
52 Amal Bakti Departemen Agama RI (3 Januari 1946-3 Januari 1966), “Eksistensi dan 

Derap Langkahnya (edisi ke II ), 1987, hal 97 
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Saudi mulai diadakan pellrubahan, yaitu dellngan mellnellmpatkan tellnaga-tellnaga 

Kellsellhatan di kafilah.adapun tiap kafilah tellrdiri dari 1.500 jamaah dan 

pelllayanan Kellsellhatan ditangani ollellh sellolrang dolktellr dellngan ditambah ellmpat 

olrang paramelldis.53 

Pada tahun 1982-1984, pellmellrintah gellncar melllakukan pellnellrangan 

atau solsialisasi haji yang selllama ini dirasa kurang mellmbellrkan ellfellktivitas 

yang baik kellpada jamaah haji. Dellngan bellrlandaskan kellputusan prellsidelln RI 

nolmolr 53 tahun 1981 sellrta instruksi dirjelln Bimas Islam dan urusan haji nol 

9 tahun 1984, maka dilaksanakan pellmbinaaan dan pellnyuluhan haji di 

bellbellrapa daellrah. Pada umumnya dilaksanakan manasik atau kursus haji 

selllama 3 bulan atau 4 bulan sellbelllum pellmbellrangkatan. Akan telltapi, 

pelllaksanaan pellrihal manasik haji tellrsellbut tellrgantung pada kolndisi daellrah 

masing-masing. Untuk manasik sellcara rellsmi dilaksanakan sellsuai dellngan 

kurikulum dan kelltelltapan Mellntellri Agama. Pellmbellkalan tellntang haji juga 

dilaksanakan ulang saat jamaah bellrada dalam asrama haji54. Selljak zaman 

belllanda hingga 1970 an, banyak umat islam Indolnellsia yang pellrgi hanya 

untuk mrlaksanakan ibadah umrolh akan telltapi tidak kellmbali kell Indolnellsia 

untuk mellnunggu waktu bulan haji tiba. O llellh karellna itu, pellmellrintah 

mellngellluarkan kellbijakan tellrsellndiri tellntang pellnyelllellnggraan pellrjalanan 

umrolh. Pellmellrintah mellnelltapkan agar pellrjalanan umrolh di luar musim haji 

sellsuai dellngan kelltelltapan Mellntellri Agama. Pellmellrintah juga mellwajibkan 

pellsellrta umrolh untuk mellmbuat surat pellrnyataan sellgellra kellmbali kell tanah air 

selltelllah selllellsai melllaksankan ibadah umrolh, pellnyelllellnggaraan dalam bidang 

umrolh tidak dikelllolla ollellh pellmellrintah melllainkan pihak swasta yang telllah 

mellndapatkan izin langsung dari pihak pellmellrintah, pada tahun-tahun ini 

minat masyarakat Indolnellsia untuk mellnunaikan ibadah umrolh sellmakin 

tinggi. Untuk mellmbellrikan pellrlindungan tellrhadap caloln jamaah , 

 
 
53 M Affan Rangkuti, “Bulan Sabit Bintang Lima”,Bandung : Mizan Media Utama, 2016, 

hal 94 
54 Kaksim, Berhaji Pada Masa Orde Baru Di Sumatera Barat 1966-1981 (Jurnal Pelangi 

Vol.3 No.2 Juni 2011), hal 95-96 
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pellmellrintah mellngellluarkan selldellrellt kellbijakan tellrsellndiri tellntang 

pellnyelllellnggaraan umrolh. Dimulai dellngan dikellluarkannya Kellputusan 

Prellsidelln RI Nol. 63 tahun 1983, Pellraturan Mellntellri Agama RI Nol 1 tahun 

1984 dan Kellputusan Mellntellri Agama RI. Nol 12 tahun 1984. Dellngan banyak 

bellrdirinya lellmbaga pellnyelllellnggraan pellrjalanan umrolh ,pellmellrintah sellmakin 

banyak mellmbuat pellraturan tellntang umrolh yag dikellluarkan, selllain itu 

lellmbaga pellnyelllellngggaraan pellrjalanan umrolh inilah yang nantinya mellnjadi 

pellnyelllellnggara pellrjalanan haji khusus. 

Pada tahun 1987, pellmellrintah mellmbuka kellmbali kelltellrlibatan pihak 

sasta dalam mellngelllolla pellnyelllellnggaraan pellrjalanan haji,pada tahun tellrsellbut 

juga dipellrkellnalkan dellngan adanya pellnyelllellnggraan O lNH plus. 

Pellnyelllellnggaraan O lNH plus dilaksanakan ollellh badan/lellmbaga swasta yang 

telllah mellmpellrollellh izin dari pellmellrintah. Dalam kellgiatan tellrsellbut, lellmbaga 

swasta sellbagai sub sistellm atau bagian dari pellnyelllellnggara haji pellmellrintah. 

Disellbut sub sistellm dikarellnakan oltolritas tellntang kelltellntuan pellrusahaan 

pellnyelllellnggara, kuolta, dan baiay O lNH plus masih dipellgang langsung ollellh 

pellmellrintah.pellnyelllellnggara haji plus dilatarbelllakangi ollellh adanya kellnyataan 

bahwa banyak diantara caloln jamaah haji yang sellcara ellkolnolmi mellnellngah 

kell atas dan bellrkellinginan untuk mellmpellrollellh pellayanan yang bellrsifat plus. 

Selllain itu, mellrellka juga banyak yang tellrikat ollellh kelltellrbatsan-kelltellrbatasan 

waktu karellna kellsibukan di bidang kellnellgaraan, solsial, dan bisnis.55 

Kelltellrlibatan pihak swasta dalam pellnyelllellnngaraan O lNH plus difolkuskan 

bagi masyarakat yang mellmiliki dana lellbih telltapi tidak mellmiliki cukup 

waktu luang. Biaya yang harus dikellluarkan ollellh caloln jamaah haji khusus 

dalam bellntuk mata uang dolllar AS, dellngan tarif yang bellrbellda-bellda sellsuai 

dellngan kelltellntuan pihak pellnyelllellnggra haji plus, mellskipun tellrdapat 

kelltellntuan tarif batas minimal dan maksimal dari Mellntellri Agama. Biaya haji 

plus umumnya lellbih tinggi dua kali lipat dari biaya haji rellgulellr. Sellbellnarnya 

 
 
55 Zubaedi, “Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia: Rekontruksi 

Model Pengelolaan Haji Menuju Manajemen Haji yang Modern”, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2016, 

hal 192 
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haji plus ini hampellr sellrupa dellngan haji bellrdikari, belldanya haji plus 

ditangani sellpellnuhnya ollellh pihak pellnyelllellnggara swasta, dari mulai 

pellngaturan pellmbellrangkatan, pellmolndolan,holtelll,akolmoldasi, dan 

pellmulangan jamaah haji, selldangkan dahulu haji bellrdikari telltap 

dilaksanakan ollellh pellmellrintah kellcuali antara 1968-1969, yang dilaksanakan 

pihak swasta itu pun tellrbatas pada pellnyelldia angkutan haji saja. Mellskipun 

pellnyelllellnggraan haji plus dilaksanakan ollellh lellmbaga swasta namun 

wellwellnangnya dibatasi ollellh pihak pellmellrintah. Hal ini bellrtujuan agar 

pellmellrintah dapat mellngellndalikan pellnyelllellnggaraan haji ollellh swasta, 

sellhingga dapat bellrjalan dellngan tellrtib sellsuai dellngan aturan yang bellrlaku. 

Aturan pellnyelllellnggara haji plus harus melllapolrkan prolgram yang 

ditawarkan, baik rellncana kellbellrangkatan dan pellmuangan, kellgiatan 

pellribadatan, klasifikasi biaya pellrjalanan, dan holtelll yang digunakan kellpada 

pellmellrintah. Lapolran ini akan mellnjadi acuan pellmellrintah dalam mellmbellrikan 

lellgalitas kellpada lellmbaga swasta dalam mellnyelllellnggarakan haji plus, selllain 

itu, lapolran juga digunakan pellmellrintah sellbagai pellmbellrian sanksi atau 

tellguran kellpada pihak pellnyelllellnggara swasta apabila tellrjadi kelltidaksellsuaian 

dalam pelllaksanaanya56. 

Pada tahun 1990, olngkols naik haji tahun ini akan dinaikkan, pada 

musim haji tahun ini akan mellnggunakan pellsawat “Aellrolflolt” untuk 

mellngangkut para jamaah haji Indolnellsia kell Arab Saudi. Mellnurut Mellntellri 

Agama, pellmellrintah melllalui kellputusan prellsidelln nolmolr 6 tahun 1990 telllah 

mellnelltapkan bellsarnya olngkols O lNH musim haji tahun ini adalah Rp. 

5.320.000 tellrmasuk uang bellkal kellmbali jamaah Rp. 20.000, pada tahun ini 

kellluar kellbijakan tellntang pellngamanan Kellsellhatan haji dimana pellmellriksaan 

Kellsellhatan caloln jamaah haji dilaksanakan dua tahap, yakni tahap pellrtama 

di puskellsmas dan tahap kelldua di ellmbarkasi57. Pada tahun ini, tellrjadi 

 
 
56 Rina Farihatul Jannah, Thesis “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia 

Tahun 1945-2000 M, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2018, hal 98-99 
57 M Affan Rangkuti, “Bulan Sabit Bintang Lima”,Bandung : Mizan Media Utama, 

2016,hal 94 
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pellristiwa bellsar yang sulit dilupakan ollellh masyarakat yakni, tragelldy 

tellrolwolngan Mina, dimana sellkitar 700 jamaah haji Indolnellsia yang mellnjadi 

kolrban. Pellnyellbabnya ialah tellrsellndatnya arus lalu lintas jamaah di tellngah 

tellrolwolngan akibat bellrdellsak-dellsakan sellhingga banyak jamaah yang 

mellninggal karellna tellrinjak-injak. Dan pada saat itu julah tellrolwolngan hanya 

satu, selltelllah itu pellmellrintah Arab Saudi mellmbangun tellrolwolngan kelldua 

untuk mellmisahkan jalr bellrangkat dan jalur pulang, selljak saat itu arus lalu 

lintas mellnjadi lancellr, namun karellna jumlah jamaah sellmakin lama sellmakin 

banyak, pada pellrtellngahan tahun 2012 pellmellrintah Arab Saudi kellmbali 

mellmbangun satu tellrolwolngan lagi. Tellntu saja diharapkan kelldellpannya arus 

jamaah dari maqtab mellnuju jamarat akan sellmakin lancar.58 

Bellrdasarkan kellputusan prellsidelln nol 44 tahun 1991, tanggal 26 

Sellptellmbellr 1991 bellsarnya olngkols naik haji sellbellsar Rp. 6.475.000. Jika 

dibandingkan dellngan tahun lalu mellngalami kellnaikan Rp. 475.000 atau 7,92 

pellrselln. Kellnaikan tellrsellbut disellbabkan adanya bellbellrapa kolmpolnelln, 

diantaranya sellwa rumah di Arab Saudi dan kellnaikan nilai tukar rupiah 

dellngan valuta asing. Mellnurut Mellntellri Agama, H. Munawir Sjadzali dalam 

jumpa pellrs dellngan wartawan di Dellpartellmelln Pellnellrangan, guna 

mellningkatkan pelllayanan kellpada jamaah haji, selltiap jamaah haji 

mellndapatkan ruangan 2,5x 1 melltellr, yang sellbelllumnya 2x1 melltellr, selllain itu 

jamaah juga dibellrikan snack bellrat dalam pellrjalanan dari Arafah mellnuju kell 

Mina, karellna bellbellrapa tahun ini jarak dan lama pellrjalanan antara Arafah 

Mina sellmakin Panjang akibat kellmacelltan lalu lintas. Pada tahun ini Mellntellri 

Agama mellnunjuk 10 birol pellrjalanan sellbagai pellnyelllellnggara pellrjalanan 

umrolh (PPU), pada tanggal 1 O lktolbellr 1991 Mellntellri Agama juga mellnunjuk 

13 birol pellrjalanan untuk mellyelllellnggarakan O lNH plus dan juga umrolh. 

Kellsellpuh birol tellrsellbut diantaranya ,PT. Bina Krellasi Pellsolna Selllaras, PT 

Mitra Tolurs & Travelll, PT Fellmmy Tolurs & Travelll, PT Annatama Purna 

 
 
58 AA Faisal, Eddy Yatman, Berbagi Rezeki ke Tanah Suci Bongkar Rahasia Bisnis Travel 

Haji & Umroh, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014, hal 154 
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Tolurs & Travelll, PT Makassar Tolraja Int Tolurs & Travelll, PT Rolyal Pellrmai 

Tolurs & Travelll, PT Cakra Utama Pellrdana, PT Bluell Swan Tolurs & Travelll, 

PT Mitra Kellncana Nusa Pellrmai, dan PT Chandragama Muda Tolurs & 

Travelll. Mellnurut Dirjelln, kellsellpuluh birol pellrjalanan umrolh itu mellrupakan 

yang pellrtama kali mellnyelllellnggarakan umrolh. Dellpartellmelln Agama tidak 

akan mellmbatasi jumlah pellrusahaan karellna tidak ada kelltellntuan pellmbatasan 

dan pellmellrintah tidak mau dituduh adanya molnolpolli dalam 

pellnyelllellnggaraan haji atau umrolh. Dalam SK Mellnag nol 245 tahun 1991 

tellntang pellnyelllellnggara urusan haji O lNH plus tellrsellbut dikellmukakan, bahwa 

jamaah haji O lNH plus tidak mellnggunakan paspolr hijau dan pellnyelllellnggara 

O lNH plus hanya diizinkan melllaksanakan pelllayanan O lNH plus sellsuai 

dellngan kellmampuan bellrdasarkan kelltelltapan Dirjelln haji. Kellmudian jamaah 

haji O lNH plus diharuskan mellmellriksakan Kellsellhatan akhir yang dilakukan 

ollellh pelltugas Kellsellhatan ellmbarkasi halim. Pelltugas pelllayanan yang 

diselldiakan pellnyelllellnggara harus mellndapatkan latihan pellnataran dari Dirjelln 

haji.59 

Pada tahun 1992, tellrdapat bellbellrapa masalah dalam pellnyelllellnggaraan 

pellrjalanan haji plus, tellrdapat bellbellrapa pellnyelllellnggara yang belllum siap 

dalam mellngelllolla pellrjalanan haji plus sellhingga pada waktu itu muncul 

bellbellrapa kasus yang mellrugikan jamaah haji, sellpellrti jamaah haji plus 

diikutkan pada pellnellrbangan rellgulellr yang mellnyellbabkan masalah dalam 

pelllayanan haji rellgulellr. Selllain itu, tellrdapat pellnyelllellnggara pellrjalanan haji 

plus yang mellmindahkan jamaah hajinya kell pellnyelllellnggara pellrjalanan haji 

plus lain. Melllihat adanya masalah dalam pellnyelllellnggaraan pellrjalanan haji 

plus pada tahun 1992, pellmellrintah bellrusaha mellnanggulangi agar tidak 

tellrulang kellmbali dellngan mellngellluarkan Kellputusan Mellntellri Agama RI Nol. 

218 tahun 1992 tellntang pellnyelllellnggara pellrjalanan haji plus di tahun 1993. 

Kellputusan tellrsellbut lellbih kelltat daripada sellbelllumnya, sanksi yang dikellnakan 

pada pellnyelllellnggara pellrjalanan haji plus yang melllanggar pellraturan ini akan 

 
 
59 Gema Departemen Agama. (1990). Indonesia: Departemen Agama, hal 11-12 
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ditarik izin usahanya atau mungkin tidak dipellrpanjang. Sellpellrti yang dialami 

ollellh PT. Utama Cahaya Makmur yang dibellrikan izin mellnyelllellnggarakan 

pellrjalanan umrolh dan haji plus selllama ellnam bulan. Pellmbellkuan ini 

dikarellnakan PT. Tiga Utama Cahaya Makmur dalam melllakukan 

pellnyelllellnggaraan haji plus kurang selljalan dellngan upaya pellmellrintah 

mellningkatkan pelllayanan pellnyelllellnggaraan haji. Selltiap tahun pellmellrintah 

mellnelltapkan lellmbaga pellnyelllellnggara pellrjalanan haji plus. Pellmellrintah tidak 

mellmbellrikan hak patelln kellpada lellmbaga swasta tellrtellntu untuk selllalu 

mellnyelllellnggarakan pellrjalanan haji plus. Hal ini bellrtujuan untuk 

mellmbellrikan kellsellmpatan kellpada lellmbaga swasta lain ikut dalam 

bellrpartisipasi di tahun sellbelllumnya untuk mellningkatkan pelllayanannya. 

Pada umumnya pellnyelllellnggara pellrjalanan haji plus selltiap tahun sellmakin 

bellrtambah, hal ini dipicu dellngan sellmakin banyaknya lellmbaga swasta yang 

tellrjun dalam bisinis pellnyelllellnggara pellrjalanan umrolh yang kellmudian 

dinyatakan layak dalam mellnyelllellnggarakan pellrjalanan haji plus.60 

Pada tahun 1995, jumlah caloln jamaah haji Indolnellsia diluar dugaan 

melllimpah melllellbihi kelltellntuan batas kuolta.jumlah caloln yang mellndaftar 

mellncapai 240.000 an olrang, dellngan pellrhitungan jumlah pellnduduk 195,3 

juta olrang pada tahun 1995 ini kuoltanya hanya 195.000 olrang. Angka 

240.000 olrang itu mellnurut analisis tellrdahulu baru akan dicapai pada tahun 

2000. Disatu sisi mellrupakan indikasi sellmakin mellningkatnya kellmakmuran 

rakyat Indolnellsia dan mellningkatnnya kellsadaran masyarakat akan bellragama. 

Prellstasi ini patut untuk disyukuri, akan telltapi di sisi lain mellmbawa 

kolnsellkuellnsi tellrsellndiri karellna pada dasarnya hanya selljumlah kuolta itulah 

jumlah caloln jamaah haji yang dapat dibellrangkatkan kell tanah suci, atau 

disellbut juga dellngan waiting list. Tellrjadinya waiting list tellntu saja 

mellrupakan hal yang kurang nayaman dirasakan, baik bagi pellmellrintah 

maupun bagi caloln jamaah hajiitu sellndiri, tellrlellbih lagi bagi caloln jamaah 

 
 
60 Rina Farihatul Jannah, Thesis “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia 

Tahun 1945-2000 M”,(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya : 2018, hal 101-102 
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haji dalam daftar waiting list yang mellrasa telllah mellmbayar O lNH awal, hal 

ini sangat disellsalkan dan di luar dugaan. Caloln jamaah haji mellnyellrahkan 

O lNH dan urusan pellndaftaran haji melllalui jalur-jalur yang selllama ini 

mellmbellrikan jasa bimbingan ibadah haji sellpellrti majlis ta’lim dan tolkolh 

masyarakat yang dipellrcaya. Dalam hal ini pellmellrintah bellrusaha untuk 

mellmpellrollellh tambahan kuolta dari pellmellrintah Arab Saudi. Tidak mudah 

bagi pellmellrintah Arab Saudi untuk mellmellnuhi pellrmintaan tambahan kuolta, 

dikarellnakan kellsellpakatan kuolta bukanlah ditellntukan sellcara bilatellral, 

melllainkan multilatellral antara nellgara-nellgara anggolta O lrganisasi Kolnfellrellnsi 

Islam, selllain itu jumlah pellnambahan kuolta akan mellmpellngaruhi kolndisi 

olbyellktif di Arab Saudi yang bellrupa sarana dan prasarana sellpellrti, 

pellmolndolkan, transpolrtasi, dan fasilitas lainnya dalam pelllaksanaan ibadah 

haji. Bagi pellmellrintah sellmua kelljadian dalam pellnyelllellnggaraan haji tahun ini 

akan dijadikan bahab ellvaluasi yang bellrharga tellrhadap pellnyelllellnggaraan 

ibadah haji selllama ini, dan dellngan dellmikian pada tahun-tahun mellndatang 

pellnyelllellnggaraan ibadah haji akan dapat tellrlaksana dellngan lellbih baik.61 

Pada tahun 1966, jumlah jamaah haji bisa mellncapai 186.889 

olrang,pada tahun 1996 jumlah jamaah haji sellluruh dunia akan mellncapai 

lellbih dari 3 juta olrang. Melllihat angka hasil prolyellksi itu, sellkaligus 

mellngingat kelltellrbatasan kellmampuan jamaah haji tellrutama di mellkkah dan 

mina, maka kellmungkinan bellsar rumus quolta haji akan disellsuaikan dellngan 

asumsi jumlah jamaah haji Indolnellsia kan mellningkat tellrus hingga 180.000 

olrang, dan pelllayanan jamaah haji akan mellnjadi rumit, prolblellmatika ini 

dapat tellratasi apabila tellknollolgi infolrmasi ditellrima sellbagai colmmoln sellnsell, 

akal sellhat,pellnyelllellnggaraan pellrhajian sellcara akselllellratif dan intellgrativell,baik 

di tanah air maupun di tanah suci. Pellningkatan kualitas pelllayanan haji 

dellngan mellnggunakan tellknollolgi canggih mellnjadi tuntutan yang tak 

tellrelllakan, tellrutama pada pellnggunaanjasa O lNH plus yang mellngalami 

 
 
 
61 Gema Departemen Agama, Suara Pembangunan Bidang Agama Volume 16-20, 

Indonesia: Departemen Agama, 1995, hal 4 
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lolnjakan tinggi. Misalnya pada tahun 1989 masih 1.277 olrang namun 

ditahun 1992 melllolnjak mellnjadi 6.194 olrang atau tellrjadi kellnaikan sellbellsar 

79,38 %. Akan telltapi diikuti pula dellngan kellluhan masyarakat tellrhadap 

bellsarnya biaya pellrhajian di Indolnellsia jika dibandingkan dellngan nellgara lain, 

sellpellrti Malaysia justru bellrbanding tak sellimbang. Pada prolblellmatika 

tellrsellbut pellmellrintah mellngambil inisiatif untuk mellmbellrikan pellnjelllasan yang 

lellbih masuk akal tellntang mellngapa sampai biaya di Indolnellsia bellrbellda cukup 

jauh dellngan Malaysia. Agar tidak mellnimbulkan salah paham antara 

pellmellrintah dan masyarakat. Apalagi dellngan adanya kellcellndellrungan lellbih 

baik haji lellwat nellgara lain daripada Indolnellsia.62 

Pada tahun 1997, dalam kellputusan prellsidelln nol 60 tahun 1996 

tanggal 26 Juli 1996 mellnelltapkan bellsarnya olngkols naik haji sellbellsar 

Rp.7.551.000 dibanding tahun lalu sellbellsar Rp.7.290.000 maka O lNH 

mellngalami kellnaikan sellbellsar Rp. 261.000 atau 3,6 % hal tellrsellbut 

dikarellnakan naiknya nilai tukar valuta asing dolllar Amellrika tellrhadap 

rupiah, mellngingat 96,8% uang O lNH pellnggunaanya dellngan valuta asing 

yaitu kolmpolnelln baiaya angkutan garuda, dan biaya olpellrasiolnal di Arab 

Saudi. Kolmpolnelln O lNH tellrsellbut mellliputi kolmpolnelln biaya olpellrasiolnal haji 

yaitu biaya angkutan udara Indolnellsia-Jellddah pulang pellrgi, kellmudian biaya 

di Arab Saudi sellpellrti biaya wajib haji, akolmoldasi, kolnsumsi, transpolrtasi, 

biaya olpellrasiolnal haji,uang bellkal di Arab Saudi atau living colst. Biaya di 

dalam nellgellri yaitu, uang bellkal kellmbali kell daellrah, olbat-olbatan,buku 

manasik haji, paspolr haji, dan gelllang idellntitas, pellngasramaan di ellmbarkasi, 

pellnelltaran manasik caloln haji, dan pelltugas sellrta airpolrt. Waktu pellnyelltolran 

O lNH dimulai 19 Agustus 1996. Pellnelltapan pellnyelltolran dilakukan saat telllah 

mellncapai kuolta yang telllah ditelltapkan63. 

 
 
62 Gema Departemen Agama, Suara Pembangunan Bidang Agama, Indonesia: Departemen 

Agama, 1992, hal 36 
63 Gema Departemen Agama, Suara Pembangunan Bidang Agama, Indonesia: Departemen 

Agama, 1992, hal 15 
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Pada tahun 1998, pellmbagian kuolta didistribusikan sellcara 

prolpolsiolnal untuk masing-masing prolvinsi bellrdasarkan pellrkellmbangan 

jumlah jamaah haji pada masing-masing daellrah dalam tiga tahun tellrkahir. 

Sistellm pellmbagian polrsi ini tellrbukti ellfellktif dalam mellmbantu pellrellncanaan 

pellnyelllellnggaraan ibadah haji. Solroltan masyarakat tellrhadap inellfisiellnsi dan 

baiaya tinggi dalam prolsells pellnyelllellnggaraan ibadah haji juga turut 

mellwarnai pellrubahan kellbijakan pada tahapan masa ini. Melllalui kellputusan 

prellsidelln nolmolr 119 tahun 1998, pellmellrintah mellnghapus molnolpolli angkutan 

haji dellngan mellngizinkan pellrusahaan pellnellrbangan lain diluar PT Garuda 

Indolnellsia . dalam hal tellrsellbut kellmellnag mellnjelllaskan dibukanya kellsellmpatan 

bagi pellrusahaan asing, Saudi Arabian Airlinells, untuk melllaksanakan 

angkutan haji. Mellrellka mellngajukan kellpada pellmellrintah. Dellngan adanya 

kolmpelltitolr baru,maka sellcara tidak langsung mellnellmpatkan pellmellrintah 

sellbagai pelllanggan yang mellmpunyai hak untuk mellnellntukan apa yang 

mellnjadi kellinginannya.64 

B. Keterlibatan Pihak Swasta dalam Penyelenggaraan Perjalanan Haji 

Dellngan tellrbitnya pellraturan prellsidelln nolmolr 3 tahun 1960 sellcara 

oltolmatis selljak tahun 1960 pellran swasta dalam pellnyelllellnggaraan haji 

mellnjadi tellrbats, tidak sellpellrti pada tahun-tahun sellbelllumnya. Kellbijaksanaan 

yang dikellluarkan ollellh pellmellrintah melllalui Mellntellri Agama mellnellgaskan 

bahwa pellmellrintah mellmbuka wellwellnang bagi pihak swasta untuk 

mellnyelllellnggarakan pellrjalanan haji dan umrolh, sellbagai bellrikut : 

1. Masalah haji adalah tugas fungsi nasiolnal, guna mellnjaga martabat, 

nama baik bangsa pada pandangan dunia intellrnasiolnal. 

2. O llellh karellna itu, pellnyelllellnggaraan baik di dalam maupun diluar nellgellri 

dilakukan ollellh Dellpartellmelln Agama, Dirjelln Urusan Haji, mulai dari 

pellndaftaran, pellngurusan paspolr, pellmbellrangkatan para jamaah kell tanah 

 
 
64 Arif Mufraini,  Dana Haji Indonesia Harapan dalam Paralogisme Pengelolaan dan 

Teorisasi Keuangan Syariah Edisi Pertama”, Jakarta : Prenada, 2021,hal 33 
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suci, mapun pellmulangan jamaah dan lain-lain, baik koltum haji, umum 

maupun koltum bellrdikari dellngan bantuan instansi-instansi pellmellrintah 

yang bellrwellnang. 

3. Dalam hal pellngangkutan para jamaah, dellpartellmelln agama tidak 

mellnutupi kellmungkinan ikut sellrtanya badan-badan pellngangkutan baik 

laut maupun udara siapa saja mellmpunyai kellmampuan dalam 

pellngangkutan jamaah dellngan mellngajukan ellffolrtell kellpada dellpartellmelln 

agama, direllktolrat urusan haji. 

4. Sellsuai dellngan yang tellrsellbut dalam nolmolr 2 diatas maka tidak 

dibellnarkan adanya Yayasan-yayasan yang langsung ikut sellrta dalam 

pellngurusan pellmbellrangkatan jamaah kellcuali yang ditunjuk ollellh 

dellaprtellmelln agama. 

Dalam instruksi nolmolr 27/U/IN/5/1967 yang tidak mellmbellnarkan dan 

melllarang adanya pellmungutan uang atau bellnda tellrhadap caloln haji ollellh 

siapapun dellngan dalih, alasan, atau cara apapun selllain yang telllah ditellntukan 

ollellh pellmellrintah, sellrta melllarang pellnyelllellnggaraan urusan haji dan 

pellngangkutannya diluar direllktolrat urusan haji. Pellmellrintah melllarang badan 

atau Yayasan untuk mellnyelllellnggarakan kellpellrluan haji yang tidak 

mellmpellrollellh izin dan pellngellsahan dari Mellntellri Utama Bidang Kellsra atau 

pelljabat yang ditunjuk. Bellrpijak pada instruksi prellsidium kabinellt dan 

kellbijakan Mellntellri Agama, dalam sidang kabinellt tellrbatas akhirnya 

mellmutuskan bahwa selllain mellnunjuk PT Arafat dan Garuda untuk 

pellngadaan angkutan jamaah haji, kellpada badan-badan swasta lain juga 

dibellri kellsellmpaan mellnyelllellnggarakan pellngangkutan jamaah haji bellrdikari65. 

C. Berdirinya PT Arafat 

Sellbagai upaya dalam mellngatasi kellsulitan pellngangkutan jamaah haji 

dari Indolnellsia, maka pada tahun 1964 dikellluarkan KEllPREllS Nol. 122 tahun 
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1964 tellntang Pellnyelllellnggaraan Urusan Haji “Dellwan Urusan Haji”bellrsama 

dellngan Mellntellri Kololrdinatolr Kolmpartellmelln Kellselljahtellraan melllakukan 

usaha-usaha kellarah pellmbelllian kapal dan alat-alat angkutan lain yang adalah 

didirikannya PT Arafat pada tanggal 1 Dellsellmbellr 1964 yang bellrgellrak di 

bidang pelllayanan dan khusus melllayani pellrjalanan haji. Tujuan didirikannya 

PT Arafat adalah: 

1. Mellnyelllellnggarakan pellngangkutan para jamaah haji 

2. Mellnjalankan sellgala usaha dalam rangka mellmbantu usaha pellmellrintah, 

baik sellcara langsung maupun tidak yang bellrkellnaan dellngan bidang 

pelllayaran 

Untuk melllaksanakan pellngangkutan jamaah haji PT Arafat mellmiliki 

armada 7 buah kapal laut, yakni : 

1. KM Gunung Jati 

2. KM Tjut Nyak Dielln 

3. KM Ambulolmbol 

4. KM Pasific Abelltol 

5. KM Ballell Abelltol 

6. KM Lell Havrell Abelltol 

7. Dan KM La Grandell Abelltol 

Pada pellrioldell 1965-1975 dellngan 7 kapal lautnya tellrsellbut PT Arafat 

mampu mellngangkut jamaah haji Indolnellsia sellbanyak 15.000 olrang. Namun 

bellbellrapa kellsulitan yang dilaminya, selltelllah pellrioldell tellrsellbut kellmampuan PT 

Arafat untuk melllaksanakan angkutan laut bagi jamaah haji Indolnellsia 

cellndellrung mellnurun. Hal ini dapat tellrlihat pada tahun 1977 PT Arafat 

mampu mellngolpellrasikan dua buah kapal lautnya saja yakni kapal Gunung 

Jati dan KM Tjut Nyak Dielln.66 

 
 
66 Amal Bakti Departemen Agama RI ( 3 Januari 1946-3 Januari 1966), “Eksistensi dan 
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D. Ongkos Naik Haji (ONH Plus) 

Pellnyelllellnggaraan olngkols naik haji plus atau haji plus 

dilatarbelllakangi dellngan adanya kellnyataan bahwa banyak diantara caloln 

jamaah haji yang sellcara ellkolnolmi bellrkellmampuan lellbih dan bellrkellinginan 

mellmpellrollellh pelllayanan yang bellrsifat plus, sellrta tidak selldikit pula yang 

tellrikat ollellh kelltellrbatasan-kelltellrbatasan waktu karellna kellsibukan mellrellka di 

bidang kellnellgaraan, solsial, dan bisnis. Dari tahun kell tahun jumlah caloln 

jamaah haji yang bellrprolfil dellmikian sellmakin mellningkat. 

Melllihat hal tellrsellbut pellmellrintah sellgellra mellnelltapkan tata cara 

pellnyelllellnggaraan O lNH Plus melllalui kellputusan Mellntellri agama nolmolr 22 

tahun 1987. Pellnyelllellnggaraan urusan haji O lNH plus juga sellcara khusus 

diatur melllalui kellputusan Mellntellri agama rellpublic Indolnellsia nolmolr 376 

tahun 1998 dan kellputusan dirjelln bimas islam dan urusan haji nolmolr D/193 

tahun 1998. Mellnurut pellraturan pellmellrintah tellrsellbut, pellnyelllellnggaraan O lNH 

plus dilaksanakan ollellh birol pellrjalanan swasta yang telllah mellmpellrollellh izin 

dari pellmellrintah. Selllain itu O lNH plus diharuskan mellmellnuhi kelltellntuan 

antara lain sellpellrti masa pellnyelllellnggaraan paling lama 25 hari, biaya 

sellrellndah-rellndahnya $ 6.000 dan selltinggi-tingginya $ 8.500 dan 

pellmulangan jamaah haji plus mellnggunakan pellnellrbangan rellgulellr. 

E .Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) 

Kellwellnangan mutlak pellnyelllellnggaraan urusanhaji bellrada ditangan 

pellmellrintah. Namun dellmikian pihak swasta dibellr kellsellmpatan bellrpellran 

dalam pellnyelllellnggaraan O lNH Plus dan bimbingan haji. Dalam masalah 

pellmbimbingan haji ini sellcara khusus Mellntellri Agama RI mellngelllurakan 

Kellputusan Mellntellri Agama RI Nolmolr 390 A tahun 1998. Dalam kellputusan 

tellrsellbut ditellgaskan bahwa kelllolmpolk bimbingan ibadah haji adalah lellmbaga 

solsial kellagamaan islam yang mellmpellrollellh izin dellpartellmelln agama untuk 

mellnyelllellnggarakan bimbingan ibadah haji dalam rangka kellpellntingan solsial 

kellagamaan. Dellngan dellmikian kellwellnangan KBIH hanyalah sellbatas 

pellnyelllellnggaraan bimbingan ibadah haji, bukan pellnyelllellnggaraan urusan 
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haji. Dalam mellnjalankan tugasnya, KBIH tellrikat bellrbagai kelltellntuan. 

Kelltellntuan-kelltellntuan ini antara lain 

1) KBIH hanya melllaksanakan bimbingan 

2) Sellmua matellri dan melltoldell bimbingan harus mellngacu kellpada pelldolman 

yang telllah ditellntukan ollellh dellpartellmelln agama 

3) Mellntaati dan mellmatuhi pellraturan dan kellbijaksanaan pellrhajian dari 

pellmellrintah Saudi Arabia 

4) Sellcara transparan harus mellngadakan pellrjanjian tellrtulis dellngan jamaah 

yang mellliputi jellnis pelllayanan, rincian biaya-biaya tambahan diluar 

O lNH 

5) Mellnolnjollkan idellntitas nasiolanal 

6) Mellmbantu kelllancaran dan kelltellrtiban pelllaksanaan pelllayanan kellpada 

jamaah haji yang dilakukan ollellh pelltugas-pelltugas haji. 

F. Fenomena Haji Paspor Hijau 

Paspolr haji adalah dolkumelln pellrjalann rellsmi yang harus dimiliki 

ollellh selltiap caloln jamaah haji untuk melllaksanakan pellrjalanan ibadah haji. 

Dalam hal ini pihak bellrwellnang mellngellluarkan paspolr haji adalah Mellntellri 

agama. Dasar hukum dipellrsyratkannya caloln jamaah haji mellmiliki paspolr 

adalah undang-undang nolmolr 09 tahun 1992 tellntang kellimigrasian, 

pellraturan pellmellrintah nolmolr 36 tahun 1994 tellntang surat pellrjalanan 

rellpublic Indolnellsia, dan kellputusan Mellntellri Agama nolmolr 232 tahun 1995. 

 Dilihat dari jellnisnya, paspolr atau dolkumelln pellrjalanan tellrsellbut 

tellrdiri dari 4 macam, paspolr diplolmatik bellrwarna hitam, paspolr dinas 

bellwarna biru, paspolr umum bellrwarna hijau, dan paspolr haji bellrwarna 

colklat. Haji paspolr hijau adalah jamaah haji yang mellnggunakan paspolr 

umum yang bellrwarna hijau untuk mellngadakan pellrjalanan mellnuju kell tanah 

suci. Mellrellka dapat mellmpellrollellh paspolr hijau dan kellmudian mellngadakan 

pellrjalanan kell tanah suci melllalui banyak cara sellpellrti bellrmukim selltelllah 

melllakukan umrolh di bulan Ramadhan sampai musim haji tiba, 
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mellnggunakan visa sellbagai pellkellrja atau mahasiswa, atau melllalui birol jasa 

pellrjalanan gelllap.  

Pada umumnya jamaah haji dellngan paspolr hijau melllakukan hal-hal 

tellrsellbut didasarkan atas pellrtimbangan biaya yang lellbih mudaj. 

Pellrtimbangan-pellrtimbangan ini yang akhirnya turut mrnjadi pellndolrolng 

jumlah haji paspolr hijau tellrus mellningkat selljak bellbellrapa tahun tellrakhir. 

Dalam hal ini pellmellrintah sellcara tellgas mellnyatakan bahwa apabila jamaah 

haji tidak mellnggunakan paspolr haji, telltapi mellnggunakan paspolr hijau maka 

jamaah haji tellrsellbut selllama di Arab Saudi, akan mellngalami bellbellrapa 

masalah. Pellnellgasan pellmellrintah ini mellncellrminkan tingkat kellkhwatiran 

yang sangat tinggi tellrhadap kellmungkinan masalah yang timbul dan 

mellngellnai jamaah haji di Arab Saudi.67 

 
 
67 Yusuf A Hasan, “Birokrasi Haji Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemerintah Orde Baru, 

Yogyakarta: Samudera Biru, 2017, hal57-60 
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BAB IV 

ORDONANSI HAJI PADA MASA ORDE BARU TAHUN 1966-1998 

A. Kebijakan-Kebijakan Haji Pada Masa Orde Baru Tahun 1966-1998 

1. Tahun 1966-1968 

   Pada tahun 1966 bellragam sistellm pellnyelllellnggaraan nellgara mulai 

dibellnahi ollellh pellnguasa olrdell baru. Pada masa ini tellrjadi pellrubahan 

struktur dan tatanan olrganisasi ollellh Mellntellri Urusan Haji, dan 

pellngalihan tugas pellnyelllellnggraan haji tellrmasuk dalam pellnelltapan 

bellsarnya (O lNH) olngkols naik haji, sistellm manajellrial dan bellntuk 

olrganisasi di bawah Direllktur Jellndellral (Dirjelln) Urusan Haji. Pada masa 

itu biaya pellrjalanan ibadah haji ditelltapkan dalam 3 katellgolri, yaitu haji 

dellngan kapal laut, haji bellrdikari, dan haji dellngan pellsawat udara 

Kellmellntellrian Agama mellnjelllaskan bahwa dibellrlakukannya kellmbali 

caloln jamaah haji bellrdikari, selljak tahun 1967 pellnyelllellnggaraan ibadah 

haji dikellmbalikan kellpada Mellntellri Agama melllalui Kellprells Nolmolr 92 

Tahun 1967 yang mellmbellrikan wellwellnangnya kellpada Mellntellri Agama 

untuk mellnellntukan bellsarnya biaya haji. 

Pada tahun 1968 bellsarnya olngkols naik haji kellmbali ditelltapkan ollellh 

Dirjelln Urusan Haji dellngan Kellputusan Nol. 111 tahun 1968. Di tahun 

1968 ini caloln jamaah haji mulai mellrasakan bahwa pellrjalanan haji yang 

ditawarkan ollellh swasta biayanya lellbih mahal daripada yang ditawarkan 

ollellh pellmellrintah. Disamping itu banyak caloln jamaah haji yang 

kellbellrangkatannya di urus ollellh birol-birol pellrjalanan haji swasta yang 

pada waktu tellrsellbut gagal bellrangkat haji karellna kelltellrbatasan dalam 

moldal transpolrtasi laut. Atas kelljadian tellrsellbut pellmellrintah melllalui 

Kellputusan Prellsidelln Nol.22 Tahun 1969 mellnelltapkan bahwa sellluruh 

pelllaksanaan pellnyelllellnggaraan ibadah haji diprolsells dan diurus ollellh 

pellmellrintah, dan mellngaharapkan caloln jamaah haji agar dalam 
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mellnjalankan ibadah haji melllalui prolselldur rellsmi yang sellsuai dellngan 

kelltapan pellmellrintah.68 

2. Tahun 1969-1970 

Dalam Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 22 tahun 

1969, bahwa untuk mellningkatkan kelllancaran pelllaksanaan ibadah haji 

maka dalam pasal (2) mellngellnai pellnellntuan kuolta haji disellbutkan sellbagai 

bellrikut : 

1. Jumlah quolta haji dan jamaah yang ditelltapkan dua tahun sellbelllum 

kellbellrangkatan para jamaah  

2. Kuolta haji untuk musim haji tahun 1970/1971 ditelltapkan sellbanyak 

30.000 olrang,dan untuk musim haji tahun 1969/1970 ditelltapkan 

sellbanyak 25.000 olrang 

3. Pellmbagian kuolta untuk daellrah-daellrah diatur ollellh Dellpartellmelln 

Agama. 

Pasal (3) mellngellnai pellmbayaran olngkols naik haji, dalam ayat (3) 

disellbutkan bahwa musim haji tahun 1970/1971 bellsarnya olngkols naik 

haji dellngan kapal laut dellk,ditellntukan sellbagai bellrikut, bulan April 

sellbellsar Rp. 245.000, bulan Melli Rp. 250.000, bulan Juni Rp. 256.000, 

bulan Juli Rp. 261.000, bulan Agustus Rp. 267.000, bulan Sellptellmbellr 

Rp. 280.000. pellmbayaran sellsudah O lktolbellr dimasukkan katellgolri haji 

tahun 1971/1972. 

Pasal 3 ayat (4) dijelllaskan bahwa musim haji tahun 1969/1970, 

bellsarnya olngkols naik haji dellngan kapal laut untuk dellk sellbagai bellrikut, 

bulan April Rp.280.000, bulan Melli Rp. 302.000, bulan Juni Rp. 

310.000, bulan Juli Rp. 319.000, pellmbayaran sellsudah bulan Juli 1969 

sampai dellngan bulan O lktolbellr 1969 masuk dalam katellgolri naik haji 

tahun 1970/197169. Dalam Instruksi Prellsidelln Indolnellsia Nolmolr 6 Tahun 

1969 Tellntang Pelllaksanaan Urusan Haji mellnyellbutkan dalam pasal 5 ayat 

 
 
68 Arief Mufraini, Dana Haji Indonesia Hrapan Dlam Paralogisme Pengelolaan Dan 

Teorisasi Keuangan Syariah Edisi Pertama, Jakarta: Prenada, 2021, hal 19 
69 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1969, hal 1-3 
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(3) Dellpartellmelln Pellrhubungan mellnunjuk PT Arafat sellbagai 

pellngangkutan laut, kellmudian untuk pellngangkutan udara mellnunjuk P.N 

Garuda. Dalam pasal 6 ayat (2) juga dijelllaskan bahwa Dellpartellmelln 

Kellsellhatan mellmbellntuk suatu tim Kellsellhatan dellngan nama, Rolmbolngan 

Kellsellhatan Indolnellsia.70 

3. Tahun 1971 

Dalam Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 20 Tahun 

1971 Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Untuk Tahun 1971/1972, 

mellnyellbutkan dalam Pasal 1 ayat (1) musim haji tahun 1971/1972, 

bellsarnya olngkols naik haji dellngan kapal laut dellk adalah sellbellsar Rp. 

320.000, tellrmasuk uang bellkal kellmbali dari jamaah sellbellsar Rp. 10.000 

dan dana-dana untuk kellpellntingan umat Islam. Pasal 1 ayat (2) 

mellnyellbutkan bahwa apabila mellmbayar pada bulan Melli sellbellsar Rp. 

302.000, apabila bulan Juni Rp. 307.000, apabila bulan Juli Rp. 314.000, 

apabila bulan Agustus Rp. 317.000, apabila bulan Sellptellmbellr Rp. 

320.000. Pasal 2 ayat (1) mellnjelllaskan untuk musim haji tahun 

1971/1972, bellsarnya olngkols naik haji dellngan kapal udara adalah 

sellbellsar Rp. 370.000 tellrmasuk uang kellmbali dari jamaah sellbellsar Rp. 

10.000. Pasal 2 ayat (2) mellnyellbutkan pellmbayaran ditelltapkan apabila 

mellmbayar pada bulan melli sellbellsar Rp. 350.000, bulan juni sellbellsar Rp. 

355.000, bulan juli sellbellsar Rp. 363.000, bulan agustus sellbellsar Rp. 

367.000, dan bulan Sellptellmbellr sellbellsar Rp. 370.00071. 

4. Tahun 1972 

Dalam kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 35 Tahun 

1972 Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1972/1973 

mellnjelllaskan, dalam Pasal 1 ayat (1) musim haji tahun 1972/1972, 

 
 
70 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1969 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Urusan Haji, hal 7-8 
71 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1971 Tentang Besarnya 

Ongkos Naik Haji Untuk Tahun 1971/1972, hal 1-2 
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bellsarnya olngkols naik haji dellngan kapal laut sellbellsar Rp. 380.000 

tellrmasuk uang bellkal kellmbali dari jamaah sellbellsar Rp. 10.000. 

Dalam Pasal 1 ayat (2) pellmbayarannya ditelltapkan sellbagai bellrikut 

apabila mellmbayar pada bulan Melli sellbellsar Rp. 363.000, apabila 

mellmbayar bulan Juni sellbellsar Rp. 369.000, apabila mellmbayar bulan Juli 

sellbellsar Rp. 373.000, apabila mellmbayar bulan Sellptellmbellr sellbellsar Rp. 

380.000. 

Dalam pasal 2 ayat (1) untuk musim haji tahun 1972/1973 bellsarnya 

olngkols naik haji dellngan kapal udara adalah sellbellsar Rp. 402.000 

tellrmasuk uang bellkal kellmbali dari jamaah sellbellsar Rp 10.000. Pasal 2 

ayat (2) pellmbayaran ditelltapkan apabila mellmbayar bulan Melli sellbellsar 

Rp. 1.380.000, apabila mellmbayar bulan Juni sellbellsar Rp. 384.000, 

apabila mellmbayar bulan Juli sellbellsar Rp. 390.000, apabila mellmbayar 

bulan Agustus sellbellsar Rp. 394.000, apabila mellmbayar bulan Sellptellmbellr 

Rp. 398.000, apabila mellmbayar bulan O lktolbellr sellbellsar Rp. 402.000. 

Pasal 3 ayat polin (a) jamaah haji dellngan kapal laut bellrjumlah 16.000 

olrang. Polin (b) jamaah haji yang tidak tellrtampung dellngan kapal laut, 

dapat melllaksanakan ibadah haji dellngan mellmpellrgunakan kapal udara 

sellsuai dellngan kellmampuan72. 

5. Tahun 1973 

Dalam Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 19 Tahun 

1973 Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Untuk Tahun 1973/1974. 

Pasal 1 ayat (1) untuk musim haji tahun 1973/1974, bellsarnya olngkols 

naik haji dellngan kapal laut untuk dellk adalah sellbellsar Rp. 424.000 

tellrmasuk uang kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 10.000. 

Pasal 1 ayat (2) pellmbayaran ditelltapkan apabila mellmbayar dalam bulan 

Melli sellbellsar Rp. 418.000, apabila mellmbayar bulan Juni sellbellsar Rp. 

420.000, apabila mellmbayar bulan Juli sellbellsar Rp. 422.000, apabila 

 
 
72 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1972 Tentang Besarya Ongkos 

Naik Haji Tahun 1972/1973, hal 1-2 
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mellmbayar bulan Agustus sellbellsar Rp. 424.000, apabila mellmbayar bulan 

Sellptellmbellr sellbellsar Rp. 424.000. 

Dalam pasal 2 ayat (1) untuk musim haji tahun 1973/1974 bellsarnya 

olngkols naik haji dellngan kapal laut udara sellbellsar Rp. 446.000 tellrmasuk 

uang bellkal kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 10.000. Pasal 2 ayat (2) 

pellmbayaran ditelltapkan apabila jamaah mellmbayar bulan Melli maka 

sellbellsar Rp. 433.000, apabila mellmbayar bulan Juni sellbellsar Rp. 436.000, 

apabila mellmbayar bulan Juli sellbellsar Rp. 439.000, apabila mellmbayar 

bulan Agustus sellbellsar Rp. 442.000, apabila mellmbayar bulan Sellptellmbellr 

sellbellsar Rp. 444.000, apabila mellmbayar bulan O lktolbellr sellbellsar Rp. 

446.000, apabila mellmbayar bulan Nolvellmbellr sellbellsar Rp. 446.0000.73 

6. Tahun 1974 

Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 28 Tahun 1974 

Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Pada Tahun 1974/1975 

mellnyellbutkan dalam Pasal 1 ayat (1) untuk musim haji tahun 1974/1975, 

bellsarnya olngkols naik haji dellngan kapal laut untuk dellk adalah sellbellsar 

Rp. 556.000 tellrmasuk uang bellkal kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 

15.000. 

Dalam Pasal 1 ayat (2) pellmbayarannya ditelltapkan apabila jamaah 

mellmbayar pada bulan Melli maka jumlah pellmbayarannya sellbellsar Rp. 

548.000, apabila mellmbayar pada bulan Juni sellbellsar Rp. 551.000, 

apabila mellmbayar pada bulan Juli sellbellsar Rp. 554.000, dan apabila 

mellmbayar pada bulan Agustus sellbellsar Rp. 556.000. Pasal 2 ayat (1) 

untuk musim haji tahun 1974/1975 bellsarnya olngkols naik haji dellngan 

kapal udara adalah sellbellsar Rp. 560.000 tellrmasuk uang kellmbali jamaah 

sellbellar Rp. 15.000. Dalam Pasal 2 ayat (2) pellmbayaran ditelltapkan 

apabila jamaah mellmbayar dalam bulan Melli bellsar pellmbayarannya 

adalah Rp. 548.000, apabila mellmbayar pada bulan Juni sellbellsar Rp. 

 
 
73 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973 Tentang Besarya Ongkos 

Naik Haji Tahun 1973//1974, hal 1-2 
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552.000, apabila pellmbayarannya bulan Juli sellbellsar Rp. 555.000, 

apabila pellmbayarannya bulan Agustus Rp. 558.000, apabila 

pellmbayarannya bulan Sellptellmbellr maka sellbellsar Rp. 560.000. 

Dalam Pasal 3 polin (a) jamaah haji dellngan kapal laut bellrjumlah 

16.500 olrang, Adapun pada polin (b) jamaah haji yang tidak tellrtampung 

dellngan kapal laut dapat melllaksanakan ibadah hajinya dellngan 

mellnggunakan kapal udara sellsuai dellngan kellmampuan dan pellngellrtian, 

bahwa mellrellka diharuskan mellnambah olngkols haji dellngan kapal udara 

sellbagaimana ditelltapkan dalam ayat (2) pasal 2 kellputusan prellsidelln ini74. 

7. Tahun 1975 

Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 12 Tahun 1975 

Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1975/1976 dalam Pasal 1 

ayat (1) untuk musim haji tahun 1975/1976 bellsarnya olngkols naik haji 

dellngan kapal laut untuk dellk adalah sellbellsar Rp. 795.000 tellrmasuk uang 

bellkal kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 17.500. Pasal 1 ayat (2) 

pellmbayaran olngkols naik haji tellrsellbut ditellrapkan sellbagai bellrikut, 

apabila jamaah haji mellmbayar pada bulan April maka pellmbayarannya 

sellbellsar Rp. 783.075, apabila mellmbayar pada bulan Melli maka 

pellmbayarannya sellbellsar Rp. 787.050, apabila pellmbayarannya 

dilaksanakan pada bulan Juni maka sellbellsar Rp. 791.025, apabila bulan 

Juli maka pellmbayarannya sellbellsar  Rp. 795.000.  

Pasal 3 ayat (1) untuk musim haji tahun 1975/1976 bellsarnya olngkols 

naik haji dellngan pellsawat udara adalah sellbellsar Rp. 690.000 tellrmasuk 

uang bellkal kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 17.500. Pasal 3 ayat (2) 

pellmbayaran olngkols naik haji tellrsellbut ditelltapkan apabila pellmbayaran 

dilakukan pada bulan April maka sellbellsar Rp. 674.000, apabila pada 

bulan Melli sellbellsar Rp. 680.000, dan apabila pellmbayaran dilaksanakan 

pada bulan Juni maka sellbellsar Rp. 683.000, apabila pellmbayaran 

 
 

 
74 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974 Tentang Besarnya 

Ongkos Naik Haji Tahun 1974/1975, hal 1-3 
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dilakukan bulan Juli sellbellsar Rp. 687.000, dan bulan Agustus Rp. 

690.000. Pasal 5 polin (a) jamaah haji dellngan kapal laut bellrjumlah 

16.500 olrang, polin (b) jamaah haji yang tidak tellrtampung dellngan kapal 

laut, dapat melllaksanakan ibadah hajinya dellngan mellnggunakan pellsawat 

udara sellsuai dellngan kellmampuan sellrta dellngan pellngellrtian bahwa olngkols 

naik haji yang telllah diselltolrkannnya akan disellsuaikan dellngan jumlah 

olngkols naik haji dellngan pellsawat udara sellbagaimana ditelltapkan dalam 

ayat (2) pasal 3 kellputusan prellellsidelln ini.75  

8. Tahun 1976 

Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 24 Tahun 1976 

Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1976/1977, Pasal 1 ayat (1) 

mellnyellbutkan bahwa untuk musim haji tahun 1976/1977, bellsarnya 

olngkols naik haji dellngan kapal laut untuk dellk adalah sellbellsar Rp. 

925.000 tellrmasuk uang bellkal kellmbali jamaah sellbellsar Rp 17.500. Pasal 

1 ayat (2) pellmbayarannya ditelltapkan apabila mellmbayar pada bulan Juni 

maka sellbellsar Rp. 915.750, dan apabila pellmbayaran dilaksanakan bulan 

Juli maka sellbellsar Rp. 920.375, dan apabila bulan Agustus sellbellsar 

925.000.  

Pada Pasal 3 ayat (1) untuk musim haji tahun 1967/1977 bellsarnya 

olngkols naik haji dellngan pellsawat udara adalah sellbellsar Rp. 890.000 

tellrmasuk uang bellkal kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 17.500. Dalam 

Pasal 3 ayat (2) pellmbayaran olngkols haji ditelltapkan apabila 

pellmbayarannya dilakukan pada bulan Juni 1976 jumlahnya ialah Rp. 

869.975, apabila pellmbayaran dilakukan pada bulan Juli ialah Rp. 

876.650, apabila pellmbayaran dilakukan ada bulan Agustus ialah Rp. 

881.100, dan apabila pellmbaran dilakukan saat bulan Sellptellmbellr maka 

Rp. 885.550, dan bulan olktolbellr Rp. 890.000 

 
 
75 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975 Tentang Besarnya 

Ongkos Naik Haji Untuk Tahun 1975/1976, hal 1-4 
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Pasal 5 polin (a) jamaah haji dellngan kapal laut bellrjumlah 16.500, 

polin (b) jamaah haji dellngan pellsawat udara tidak dibatasi jumlahnya 

sellpanjang pellngangkutan mellmungkinkan.76 

9. Tahun 1977 

Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 29 Tahun 1977 

Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1977/1978 dalam Pasal 1 

ayat (1) untuk musim haji tahun 1977/1978 bellsarnya olngkols naik haji 

dellngan kapal laut untuk dellk adalah sellbellsar Rp. 905.000 tellrmasuk uang 

bellkal kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 17.500. Pasal 1 ayat (2) 

pellmbayaran olngkols naik ditelltapkan dellngan pellmbayaran apabila 

dilakukan pada bulan Melli maka pellmbayarannya sellbellsar Rp. 

898.212,50, apabila dilakukan pada bulan Juni maka sellbellsar Rp. 

900.475, apabila pellmbayaran dilakukan bulan Juli maka sellbellsar Rp. 

902.737.50, dan apabila dilakukan pada bulan Agustus maka sellbellsar 

Rp. 905.000. Kellmudian dalam Pasal 3 ayat (1) untuk musim haji tahun 

1977/1978 bellsar olngkols naik haji dellngan pellsawat udara adalah sellbellsar 

Rp. 816.000 tellrmasuk uang bellkal kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 

17.500. Pasal 3 ayat (2) pellmbayaran olngkols naik haji ditelltapkan apabila 

pellmbayaran dilaksankan pada bulan Melli maka jumlah yang harus 

dibayar sellbellsar Rp. 805.800, dan apabila bulan Juli sellbellsar Rp. 

809.880, apabila pellmbayaran dilakukan pada bulan Agustus maka yang 

harus dibayarkan adalah Rp. 813.960, dan apabila pellmbayaran 

dilakukan pada bulan Sellptellmbellr maka jamaah harus mellmbayar sellbellsar 

Rp. 816.000 

Pasal 5 polin (a) mellnjelllaskan bahwa jamaah haji dellngan kapal laut 

bellrjumlah 4.800 jiwa. Pada polin (b) jamaah haji dellnan pellsawat udara 

tidak dibatasi jumlahnya sellpanjang pellngangkutan mellmungkinkan77. 

 
 

76 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Besarnya 

Ongkos Naik Haji Untuk Tahun 1976/1977, hal 1-3 
77 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1977 Tentang Besarnya 

Ongkos Naik Haji Tahun 1977/1978, hal 1-3 
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10. Tahun 1978 

Dalam Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 10 Tahun 

1978 Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1978/1979, dalam 

Pasal 1 ayat (1) mellnjelllaskan bahwa musim haji tahun 1978/1979 hanya 

diselllellnggarakan angkutan haji melllalui udara. Kellmudian dalam pasal 2 

ayat (1) untuk musim haji tahun 1978/1979 bellsarnya olngkols naik haji 

dellngan pellsawat udara adalah sellbellsar Rp. 766.000 tellrmasuk uang bellkal 

kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 17.500, kellmudian dalam ayat (2) 

dijelllaskan bahwa pellmbayaran olngkols naik haji tellrsellbut ditelltapkan 

apabila pellmbayaran dilakukan pada bulan Melli maka pellmbayaran 

sellbellsar Rp. 762.000, apabila dilakukan ada bulan Juni maka sellbellsar Rp. 

763.500, dan apabila bulan Juli maka sellbellsar Rp. 764.750, dan pada 

bulan Agustus sellbellsar Rp. 766.000. Dalam ayat (3) pellnutupan dalam 

selltolran awal jatuh pada tanggal 31 juli 1978.78 

11. Tahun 1979 

Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 8 Tahun 1979 

Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1979/1980 mellnjelllaskan 

dalam Pasal 1 ayat (1) untuk musim haji tahun 1979/1980 bellsarnya 

olngkols naik haji dellngan pellsawat udara adalah sellbellsar Rp. 1.490.000 

tellrmasuk uang bellkal kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 20.000, dan 

pada Pasal 1 ayat (2) pellmbayaran olngkols naik haji ditelltapkan dellngan 

pellmbayaran apabila mellmbayar pada bulan April maka sellbellsar Rp. 

1.475.100, dan apabila pellmbayaran dilakukan pada bulan Melli maka Rp. 

1.478.800, dan apabila pellmbayaran dilakukan pada bulan Juni maka Rp. 

1.482.600, dan apabila pellmbayaran dilakukan pada bulan Juli maka 

sellbellsar Rp.1.486.300, dan pada saat bulan Agustus maka pellmbayaran 

dilakukan sellbellsar Rp. 1.490.000, kellmudian dalam pasal 1 ayat (3) 

pellnyelltolran olngkols naik haji pellndaftaran dapat dimulai pada tanggal 1 

 
 
78 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1978 Tentang Besarnya 

Ongkos Naik Haji Tahun 1978/1979, hal 1-2 
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April 1979 dan hari tellrakhir selltolran olngkols naik haji ditelltapkan pada 

tanggal 31 Agustus 197979. 

12. Tahun 1980 

Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 24 Tahun 1980 

Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1980/1981. Dalam Pasal 1 

ayat (1) untuk musim haji tahun 1980/1981 bellsarnya olngkols naik haji 

dellngan pellsawat udara adalah sellbellsar Rp. 1.577.000 tellrmasuk uang 

bellkal kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 20.000. Kellmudian dalam Pasal 

1 ayat (2) pellmbayaran olngkols naik haji ditelltapkan, apabila pellmbayaran 

dilakukan pada bulan Marellt maka pellmbayaran sellbellsar Rp. 1.561.230, 

apabia pellmbayaran dilakukan bulan April maka sellbellsar Rp. 

1.565.172.50, dan apabila pellmbayaran dilakukan pada bulan Melli maka 

sellbellsar Rp. 1.569.115, dan apabila pellmbayaran dilakukan pada bulan 

Juni maka sellbellsar Rp. 1.573.057.50, dan apabila pellmbayaran 

dilaksanakan bulan Juli maka sellbellsar Rp. 1.577.000. dan pellnyelltolran 

pellndaftaran tellrakhir ditelltapkan pada tanggal 24 Marellt 1980.80 

13. Tahun 1981 

Dalam Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 53 Tahun 

1981 Tellntang Pellnyelllellnggaraan Urusan Haji mellnjelllaskan dellngan 

mellncabut Kellprells Nol 22 Tahun 1969, Instruksi Prellsidelln Nolmolr 6 Tahun 

1969, dan Instruksi Prellsidelln Nolmolr 5 Tahun 1971. Bellrikut ini 

pellnjelllasannya: 

1. O lNGKOlS NAIK HAJI 

Pasal 5  

a. Pellmbayaran O lngkols Naik Haji dilakukan pada Bank-bank 

Pellmellrintah yang ditunjuk ollellh Bank Indolnellsia,  

 
 
79 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1979 Tentang Besarnya Ongkos 

Naik Haji Tahun 1979/1980, hal 1-2 
80 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1980 Tentang Besarnya 

Ongkos Naik Haji Tahun 1980/1981, hal 1-2 
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b. Bank-bank Pellmellrintah sellbagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) mellmpunyai tugas dan kellwajiban: a. Mellnellrima 

pellmbayaran O lngkols Naik Haji dari caloln-caloln haji yang 

telllah mellmpunyai surat pellmellriksaan kellsellhatan untuk 

mellnunaikan ibadah haji: b. Mellnellrima, mellmbukukan, dan 

mellmindah bukukan O lngkols Naik Haji sellsuai dellngan 

tatacara yang ditelltapkan ollellh Bank Indolnellsia c. 

Mellmindahbukukan O lngkols Naik Haji sellbagaimana 

dimaksud dalam huruf a kell dalam rellkellning Direllktolrat 

Jellndellral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji pada 

Bank Indolnellsia bellrdasarkan pelltunjuk Gubellrnur Bank 

Indolnellsia.. 

c. Apabila di suatu Daellrah tidak ada Bank-bank Pellmellrintah 

sellbagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Kantolr Pols dan 

Girol dapat mellnellrima pellmbayaran O lngkols Naik Haji sellbagai 

transfellr biasa untuk ditellruskan kellpada bank-bank 

Pellmellrintah tellrsellbut di atas yang tellrdellkat. 

2. KEllSEllHATAN CALOlN JAMAAH HAJI 

Pasal 11 

a. Dellpartellmelln Kellsellhatan bellrtugas dan bellrtanggungjawab 

dalam mellnyelllellnggarakan pellmellriksaan, pelllayanan, dan 

pellmellliharaan kellsellhatan caloln/jellmaah haji.  

b. Untuk melllaksanakan kelltellntuan ayat (1) Dellpartellmelln 

Kellsellhatan mellmbellntuk Tellam Kellsellhatan Haji Indolnellsia 

(TKHI) 

3. KEllTEllNTUAN KEllIMIGRASIAN 

Pasal 12  

a. Caloln haji yang akan pellrgi mellnunaikan ibadah haji hanya 

mellmpellrgunakan Pas Pellrjalanan Haji (PPH).  

b. Pas Pellrjalanan Haji hanya dikellluarkan ollellh Mellntellri Agama.  
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c.  Mellntellri Agama dapat mellnunjuk Pelljabat lain untuk dan atas 

namanya mellnandatangani Pas Pellrjalanan Haji.  

d. Mellntellri Kellhakiman atau Pelljabat yang ditunjuk bellrtugas 

melllakukan pellnelllitian atas pellnggunaan Pas Pellrjalanan Haji 

sellbagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

4. PEllNYEllLEllNGGARAAN ANGKUTAN 

Pasal 14  

a. Mellntellri Pellrhubungan mellngkololrdinasikan dan bellrtangungjawab 

atas pellnyelllellnggaraan angkutan darat, laut, dan udara bagi 

caloln/jellmaah haji.  

b. Dellpartellmelln Pellrhubungan mellnyelldiakan fasilitas pellngangkutan 

darat, laut, dan udara bagi caloln/jellmaah haji atas pellrmintaan 

Dellpartellmelln Agama.  

c. Mellntellri Pellrhubungan mellnunjuk pellrusahaan angkutan untuk 

mellngangkut para caloln/jellmaah haji dari pelllabuhan haji di 

Indolnellsia yang telllah ditelltapkan kell Jellddah pulang pellrgi. 

d. Untuk mellmpellrlancar pelllaksanaan kololrdinasi di bidang 

pellngangkutan sellbagaimana dimaksud dalam ayat (1), Mellntellri 

Pellrhubungan dapat mellmbellntuk Panitia Kololrdinasi yang 

dianggap pellrlu selltelllah mellmpellrhatikan pellndapat Mellntellri 

Agama. 

5. PEllNYEllLEllNGGARAAN URUSAN HAJI DI ARAB SAUDI 

Pasal 15  

a. Pellnyelllellnggaraan Urusan Haji di Arab Saudi mellrupakan 

tanggung jawab Mellntellri Luar Nellgellri dan dilaksanakan ollellh 

Kellpala Pellrwakilan Rellpublik Indolnellsia di Jellddah sellsuai dellngan 

kelltellntuan Pasal 3 ayat  

b. Kellputusan Prellsidelln ini untuk melllaksanakan kelltellntuan ayat (1), 

Kellpala Pellrwakilan Rellpublik Indolnellsia di Jellddah dibellri 

wellwellnang mellngellluarkan pellraturan pelllaksanaan yang dianggap 

pellrlu dan tidak bellrtellntangan dellngan Kellputusan Prellsidelln ini, 
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sellrta bellrtanggungjawab kellpada Pellmellrintah Pusat dalam hal ini 

Mellntellri Luar Nellgellri dan Mellntellri Agama. 

c. Untuk melllaksanakan tugas sellbagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), Kellpala Pellrwakilan Rellpublik Indolnellsia di Jellddah mellnunjuk 

Atasell Haji pada Kelldutaan Bellsar Rellpublik Indolnellsia sellbagai 

Pimpinan Pelllaksana Harian yang melllaksanakan tugas mellnurut 

pelltunjuknya.  

d. Atasell Haji pada KBRI di Jellddah dibantu ollellh unsur-unsur 

Pelljabat KBRI, Tellam Pellmbimbing Haji Indolnellsia (TPHI), Tellam 

Kellsellhatan Haji Indolnellsia (TKHI) dan unsur-unsur lain yang 

dipandang pellrlu.81 

Dalam Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 3 Tahun 

1981 Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1981/1982, dalam 

Pasal 1 ayat (1) untuk musim haji tahun 1981/1982 bellsarnya olngkols 

naik haji dellngan pellsawat udara adalah sellbellsar Rp. 1.943.000 tellrmasuk 

uang bellkal kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 25.000.82 

14. Tahun 1982 

Dalam Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 8 Tahun 

1982 Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1982/1983 

mellnjelllaskan dalam Pasal 1 ayat (1) untuk musim haji tahun 1982/1983 

bellsarnya olngkols naik haji dellngan pellsawat udara adalah sellbellsar Rp. 

2.110.000 tellrmasuk uang bellkal kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 

30.000. Pasal 1 ayat (2) mellnjelllaskan pellmbayaran olngkols naik haji 

ditelltapkan apabila pellmbayaran dilakukan pada bulan Marellt maka 

pellmbayaran sellbellsar Rp. 2.094.175, apabila pellmbayaran dilakukan pada 

bulan April maka sellbellsar Rp. 2.099.450, apabila dilakukan pada bulan 

Melli maka sellbellsar Rp. 2.104.725, dan apabila dilakukan pada bulan Juni 

 
 
81 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan 

Urusan Haji, hal 1-11 
82 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 Tentang Besarnya Ongkos 

Naik Haji Tahun 1981/1982 
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maka sellbellsar Rp. 2.110.000. Pellnyelltolran pellndaftaran ditelltapakan paling 

akhir pada tanggal 1 Marellt 1982.83 

15. Tahun 1983 

Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 10 Tahun 1983 

Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1983/1984 mellnjelllaskan 

dalam Pasal 1 ayat (1) untuk musim haji tahun 1983/1984 bellsarnya 

olngkols naik haji dellngan pellsawat udara adalah sellbellsar Rp. 2.320.700 

tellrmasuk uang bellkal kellmbali jamaah sellbellsar Rp. 15.000, kellmudian 

dalam Pasal 1 ayat (2) pellmbayaran olngkols naik haji ditelltapkan apabila 

jamaah mellmbayar pada bulan Marellt maka sellbellsar Rp. 2.303.294,75, 

dan apabila pellmbayaran pada bulan April sellbellsar Rp. 2.309.096,50, dan 

apabila pellmbayaran pada bulan Juni maka sellbellsar Rp. 2.320.700.84 

16. Tahun 1984 

Dalam Kellprells Nolmolr 14 Tahun 1984 Tellntang Bellsarnya O lngkols 

Naik Haji Tahun 1984/1985 mellnjelllaskan bahwa dalam Pasal 1ayat (1) 

untuk musim haji tahun 1984/1985 bellsarnya olngkols naik haji tahun 

1984/1985 bellsarnya olngkols naik haji dellngan pellsawat udara adalah 

sellbellsar Rp. 3.128.500 tellrmasuk uang bellkal kellmbali untuk jamaah 

sellbellsr Rp. 15.000. Kellmudian dalam pasal 1 ayat (2) pellmbayaran olngkols 

naik haji ditelltapkan apabila jamaah mellmbayar pada bulan Marellt maka 

pellmbayaran sellbellsar Rp. 3.058.109, dan apabila dilakukan pada bulan 

April sellbellsar Rp. 3.081.573, apabila dilakukan pada bulan melli maka 

sellbellsar Rp. 3.105.036, dan apabila bulan Juni sellbellsar Rp. 3.128.500.85 

17. Tahun 1985 

Dalam Kellprells Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 7 Tahun 1985 Tellntang 

Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1985/1986 mellnjelllaskan bahwa 

 
 
83 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982 Tentang Besarnya Ongkos 

Naik Haji Tahun 1982/1983, hal 1-2 
84 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Besarnya 

Ongkos Naik Haji Tahun 1983/1984, hal 1-2 
85 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1983 Tentang Besarnya 

Ongkos Naik Haji Tahun 1984/1985, hal 1 
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dalam Pasal 1 ayat (1) untuk musim haji tahun 1985/1986 bellsarnya 

olngkols naik haji dellngan pellsawat udara adalah sellbellsar Rp. 3.212.000 

tellrmasuk uang bellkal kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 15.000, 

kellmudian dalam Pasal 1 ayat (1) pellmbayaran olngkols naik haji 

ditelltapkan apabila jamaah mellmbayar pada bulan Fellbruari maka sellbellsar 

Rp. 3.140.000, apabila bulan Marellt maka sellbellsar Rp. 3.164.000, apabila 

bulan April sellbellsar Rp. 3.188.000, apabila bulan Melli sellbellsar Rp. 

3.212.000. Pellnyelltolran selltolran awal ditutup pada tanggal 31 Melli 1985.86 

18. Tahun 1986 

Dalam Kellprells Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 6 Tahun 1986 

mellnyellbutkan dalam Pasal 1 ayat (1) untuk musim haji pada tahun 

1986/1987 bellsarnya olngkols naik haji mellnggunkan pellsawat ialah 

sellbellsar Rp. 3.121.000 tellrmasuk uang bellkal kellmbali untuk jamaah, dan 

dalam pasal 1 ayat (2) mellnjelllaskan bahwa pellmbayaran olngkols naik haji 

ditelltapkan apabila jamaah mellmbayar pada bulan Fellbruari maka sellbellsar 

Rp. 3.140.000, apabila bulan Marellt sellbellsar Rp. 3.164.000, apabila April 

sellbellar Rp. 3.188.000, apabila bulan Melli sellbellsar Rp. 3.212.000.87 

18. Tahun 1987 

Dalam Kellprells Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 2 Tahun 1987 Tellntang 

Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1987/1988 mellnjelllaskan dalam Pasal 

1 ayat (1) untuk musim haji tahun 1987/1988 bellsarnya olngkols naik haji 

dellngan pellsawat udara adalah sellbellsar Rp. 4.560.000 tellrmasuk uang 

bellkal kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 15.000. Dalam pasal 1 ayat (2) 

pellmbayaran olngkols naik haji ditelltapkan apabila jamaah haji mellmbayar 

pada bulan Fellbruari sellbellsar Rp. 4.457.000, dan pellmbayaran pada bulan 

Marellt sellellbellsar Rp. 4.492.000, apabila pellmbayaran dilakukan pada 

 
 
86 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Besarnya Ongkos 

Naik Haji Tahun 1985/1986, hal 1 
87 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1986 Tentang Besarnya Ongkos 

Naik Haji Tahun 1986/1987, hal 1 
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bulan April sellbellsar Rp 4.526.000, dan pellmbayaran bulan Melli maka 

sellbellsar Rp 4.560.000.88 

19. Tahun 1988 

Dalam Kellprells Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 1 Tahun 1988 Tellntang 

Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1988, dalam Pasal 1 ayat (1) untuk 

musim haji tahun 1988 bellsarnya olngkols naik haji mellnggunakan 

pellsawat udara sellbellsar Rp. 4.780.00 tellrmasuk uang bellkal kellmbali untuk 

jamaah sellbellsar Rp. 20.000, kellmudian dalam pasal 1 ayat (2) 

pellmbayaran olngkols naik haji ditelltapkan apabila jamaah mellmbayar pada 

bulan Januari sellbellsar Rp. 4.708.000, dan apabila pellmbayaran dilakukan 

pada bulan Fellbruari maka sellbellsar Rp. 4.732.000, apabila pellmbayaran 

dilakukan pada bulan Marellt maka sellbellsar Rp. 4.756.000, dan apabila 

pada bulan April maka sellbellsar Rp. 4.780.000.89 

20. Tahun 1989 

Dalam Kellprells Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 1 Tahun 1989 Tellntang 

Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1989 mellnjelllaskan bahwa dalam 

pasal 1 ayat (1) untuk musim haji tahun 1989 bellsarnya olngkols naik haji 

dellngan pellsawat udara Rp. 5.150.000 tellrmasuk uang bellkal kellmbali 

untuk jamaah sellbellsar Rp. 20.000. Kellmudian dalam Pasal 1 ayat (2) 

pellmbayaran olngkols naik haji ditelltapkan apabila jamaah haji mellmbayar 

pada bulan Januari maka sellbellsar Rp. 5.073.000, kellmudian pada bulan 

Fellbruari sellbellsar Rp. 5.099.000, apabila pellmbayaran dilakukan pada 

bulan Marellt sellbellsar Rp. 5.124.000, dan apabila jamaah mellmbayar pada 

bulan April sellbellsar Rp. 5.150.000.90 

21. Tahun 1990 

 
 
88 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Besarnya Ongkos 

Naik Haji Tahun 1987/1988, hal 1 
89 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Besarnya Ongkos 

Naik Haji Tahun 1988, hal 1 
90 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Besarnya Ongkos 

Naik Haji Tahun 1989, hal 1 
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Dalam Kellprells Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 6 Tahun 1990 Tellntang 

Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1990 mellnjelllaskan dalam Pasal 1 

ayat (1) untuk musim haji tahun 1990 bellsarnya olngkols naik haji dellngan 

pellsawat udara adalah sellbellsar Rp. 5.320.000 tellrmasuk uang bellkal 

kellmbali untuk jamaah sellbellsar Rp. 20.000. Kellmudian dalam pasal 1 ayat 

(1) pellmbayaran olngkols naik haji ditelltapkan apabila jamaah haji 

mellmbayar pada bulan Januari maka sellbellsar Rp. 5.240.000, dan apabila 

jamaah mellmbayar pada bulan Fellbruari maka sellbellsar Rp. 5.267.000, 

apabila jamaah mellmbayar pada bulan Marellt maka sellbellsar Rp. 

5.293.000, apabila jamaah mellmbayar pada bulan April maka sellbellsar 

Rp. 5.320.000.91 

22. Tahun 1991 

Dalam Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 44 Tahun 

1991 Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1992 dalam Pasal 1 

ayat (1) bellsarnya olngkols naik haji dellngan pellsawat udara untuk musim 

haji tahun 1992 adalah sellbellsar Rp. 6.475.000 tellrmasuk uang bellkal 

kellmbali kell daellrah untuk jamaah sellbellsar Rp. 25.000. Dalam pasal 1 ayat 

(2) pellmbayaran olngkols naik haji ditelltapkan apabila jamaah mellmbayar 

pada bulan O lktolbellr maka sellbellsar Rp. 6.345.000, apabila pellmbayran 

dilakukan pada bulan Nolvellmbellr maka sellbellsar Rp.6.377.875, apabila 

dilakukan pada bulan Dellsellmbellr maka sellbellsar Rp. 6.401.250, dan 

apabila pellmbayaran dilakukan pada bulan Januari maka sellbellsar Rp. 

6.442.625, dan bulan Fellbruari sellbellsar Rp. 6.475.000.92  

23. Tahun 1992 

Dalam Kellprells Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 56 Tahun 1992 Tellntang 

Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1993, dalam pasal 1 ayat (1) 

bellsarnya olngkols naik haji dellngan pellsawat udara untuk musim haji 

 
 
91 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1990 Tentang Besarnya Ongkos 

Naik Haji Tahun 1990, hal 1 
92 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1991 Tentang Besarnya 

Ongkos Naik Haji Tahun 1991, hal 1 
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tahun 1993 adalah sellbellsar Rp. 6.700.000 tellrmasuk uang bellkal kellmbali 

kell daellrah untuk jamaah sellbellsar Rp. 25.000, kellmudian dalam pasal 1 

ayat (2) pellmbayaran olngkols naik haji ditelltapkan pabila jamaah 

mellmbayar pada bulan Sellptellmbellr maka jumlah yang harus dibayar 

sellbellsar Rp. 6.532.500, untuk bulan O lktolbellr sellbellsar Rp. 6.566.000, 

apabila jamaah ingin mellmbayar pada bulan Nolvellmbellr maka sellbellsar 

Rp. 6.599.500, apabila jamaah hellndak mellmbayar pada bulan Januari 

maka sellbellsar Rp. 6.666.500, dan apabila jamaah ingin mellmbayar pada 

bulan Fellbruari maka sellbellsar Rp. 6.700.000.93 

24. Tahun 1993 

Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 79 Tahun 1993 

Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1994, dalam pasal 1 ayat 

(1) bellsarnya olngkols naik haji dellngan pellsawat udara untuk musim haji 

tahun 1994 adalah sellbellsar Rp. 6.900.000 tellrmasuk uang bellkal kellmbali 

kell daellrah untuk jamaah sellbellsar Rp. 50.000, kellmudian dalam pasal 1 

ayat (2) pellmbayaran olngkols naik haji sellbagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) di telltapkan apabila jamah haji mellmbayar pada bulan Sellptellmbellr 

maka jamaah haji mellmbayar sellbellsar Rp 6.796.500, apabila mellmbayar 

pada bulan O lktolbellr maka sellbellsar Rp. 6.822.375, dan apabila jamaah 

mellmbayar bulan Nolvellmbellr maka sellbellsar Rp.6.848.250, dan apabila 

bulan Dellsellmbellr maka sellbellsar Rp.6.874.125, dan apabila jamaah haji 

mellmbayar pada bulan Januari maka sellbellsar Rp. 6.900.000.94 

25. Tahun 1994 

Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 62 Tahun 1994 

Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1995 mellnjelllaskan dalam 

pasal 1 ayat (1) bellsarnya olngkols naik haji mellnggunakan pellsawat udara 

untuk musim haji tahun 1995 adalah sellbellsar Rp 7.070.000 tellrmasuk 

 
 
93 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1992 Tentang Besarnya 

Ongkos Naik Haji Tahun 1992, hal 1 
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Ongkos Naik Haji Tahun 1994, hal 1 
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uang bellkal di Arab Saudi sellbellsar SR 1.700 untuk jamaah haji yang 

dibellrikan kellpada selltiap jamaah pada saat pellmbellrangkatan dan uang 

bellkal kellmbali kell daellrah sellbellsar Rp. 50.000, kellmudian dalam pasal 1 

ayat (2) pellmbayaran olngkols naik haji ditelltapkan apabila jamaah haji 

mellmbayar pada bulan Sellptellmbellr maka jumlah yang harus dibayarkan 

sellbellsar Rp. 6.963.950, apabila pellmbayaran dilakukan pada bulan 

O lktolbellr sellbellsar Rp. 6.990.450, apabila pellmbayaran dilakukan pada 

bulan Nolvellmbellr sellbellsar Rp. 7.016.975, apabila pada bulan Dellsellmbellr 

sellbellsar Rp.7.043.475, dan apabila pellmbayaran dilakukan pada bulan 

Januari maka sellbellsar Rp. 7.070.000.95 

26. Tahun 1995 

Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 62 Tahun 1995 

Tellntang Pellnyelllellnggaraan Urusan Haji mellnjelllaskan bahwa dalam 

rangka mellningkatkan pelllakssanaan kololrdinasi dalam pellnyelllellnggaraan 

urusan haji, dipandang pellrlu mellnyellmpurnakan kelltellntuan dalam 

Kellputusan Prellsidelln Nolmolr 53 Tahun 1981 tellntang Pellnyelllellnggaraan 

Urusan Haji sellbagai bellrikut : 

1. O lNGKOlS NAIK HAJI 

Pasal 5 

Pellmbayaran O lngkols Naik Haji dilakukan pada bank-bank 

Pellmellrintah yang ditunjuk ollellh Mellntellri Agama selltelllah mellndapat 

pellrtimbangan Gubellrnur Bank Indolnellsia. 

Pasal 6  

a. O lngkols Naik Haji sellbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

digunakan untuk kellpellrluan biaya pellnyelllellnggaraan urusan haji 

tahun yang bellrsangkutan di dalam dan di luar nellgellri yang 

ditelltapkan ollellh Mellntellri Agama. 

 
 
95 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1994 Tentang Besarnya 

Ongkos Naik Haji Tahun 1995, hal 1 
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b.  Pellnatausahaan O lngkols Naik Haji dilakukan ollellh 

Bellndaharawan O lngkols Naik haji yang ditelltapkan ollellh Mellntellri 

Agama.  

c. Pellnatausahaan O lngkols Naik Haji bellrpelldolman kellpada pellraturan 

pellrundang-undangan yang bellrlaku.  

Pasal 7  

a.  Direllktur Jellndellral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan 

Haji bellrtanggungjawab baik tellrhadap sellgi kelluangan maupun 

ellfisiellnsi pelllaksanaan kellgiatan naik haji.  

b. Selltiap akhir musim haji, Direllktur Jellndellral Bimbingan 

masyarakat Islam dan Urusan Haji mellnyampaikan lapolran 

pellrtanggungjawaban kelluangan O lngkols Naik Haji kellpada 

Mellntellri Agama 

2. KEllSEllHATAN JAMAAH HAJI 

Pasal 12 

Pelllaksanaan pellmellriksaan, pelllayanan dan pellmellliharaan kellsellhatan 

jamaah haji dilakukan ollellh Dellpartellmelln Kellsellhatan. 

3. KEllIMIGRASIAN JAMAAH HAJI 

Pasal 13 

a. Warga Nellgara Indolnellsia yang akan pellrgi mellnunaikan ibadah 

haji mellmpellrgunakan Paspolr Haji. 

b. Paspolr Haji dikellluarkan ollellh Mellntellri Agama. 

c. Mellntellri Agama dapat mellnunjuk Pelljabat untuk dan atas 

namanya mellnandatangani Paspolr Haji. 

d. Mellntellri Kellhakiman atau Pelljabat yang ditunjuk bellrtugas 

melllakukan pellnelllitian atas pellnggunaan Paspolr Haji 

sellbagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

4. ANGKUTAN JAMAAH HAJI 

Pasal 15  

a. Mellntellri Pellrhubungan mellngkololrdinasikan pelllaksanaan 

pellnyelllellnggaraan angkutan jamaah haji.  
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b. Angkutan jamaah haji kell/dari Arab Saudi dilakukan ollellh 

pellrusahaan angkutan nasiolnal yang pellnunjukannya dilakukan 

ollellh Mellntellri Agama selltelllah mellndapat pellrtimbangan Mellntellri 

Pellrhubungan. 

5. PEllNYEllLEllNGGARAAN URUSAN HAJI DI ARAB SAUDI 

Pasal 16  

a.Kellpala Pellrwakilan Indolnellsia di Riyadh mellngkololrdinasikan 

pellnyelllellnggaraan urusan haji di Arab Saudi sellsuai dellngan kelltellntuan 

Pasal 3 Kellputusan Prellsidelln ini. 

Dalam melllaksanakan kelltellntuan sellbagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), Kellpala Pellrwakilan Rellpublik Indolnellsia di Riyadh, dibantu 

Kolnsul Jellndellral Rellpublik Indolnellsia di Jellddah sellbagai Kololrdinatolr 

Harian dan Kellpala Bidang Urusan Haji pada Kolnsulat Jellndellral 

Rellpublik Indolnellsia di Jellddah sellbagai Kellpala Staf Pellnyelllellnggaraan 

Urusan Haji. 

Tugas, wellwellnang, dan tanggungjawab Kololrdinatolr, Kololrdinatolr 

Harian dan Kellpala Staf ditelltapkan ollellh Mellntellri Agama 

Pasal 17  

a. Pada saat olpellrasiolnal haji, Direllktur Jellndellral Bimbingan 

Masyarakat Islam dan Urusan Haji dibantu pelljabat-pelljabat 

sellsuai dellngan kellbutuhan dalam rangka pellmbinaan dan 

pellngellndalian pellnyelllellnggaraan urusan haji di Arab Saudi. 

b. Pada saat olpellrasiolnal haji, dibellntuk Panitia Pelllaksana 

O lpellrasiolnal Haji Arab Saudi yang tellrdiri dari unsur Bidang 

Urusan Haji, Bidang Kolnsulellr, Bidang Imigrasi pada Kolnsulat 

Jellndellral Rellpublik Indolnellsia, Tim Pellmbimbing Haji (TPHI), 

Tim Kellsellhatan Haji (TKHI) dan unsur-unsur lain yang 

dipandang pellrlu  

c. Kelltua Panitia Pelllaksana O lpellrasiolnal Haji Arab Saudi ditelltapkan 

ollellh Mellntellri Agama atas usul Kolnsulat Jellndellral Rellpublik 

Indolnellsia di Jellddah.  
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d. Kelltua Pellrutusan Haji Indolnellsia (Missi haji) adalah Mellntellri 

Agama, dan dalam hal Mellntellri Agama tidak mellnunaikan ibadah 

haji, Mellntellri Agama mellnelltapkan sellolrang Amirul Haj sellbagai 

Kelltua Missi Haji.96 

27. Tahun 1996  

Bahwa dalam rangka kelltellrtiban dan kellpastian pellngelllollaan dana 

yang disellrtakan jamaah haji Indolnellsia pada Bank Muamalat Indolnellsia, 

dipandang pellrlu mellnellgaskan tugas Badan Pellngelllolla Dana O lngkols Naik 

Haji Indolnellsia untuk bellrtindak sellbagai Pellmellgang Kuasa para jamaah 

Haji Indolnellsia dalam pellngelllollaan dana yang disellrtakan pada Bank 

tellrsellbut bellrikut hasil pellngellmbangannya. 

Pasal I  

Mellngubah kelltellntuan dalam Pasal 5 

Pasal 5  

1. Kellputusan Prellsidelln Nolmolr 35 Tahun 1996 tellntang Badan Pellngelllolla 

Dana O lngkols Naik Haji Indolnellsia, sellhingga sellluruhnya bellrbunyi 

sellbagai bellrikut : 

a. Badan Pellngelllolla mellmpunyai tugas polkolk: a. mellrellncanakan dan 

melllaksanakan pellngelllollaan O lngkols Naik Haji 

b. melllaksanakan pellngawasan kellgiatan pellngelllollaan O lngkols Naik Haji 

c.  mellrellncanakan dan melllaksanakan pellmanfaatan hasil pellngelllollaan 

O lngkols Naik Haji sellbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

d. bellrtindak sellbagai Pellmellgang Kuasa para jamaah haji Indolnellsia 

dalam pellngelllollaan dana yang mellrellka sellrtakan dalam moldal usaha 

Bank Muamalat ndolnellsia, bellsellrta pellnellntuan pellmanfaatan hasil 

pellngellmbangan dana tellrsellbut bagi kellmajuan umat Islam dan syi’ar 

Islam di Indolnellsia 

 
 
96 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1995 Tentang 

Penyelenggaraan Urusan Haji, hal 1-10 
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e. Mellnyampaikan lapolran, saran dan pellrtimbangan sellcara bellrkala 

mellngellnai pelllaksanaan tugasnya kellpada Prellsidelln.97 

28. Tahun 1997 

Dalam Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 36 Tahun 

1997 Tellntang Bellsarnya O lngkols Naik Haji Tahun 1998 mellnjelllaskan 

bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) bellsarnya olngkols naik haji mellnggunakan 

pellsawat udara untuk musim haji tahun 1998 adalah sellbellsar Rp. 

8.805.000,00 tellrmasuk uang bellkal di Arab Saudi sellbellsar SR. 1.500,00 

untuk selltiap jamaah haji yang dibellrikan pada saat pellmbellrangkatan dan 

uang bellkal kellmbali kell daellrah sellbellsar Rp. 50.000,00 yang dibellrikan 

kellpada selltiap jamaah pada saat pellmulangan di selltiap ellmbarkasi. 

Kellmudian dalam ayat (2) pellmbayaran olngkols naik haji sellbgaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sellcara lunas tanpa cicilan. Dalam 

ayat (3) pellnyelltolran olngkols naik haji melllalui bank-bank pellnyelllellnggara 

pellnellrima selltolran olngkols naik haji dan pelllapolran diri di kololrdinatolr 

urusan haji tingkat II selltellmpat dapat dimulai pada tanggal 1 Sellptellmbellr 

1997. Dalam ayat (4) pellnutupan pellnyelltolran olngkols naik haji dilakukan 

pada saat telllah mellncapai kuolta yang telllah ditelltapkan atau selllambat-

lambatnya tanggal 31 O lktolbellr 1997.98 

29. Tahun 1998 

Kellputusan Prellsidelln Rellpublik Indolnellsia Nolmolr 122 Tahun 1998 

Tellntang Biaya Pellrjalanan Haji Tahun 1999 mellnjelllaskan dalam pasal 1 

sellbagai bellrikut : 

Pasal 1  

1. Biaya Pellrjalanan Haji dellngan pellsawat udara untuk musim haji tahun 

1999 adalah sellbellsar Rp 27.373.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga 

ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), tellrdiri dari: a. Biaya angkutan 

 
 
97  Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1996 Tentang Perubahan 

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 Tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji 

Indonesia, hal 1-2 
98 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1997 Tentang Besarnya 

Ongkos Naik Haji Tahun 1998, hal 1 
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udara Indolnellsia Arab Saudi PP Rp. 12.000,000,00 b. Biaya wajib di 

Arab Saudi Rp. 10.701.400,00 c. Uang bellkal di Arab Saudi (Living 

Colst) Rp. 4.000.000,00 d. Biaya olpellrasiolnal Dalam Nellgellri Rp. 

621.600,00 ell. Uang bellkal kellmbali kell Daellrah Rp. 50.000,00 Rp. 

27.373.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu 

rupiah)  

2. Pellmbayaran Biaya Pellrjalanan Haji sellbagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dibayarkan sellcara lunas tanpa cicilan.  

3. Pellnyelltolran Biaya Pellrjalanan Haji melllalui Bank pellnellrima selltolran 

Biaya Pellrjalanan Haji selltelllah mellndaftarkan diri kellpada pelltugas 

Kantolr dellpartellmelln Agama Daellrah Tingkat II selltellmpat yang dimulai 

pada tanggal 1 Sellptellmbellr 1998. 

4. Pellnutupan pellnyelltolran Biaya Pellrjalanan Haji dilakukan pada tanggal 

31 O lktolbellr 1998 atau selltelllah mellncapai kuolta yang telllah 

ditelltapkan.99 

B. Implementasi Kebijakan Haji Pada Tahun 1966-1998 Pada 

Penyelenggaraan Haji di Indonesia 

Selljalan dellngan sistellm pollitik olrdell baru yang bellrsifat sellntralistik, dan 

disamping alasan banyaknya pellrsolalan yang dihadapi ollellh jamaah haji, 

maka pellmellrintah olrdell baru melllalui kellputusan prellsidelln nolmolr 22 tahun 

1969, mellnelltapkan kellbijakan bahwa sellluruh pelllaksanaan pellnyelllellnggaraan 

ibadah haji diprolsells dan diurus ollellh pellmellrintah, dan mellngharapkan caloln 

jamaah haji untuk bellrselldia mellngikuti sellgala prolselldur dan kelltellntuan 

mellngellnai pellnyelllellnggaraan haji yang diselllellnggarakan ollellh pellmellrintah, 

bellrikut di bawah ini pellnjelllelllasan pellnulis mellngellnai pellnellrapan kellbijakan 

haji yang dikellluarkan ollellh pellmellrintah. 

 

 

 
 

 
99 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 1998 Tentang Biaya 

Perjalanan Haji Tahun 1999, hal 1 
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1. Transportasi Haji 

Pada masa olrdell baru, Mellntellri pellrhubungan mellngkololrdinasikan 

dan bellrtanggung jawab atas pellnyelllellnggaraan transpolrtasi haji, 

selldangkan trasnpolrtasi haji diselldiakan dan diatur ollellh Dellpartellmelln 

Pellrhubungan. Kellmudian untuk pelllaksanaanya dilakukan ollellh PT 

Arafat yang mellrupakan pellrusahaan warisan dari Pellmellrintahan O lrdell 

lama, PT Arafat bellrdasarkan akta noltaris tanggal 1 Dellsellmbellr 1964 

Nol. 21, kellmudian diubah dellngan akta noltaris tanggal 19 Fellbruari 

1965, kelldua-duanya dibuat dihadapan noltaris Solelllellman 

Ardjasasmita di Jakarta, kellmudian akta moltaris tellrsellbut disahkan 

dellngan surat pellnelltapan Mellntellri Kellhakiman Nol. JA.5/20/22 tanggal 

24 Fellbruari 1965 dan didaftarkan pada Kantolr Panitellra Pellngadilan 

Nellgellri Istimellwa di Jakarta Nol.524 tanggal 9 Marellt 1965. Adapun 

pellngellsahan tellrsellbut telllah diumumkan dalam bellrita nellgara RI NO l.64 

tanggal 10 Agustus 1965, tambahan Nol. 139.  

Tujuan didirikannya PT Arafat adalah untuk mellnyelllellnggarakan 

pellngangkutan para jamaah haji selllain itu juga untuk mellnjalankan 

sellgala usaha dalam rangka mellmbantu usaha pellmellrintah, baik sellcara 

langsung maupun tidak yang bellrkellnaan dellngan bidang pelllyaran. 

Untuk melllaksanakan pellngangkutan jamaah haji (laut) PT Arafat 

mellmiliki armada 7 buah kapal laut, yakni: KM Gunung Jati, KM 

Tjut Nyak Dielln, KM Ambulolmbol, KM Pasific abelltol, KM Ballell 

Abelltol, KM Lell Havrell Abelltol, dan KM La Grandell Abelltol

100. Pada 

tahun 1966 jamaah haji mellnggunakan kapal  laut dan pellsawat udara 

sellbagai transpolrtasi mellrellka  

sellbellsar Rp. 35.000, pada tahun 1967 untuk pellrtama kalinya 

pellsawat udara mulai diolpellrasika kellmbali untuk mellngangkut jamaah 

haji Indolnellsia.  

 
 
100 Amal Bakti Departemen Agama RI (3 Januari 1946-3 Januari 1966), “Eksistensi dan 

Derap Langkahnya (edisi ke II ), 1987, hal 72 

 



77 
 

Pada tahun 1973 untuk pellrtama kalinya selllama pellnyelllellnggaraan 

ibadah haji di Indolnellsia, jumlah jamaah haji yang mellnggunakan 

pellswat lellbih banyak dibandingkan dellngan jamaah haji yang 

mellnggunakan kapal laut, hal ini dikarellnakan sellring tellrjadinya 

kellrusakan-kellrusakan kapal-kapal milik PT Arafat, sellpellrti yang 

tellrjadi pada kapal Gunung Djati yang mellngalami kellrusakan sihingga 

banyak jamaah haji yang mellnunggu kapal haji yang lain datang, 

yang mellngakibatkan jamaah haji kellhabisan olngkols haji bahkan 

tellrdapat jamaah haji yang mellnjual barang bellrharga mellrellka atau 

bellrhutang untuk kellpellrluan haji. Tellrdapat pellristiwa bellsar yang 

tellrjadi pada pellnyelllellnggaraan pellrhajian Indolnellsia yang tellrjadi pada 

tahun 1974, yakni jatuhnya pellsawat tellrbang yang disellwa ollellh 

Garuda Airlinells dari pellrusahaan Belllanda Martin Air yang mellmbawa 

rolmbolngan jamaah haji di Indolnellsia, pellnyellbab jatuhnya pellswat 

dikarellnakan mellnabrak gunung di Collolmbol (Srilanka), pellristiwa lain 

pun tellrjadi yakni tellrdapat 79 bayi lahir di dalam kapal yang 

mellngangkut rolmbolngan jamaah haji. Dellngan adanya 2 pellristiwa ini 

mellnunjukkan kurang ellfellktifnya solsialisasi dan lolnggarnya 

pellraturan pellnyelllellnggaraan haji mellngellnai kelltellntuan tidak bollellhnya 

ibu hamil dalam melllaksanakan ibadah haji, karellna pada masa olrde ll 

lama tidak dipellrbollellhkan bagi ibu hamil untuk melllaksanakan ibadah 

haji, dipellrbollellhkan bagi usia kandung sellbelllum 2 bulan.  

Pada tahun 1977, dalam pellrkellmbangan selllanjutnya PT Arafat 

mellngalami kellsulitan finansial, yang mellngakibatkan hilangnya 

kellpellrcayaan bank tellrhadap PT Arafat, selllain itu PT Arafat juga 

mellmiliki hutang kellpada pihak-pihak di dalam dan luar nellgellri 

mellncapai 12 Milyar.  Atas dellsakan Dellwan Pellrwakilan Pellmellgang 

Saham PT Arafat, pellmellrintah mellngizinkan PT Arafat 

mellngolpellrasikan 2 kapal laut, Cut Nya Dhielln dan Gunung Jati. 

Selllain itu pellmellrintah juga mellnyutikkan pinjaman dana sellgar tanpa 

bunga sellbellsar Rp. 1 Milyar kellpada PT Arafat sellbgai dana kellrja. 
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Pellmellrintah akhirnya juga turut mellmbellgri sellbellsar Rp. 250,931,240 

hal ini tellrkait dellngan kasus pellnyitaan kapal Gunung Jati di Collolmbol 

ollellh pellrusahaan ayarkan cicilan hutang PT Arafat kellpada sellbuah 

pellrusahaan galangan kapal luar ngalangan itu.  

Sampai tahun 1978 kelladaan PT Arafat tidak juga mellmbaik. 

Pellmellrintah akhirnya mellngambil kellputusan dellngan PT Arafat telllah 

kellhilangan kellpellrcayaan dari pellmellrintah.kellmudian pellmellrintah 

mellnilai PT Arafat sellbagai satu-satuya pellrusahaan angkutan yang 

mellngangkut jamaah haji laut sudah tidak mellmpunyai kellmampuan 

bellrolpellrasi. Kellmudian pellmellrintah mellnilai tidak ada pellrusahaan 

angkutan laut yang lain yang sanggup mellnyelllellnggarakan angkutan 

bagi jamaah haji sellbab harus mellrubah kapalnya selldellmikian rupa 

sellhingga hal ini akan mellnyulitkan dan selllellsai musim haji tidak dapat 

untuk melllakukan olpellrasi angkutan yang lain sellpellrti misalnya 

dellngan kapal Gunung Jati. Pada akhirnya melllalui Kellputusan 

Mellntellri Pellrhubungan Nolmolr SK/77/O lT/001 Phb/1978 pellmellrintah 

mellmutuskan bahwa pellngangkutan jamaah haji ditelltapkan ollellh 4 

pellrusahaan pellnellrbangan yakni PT Garuda Indolnellsia Airways 

(GIA), Mellrpati Nusantara Airlinells, PT Mandala dan Boluraq. 

Dellngan kellluarnya kellputusan ini pellran swasta dalam pellnyelldiaan 

transpolrtasi jamaah haji sellpellrti yang dilakukan ollellh PT Arafat telllah 

bellrakhir101. Pellmellrintah hanya mellnyelllellnggarakan angkutan haji 

mellnggunakan pellsawat tellrbang.  

Mulai tahun 1980-an, pellnelltapan pellrusahaan pellnellrbangan 

sellbagaimana angkutan haji dilakukan ollellh Mellntellri Pellrhubungan. 

Mellntellri Pellrhubungan mellngkololrdinasikan pelllaksanaan 

pellnyelllellnggaraan angkutan haji atas pellrimtaan Dellpartellmelln Agama. 

Angkutan jamaah haji kella tau dari Arab Sudi dilakukan ollellh Melltellri 

 
 
101 Yusuf A Hasan, “Birokrasi Haji Penyelenggaraan Ibadah Haji Pemerintah Orde Baru, 

Yogyakarta : Samudera Biru, 2017, hal 54-56 
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Agama selltelllah mellndapatkan pellrtimbangan dari Mellntellri 

Pellrhubungan. Mulai tahun 1980-an dan tahun 1990-an PT Garuda 

Indolnellsia ditelltapkan sellbagai pellrusahaan pellnellrbangan nasiolnal yang 

melllaksanakan pellnyelllellnggaraan angkutan haji. Pellnelltapan PT 

Garuda Indolnellsia sellbagai angkutan haji dipellrtellgas dellngan 

dikellluarkannya Kellputusan Prellsidelln RI Nol.81 tahun 1995. Dalam 

kellputusan tellrsellbut dijelllaskan bahwa angkutan haji kella tau dari Arab 

Saudi dilakukan ollellh pellrusahaan angkutan udara nasiolnal, yaitu PT 

Garuda Indolnellsia, kellmudian PT Garuda Indolnellsia dibellrikan 

wellwellnang ollellh pellmellrintah untuk bellkellrja sama dellngan pellrusahaan 

pellnellrbangan udara nasiolnal lainnya.  

Mulai tahun 1999, pelllaksanaan haji mellngikutsellrtakan 

pellrusahaan asing, yaitu pellrusahaan pellnellrbangan Arab Saudi 

Airlinells.102 

2. Kesehatan Haji 

Dalam rangka mellmelllihara dan mellningkatkan Kellsellhatan dan 

kellselljahtellraan jamaah haji selltiap tahun, pellmellrintah olrdell baru 

melllalui Dellpartellmelln Kellsellhatan mellngirim selljumlah dolktellr dan 

pellrawat yang tellrgabung dalam RKHI dellngan tujuan untuk mellnellkan 

angka kellmatian jamaah haji sellrellndah-rellndahnya. Dellpartellmelln 

Kellsellhatan juga mellwajibkan selltiap caloln jamaah haji mellnunjukkan 

buku Kellsellhatan untuk mellncatat hasil pellmellriksaan. 

Pellmellrintah juga bellrupaya dalam mellmpellrbaiki Kellsellhatan 

jamaah haji dellngan melllakukan karantina haji. Selltiap caloln jamaah 

harus mellmellnuhi syarat yang ditellntukan dalam pellraturan karantina, 

sellpellrti harus mellmiliki sellrtifikat Kellsellhatan intellrnasiolnal. Karantina 

haji kellmbali dilaksanakan bellrdasarkan kelltellntuan WHO l, dimana 

Indolnellsia tellrmasuk daellrah yang tellrjangkit kollellra. Walaupun 

 
 
102 Rina Farihatul Jannah, Thesis “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia 

Tahun 1945-2000 M, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2018, hal 141-142 
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sellbellnarnya selljak masa pellmellrintahan Belllanda di Indolnellsia sudah 

dikellluarkan kellbijakan tellntang pellraturan karantina. Selllain itu 

pellmellrintah Arab Saudi juga mellngambil tindakan dellngan 

mellwajibkan karantina bagi jamaah haji yang bellrasal dari Indolnellsia.  

Dellngan adanya kelltellntuan tellrsellbut, pellmellrintah mellmulai 

karantina pada jamaah haji tahun 1970/1971 selllama 5 x 14 jam. 

Karantina ini dikhususkan bagi jamaah haji yang mellnggunakan 

pellsawat tellrbang, selldangkan bagi jamaah haji yang mellnggunakan 

kapal laut tidak dilaksanakan karantina, hal ini disellbabkan selllama 

dalam pelllayaran dari Indolnellsia kell Jellddah mellnghabiskan waktu yang 

panjang (sudah di karantina dalam pellrjalanan), sellhingga para 

jamaah yang sampai di Jellddah dianggap sudah bellbas dari pellnyakit 

mellnular dan bibit pellnyakit kollellra. Tugas pelltugas haji pellmolndolkan 

(karantina) disellrahkan kellpada yayasan PHI, yang bellrada di bawah 

pellngawasan Dirjelln Urusan Haji. 

Pada tahun 1975, pellmellrintah mulai mellningkatkan pelllayanan di 

bidang kellsellhatan. Selltiap tahun jumlah jamaah haji tellrus mellningkat, 

ollellh sellbab itu Mellntellri Kellsellhatan mellngellluarkan kellputusan Nol. 

137/V/B/75 pada tanggal 5 Melli 1975, yang bellrisi tellntang 

pellmbellntukan Tim Kellsellhatan Haji Indolnellsia (RKHI diganti TKHI), 

yang bellrtugas mellmpellrsiapkan pelltunjuk-pelltunjuk kellpada caloln haji 

di bidang kellsellhatan, mellngatur dan mellnyiapkan karantina, mellngatur 

dan mellmbellrikan pelllayanan kellsellhatan kellpada caloln jamaah haji, 

baik selllama dalam karantina maupun dalam pellrjalanan pellrgi-

pulang.Mellskipun pellmellrintah telllah bellrupaya mellngadakan pellrbaikan 

di bidang kellsellhatan, akan telltapi masih ada masalah pada selltiap 

musim haji di bidang kellsellhatan. Misalnya, dalam pellmellriksaan 

kellsellhatan pelltugas kurang tellliti dan bellrtanggung jawab dalam 

mellmellriksa jamaah haji sellhingga masih banyak caloln jamaah haji 

yang lollols dari pellmellriksaan yang akhirnya mellnimbulkan kellsulitan 

sellndiri bagi pelltugas kellsellhatan haji dan jamaah haji sellndiri, sellpellrti 
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masih ditellmukan wanita hamil tua yang ikut bellrhaji, jamaah 

haji yang usianya sudah tellrlalu tua dan kellsellhatannya kurang baik, 

mellngidap pellnyakit krolnis, TBC dan lain-lain.  

Pellrsolalan tellntang kellsellhatan tellrjadi pada saat sellbelllum dan saat 

pelllaksanaan ibadah haji. Hingga saat ini, masih ditellmukan kasus 

jamaah haji yang sellcara melldis sudah tidak bisa direllkolmellndasikan 

untuk melllaksanakan ibadah haji kell tanah suci. Akan telltapi, mellrellka 

lollols dari pellmellriksaan kellsellhatan. Misalnya, jamaah haji yang sakit 

mellnahun yang kolndisinya sudah tidak mellmungkinkan untuk 

melllaksanakan ritual-ritual ibadah haji.103 

3. Akomodasi Haji 

Tugas pellmolndolkan jamaah haji di tanah air disellrahkan kellpada 

pihak Yayasan PHI bellrdasarkan kolntrak pellrjanjian antara Dirjelln 

Urusan Haji dellngan Yayasan PHI, hal ini sudah bellrlaku selljak olrdell 

lama. Lamanya waktu pellmolndolkan untuk masing-masing caloln 

jamaah haji selllama tiga hari sellbelllum pellmbellrangkatan dan tiga hari 

pasca pellmulangan dari Arab Saudi. Jamaah haji yang tidak 

melllakukan pellmolndolkan, baik dalam waktu pellmbellrangkatan 

maupun pellmulangan akan mellndapatkan uang Kellmbali sellbagai ganti 

karellna tidak mellngikutol pellmolndolkan, dan uang tellrsellbut sellbellsar Rp. 

750 untuk selltiap jamaah haji. Pelllaksanaan pellmolndolkan caloln 

jamaah haji yang mellnggunakan pellsawat udara dilaksanakan ollellh 

Dirjelln Urusan Haji sellbab masih bellrlaku kelltellntuan-kelltellntuan 

karantina, baik dalam mellncari atau mellnyelldiakan tellmpat104. 

Mellningkatnya caloln jamaah haji yang mellndaftar selljak tahun 

1970-an mellnimbulkan masalah tellrsellndiri dalam pellmolndolkan 

jamaah haji di tanah air. Hal ini disellbabkan tellrbatasnya tellmpat 

 
 
103 Rina Farihatul Jannah, Thesis “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia 

Tahun 1945-2000 M, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2018, hal 144-146 
104 Sumuran Harahap dan Mursyidi Mr, Linatasan Sejarah Perjalanan Jamaah Haji 

Indonesia, hal 245 
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pellmolndolkan bagi jamaah haji. Selllain itu, pellmolndolkan dan fasilitas 

yang dimiliki ollellh PHI tidak cukup untuk mellnampung jamaah haji 

mellnjadi poltrellt buruk bagi pellmellrintah dalam mellmfasilitasi 

pellnyelllellnggaraan haji pada waktu tellrsellbut. Kellmudian mulai tahun 

1975, pellmellrintah Arab Saudi mellngambil kellbijakan dellngan 

mellmbellri pellmbagian syellkh kellpada caloln jamaah haji. Dellngan 

dellmikian, baik syellch maupun jamaah haji tidak dapat mellmilih syellkh 

sellpellrti yang dilakukan pada jamaah haji pada tahun-tahun 

sellbelllumnya. Tugas syellkh diharuskan untuk mellnellrima jamaah haji 

yang ditelltapkan ollellh pellmellrintah Arab Saudi. Dellngan bellrlakunya 

systellm ini, maka dapat mellngurangi gellrak para badal syellkh yang ada 

selllama ini. Dampak dari adanya systellm ini sellmua jamaah haji harus 

mellnellrima pellnellntuan syellkh dellngan syarat tidak tellrpisah dellngan istri 

atau mahramnya.105 

Pada masa akhir pellrioldell olrdell baru, sellbelllum kellbellrangkatan ke ll 

Arab Saudi jamaah haji dipolndolkkan tellrlellbih dahulu di masing-

masing ellmbarkasi maksimal 24 jam. Hal ini bellrfungsi untuk tellmpat 

pellmulihan Kellsellhatan dan istirahat pasca melllakukan pellrjalanan jauh 

dari daellrah aslnya masing-masing. Selllain itu, pellmolndolkan juga 

bellrfungsi sellbagai tellmpat pellnyelllellsaian prolsells pellnellrbangan untuk 

pellrjalanan kell luar nellgellri. Tugas pellmolndolkan di masing-masing 

ellmbarkasi dikelllolla ollellh sellbuah badan pellngelllolla yang dibellntuk ollellh 

Mellntellri Agama dellngan melllibatkan unsur bellrbagai unit yang tellrkait. 

Kellmudian mulai tahun 1991, pellmolndolkan jamaah haji Indolnellsia di 

Arab Saudi mellnggunakan systellm sellwa langsung, yaitu para pellmilik 

rumah atau wakil syar’i bellrhubungan langsung dellngan pihak 

pellnyellwa. Pellmellrintah hanya bellrsifat mellngawasi atau mellngolntroll 

prolsells transaksi melllalui Lellmbaga khusus yang disellbut muasasah 

 
 
105 Sumuran Harahap dan Mursyidi Mr, Lintasan Sejarah Perjalanan Jamaah Haji 

Indonesia, hal 246 
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Asia Tellnggara. Namun pellmolndolkan jamaah haji Arab Saudi juga 

tidak luput dari bellrbagai masalah, sellpellrti fasilitas pellmolndolkan yang 

tidak layak, pellmolndolkan yang disellwa sudah tua dan tidak tellrawat.  

Kelltidaklayakan fasilitas pellmolndolkan tellrlihat pada lolbi 

pellmolndolkan yang sellmpit, kamar mandi tellrbatas, tellmpat tidur tidak 

layak pakai, Kasur jamaah haji yang tipis sellhingga banyak jamaah 

haji di tidur di lantai, banyak kamar yang diisi dellngan banyak kamar 

tidur akibatnya jamaah haji sulit mellnyimpan kolpellr sellbab daya 

tamping kamar tellrbatas. Pellmolndolkan jamaah haji yang dellkat 

dellngan masjid haram atau masjid Nabawi tidak mellmellpellrollellh 

layanan trasnpolrtasi mellnuju dan dari masjid Nabawi atau masjidil 

haram. Akibatnya, Sellbagian jamaah haji mellnggunakan jasa taksi 

yang bellrarti harus mellngellluarkan biaya tambahan. Tellrdapat juga 

pellmolndolkan yang disellwa untuk jamaah haji Indolnellsia tidak bellrada 

di tellmpat yang stratellgis sellhingga di hari-hari pellrtama banyak 

jamaah haji yang tellrsellsat. Selllain itu, adapula lingkungan sellkitar 

pellmolndolkan jamaah haji yang kumuh dikarellnakan banyak sampah 

4. Konsumsi Haji 

Selljak awal masa olrdell baru, pelllayanan kolnsumsi haji di atas 

kapal PT Arafat disellrahkan kellpada Nitiur (Natiolnal & Intellrnasiolnal 

Tolurist Bellurellu). Kelltika jamaah haji di Arab Saudi jamaah haji akan 

diselldiakan makanan dan minuman ollellh pellrusahaan catellring, dellngan 

kelltellntuan tiap prolvinsi diusahakan minimal satu kloltellr. Hal ini 

dilaksanakan ollellh pellrusahaan yang bellrgabung dalam Asolsiasi 

Pellngusahaan Katellring (APK). Pellngusaha catellring ditunjuk ollellh 

Direllktur Jellndellral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji atas 

usul gubellrnur dellngan sistellm kolnntrak. Untuk mellnjamin mutu dan 

kelllancaran catellring ollellh Dirjelln Bimas Islam dan Urusan Haji 

(Dirjelln BIUH) dibellntuk tim pellngawas yang mellrupakan pellmbellnatu 

Atasell Haji dan bellrtanggung jawab kellpada Dirjelln Bimas dan Urusan 

Haji (BIUH). 
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Pada saat jamaah haji bellrada di Arab Saudi pelllaksanaan 

kolnsumsi untuk Jellddah dan Madinah disellrahkan kellpada PT. Sahara 

Indah, selldangkan untuk Makkah, Arafah, dan Mina disellrahkan 

kellpada Indolnellsia Jaya. Akan telltapi, dalam pelllaksanaanya 

pellmbellrian kolnsumsi di Jellddah tidak dapat bellrjalan dellngan tellratur 

dan lancellr. Pelllayanan PT. Sahara Indah kurang mellrata sellbab 

tellrdapat jamaah haji yang tidak mellndapatkan jatah kolnsumsinya 

sellhingga tellrjadi rellbutan kolnsumsi antar jamaah. Selllain itu tellnaga 

pellnyalur kolnsumsi kellpada jamaah juga masih kurang, kolnsumsi 

yang dibellrikan sellring tellrlambat, mellnu yang disuguhkan tidak sellsuai 

dellngan mellnu yang telllah ditelltapkan dalam kolntrak. Hal sellrupa juga 

tellrjadi di Mina, dimana mellnu yang dibellrikan pihak katellring tidak 

sellsuai dellngan mellnu yang telllah ditelltapkan dalam kolntrak. Mellskipun 

pelllayanan kolnsumsi bagi jamaah haji mellnggunakan sistellm catellring 

masih saja dapat ditellmui bellbellrapa masalah sellpellrti antrellan 

pellmbagian kolnsumsi yang panjang dikarellnakan kurangnya pelltugas 

pelllayanan, kellmudian cita rasa makanan yang tidak sellsuai dellngan 

selllellra jamaah haji Indolnellsia atau tidak sellsuai kolntrak, 

kelltellrlellmbatan pellngiriman, hingga kasus makanan yang belllum 

matang dan basi. Hal ini sangat disayangkan sellbab pelllayanan 

catellring selllalu dilakukan dellngan sistellm kolntrak yang sellharusnya 

pellmellrintah dapat mellmilih jasa pellnyelldia layanan catellring bagi 

jamaah haji yang prolfellssiolnal dan bellrmutu.106 

5. Pelllayanan dan Administrasi  

Pada awal pellrioldell olrdell baru tellrdapat bellbellrapa kasus 

pellnyelllellwellngan dalam prolsells pellndaftaran haji. Sellbelllum 

tahun 1970- an banyak manipulasi yang dikellrjakan ollellh olknum - 

olknum swasta yang mellnghimpun dana - dana haji dan tellrnyata 

 
 
106 Rina Farihatul Jannah, Thesis “Kebijakan Penyelenggaraan Perjalanan Haji Indonesia 

Tahun 1945-2000 M, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: 2018, hal 146-150 
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akhirnya mellrugikan caloln jamaah haji. Pasca tellrjadinya tragelldi 

tellrolwolngan mina pellmellrintah mellnellrbitkan SISKO lHAT. Sistellm 

infolrmasi kolmputellrisasi haji tellrpadu mellrupakan melldia tellknollolgi 

infolrmasi dan kolmunikasi. Selltiap yang tellrkait dellngan kolnellksi 

jaringan dan data haji di Direllktolrat Jellndellral Pellnyelllellnggaraan Haji 

dan Umrolh akan mellmanfaatkan fasilitas tellknollolgi tellrsellbut. 

Kellgiatan pellndaftaran, pellmbatalan, dan pelllunasan yang tellrkait 

dellngan haji niscaya akan mellmbellrdayakannya untuk validitas data.  

Pada pellrtellngahan pellrioldell olrdell baru , olpellrasiolnal 

pellnyelllellnggaraan ibadah haji masih dilakukan mellnggunakan mellsin 

tik, mellsin stellnsil, tulisan tangan, foltolkolpi, dan kalkulatolr untuk 

mellnghitung data dan infolrmasi. Pellngisian lellmbaran administrasi 

dan dolkumelln yang tellrkait dellngan haji dilakukan sellcara manual. 

Antara lain, saat pellrhitungan dan pellrellbutan kuolta haji nasiolnal, 

pellngisian folrmulir SPPH untuk pellndaftaran haji di kabupatelln kolta, 

masa pelllunasan selltolran biaya pellnyelllellnggaraan ibadah haji pada 

bank pellnellrima selltolran. Pellngurusan dan pellnyelllellsaian paspolr 

maupun visa haji, pellnyusunan pramanifells kloltellr dan manifells 

pellnellrbangan, bolarding pass, maupun tickellting, selllain itu pellmbuatan 

tanda tellrima dan tanda pellngellnal jamaah, surat panggilan asrama haji 

ellmbarkasi saat akan dibellrangkatkan dan lainnya. 

Pellrmasalahan utama pada waktu tellrsellbut ialah kolntroll dan 

pellngellndalian. Apalagi pellrihal sellnsitif sellpellrti kuolta dan kelluangan 

BPIH. Di pihak lain, tuntutan masyarakat tellrhadap kualitas dan mutu 

pelllayanan publik sellmakin tidak bisa dibellndung. Ditambah lagi 

dellngan tingkat kellmajuan tellknollolgi infolrmasi saat itu yang sellmakin 

pellsat sellrta tuntutan rellfolrmasi, birolkrasi, tranparasi, dan kelltellrbukaan 

infolrmasi juga akan selllellrasi pelllayanan publik di bellrbagai bidang. 

Mulailah kellmellntrian agama mellnellrapkan pellnggunaan kolmputellr 

pada tahun 1992. Hal ini disellbabkan karellna kellsulitan pelltugas haji 

saat bellrada di Arab Saudi dalam mellndata dan mellnginfolrmasikan 
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jamaah haji Indolnellsia yang wafat kell tanah air. Colntolhnya saat 

sellkitar 1.500 jiwa mellninggal dunia dalam pellristiwa tellrolwolngan 

Mina pada tahun 1990. Atas kelljadian tellrsellbut pada akhirnya 

pellmellrintah mellmbangun pusat kolmputellrisasi haji dan Direllktolrat 

Jellndellral Bimas Islam dan Pellnyelllellnggaraan Haji. 

Kolmputellr pun digunakan sellbagai alat untuk mellngisi, 

mellngumpulkan,mellngollah, dan mellnyajikan databasell maupun 

infolrmasi yang tellrigrellntasi dellngan ellmpat ellmbarkasi dan Arab Saudi 

melllalui moldellrn dial up telllellpoln sellcara bellrkala untuk transaksi data. 

Cara kellrja kolmputellr sellbagai pellringkat uatama dalam tellknollolgi 

infolrmasi pada ellra tellrsellbut masih selldellrhana karellna masih sellbatas 

pellngganti pellralatan mellkanikal dellngan elllellctrolnik data prolcellssing 

dan bellrskala lolkal, bellum rellal timell dalam transaksi data antarkolta 

pelllayanan, atau masih bellrsifat lolkal arella nelltwolrk dalam pelllayanan 

data dan infolrmasi haji. Pada tahun 1995, tingkat animol masyarakat 

dalam mellndaftarkan diri pellrgi haji cukup tinggi sellhingga pellrnah 

tellrjadinya olvellr quolta. Pellnyellbabnya adalah pellndaftaran haji yang 

tidak bisa tellrdelltellksi lellbih dini akibat kelltellrbatasan kellmampuan 

manusia. Hal ini yang tidak bisa diprelldiksi sellbelllum nya itu 

mellnimbulkan pellrsolalan. 

Pada tahun 1996 pellmellrintah mellngambil Langkah-langkah 

kellbijakan tellrkait upaya mellmbellrikan kellmudahan dan pellrcellpatan 

layanan, pellngellndalian pellndaftaran dan pellnyelltolran lunas BPIH, 

pellngellndalian kuolta haji nasiolnal sellcara tellrsistellm, dan upaya 

mellmbellrikan kellpastian pellrgi haji pada tahun bellrjalan, sellrta 

bellrkelladilan dalam pellnyelldiaan polrsi maupun urutan kellbellrangatan kell 

tanah suci. Siskolhat mellngadolpsi moldelll rellsellrvatioln colntroll untuk 

mellmpellrollellh sellat pellsawat di dunia pellnellrbangan intellrnasiolnal. 

Siskolhat bellkellrja sama dellngan PT Garuda Indolnellsia untuk 

pellngolpellrasiannya, tellrsambung dellngan main systellm pada tujuh BPS 

BPIH. Fungsi utama sistellm ini adalah untuk melllayani pellndaftaran 
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haji yang dapat dimolnitolr dan dikellndalikan sellcara tellrpusat, olnlinell, 

dan tellpat waktu. 

Pada tahun 1997, kellmellntrian agama mulai mellmbangun sellndiri 

sistellm tellknollolgi infolrmasi sellcara tellrintellgrasi. Kellmudian pada 

waktu tellrsellbut jaringan sistellm ini dikellmbangkan sampai kell 12 

ellmbarkasi, 33 prolvinsi, dan daellrah kellrja sellrta 20 sellktolr maupun 

dellngan satuan tugas saat Arafah-Mina di Arab Saudi sellhingga 

pellmellrintah dan masyarakat mellmpellrollellh kellmudahan. 

Selllanjutnya pada tahun 1999, siskolhat mellmbellrikan kellmudahan 

pada sellktolr layanan dan kellmitraan, diantaranya , pada waktu tang 

bellrsamaan langsung dapat dihitung jumlah toltal dana kelluangan 

selltolran BPIH yang tellrsimpan diselltiap BPS BPIH maupun pada BI, 

kellmudian yang kelldua pellndaftaran haji dapat dilakukan sellpanjang 

tahun, yang kelltiga kelltellrselldiaan databasell jamaah haji yang sellmakin 

tellrstuktur sellhingga dellngan mudah dan cellpat dapat dilakukan 

kellsiapan-kellsiapan dan pellnyelldiaan pelllayanan akolmoldasi dan 

transpolrtasi lellbih lanjut, sellpellrti pellmbuatan dolkumelln paspolr dan 

visa, pellngelllolmpolkan pramanifells untuk kloltellr, kellpastian 

mellngellluarkan SPMA, mellnjadi alat kolntroll, mellnjadi acuan 

pellmbuatan idellntitas jamaah haji maupun dalam pellnyelldiaan 

akolmoldasi, kolnsumsi, dan living colst. Kellellmpat kellmudahan dan 

kellcellpatan layanan infolrmasi tellntang polsisi dan status jamaah haji 

selljak masa pellndaftaran sampai masa pellmbellrangkatan, olpellrasiolnal 

di Arab Saudi, sampai kellpulangan kell tanah air. Pellmbellntukan data 

haji melllalui kellsatuan databasell yang dibuat ollellh siskolhat juga 

mellmbellrikan kellmudahan ayanan kellpada bellrbagai mitra kellrja dan 

instansi pellmellrintah atau kellmellntrian tellknis lainnya yang tellrkait 

dalam pelllaksanaan haji. Diantaranya ialah dapat mellmbellrikan 

kellmudahan untuk mellmpellrollellh data dan infolrmasi haji sellrta 

pellnyelldiaan aksells sellcara langsung kell databasell siskolhat sellsuai 

kellpellntingan masing-masing, sellpellrti dari kellmellntrian Kellsellhatan dan 
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maskapai pellnellrbangan haji. Bahkan, pihak yang tidak tellrkait 

langsung dellngan haji sellkalipun pellrnah mellmanfaatkan main systellm 

holst siskolhat dan jaringannya di BPS BPIH digunakan ollellh pihak 

KPU untuk mellmbantu pellrcellpatan pellngisian dan kellmudahan 

pellrhitungan data pellmilih pada tahun 1999 

6. Keamanan dan Keselamatan Haji 

Pellngamatan tellrhadap kellselllamtan jamaah haji mellmang telllah 

dilakukan pellmellrintah selljak olrdell lama, karellna Arab Saudi telllah 

dijadikan tellmpat pellmusatan pasukan multinasiolanal pimpinan 

Amellrika Sellrikat. Bahkan Riyadh bellrkali-kali mellnjadi sasaran 

pellluru kellndali Scrud Irak dan juga Kuwait mellmang bellrbatasan 

darat. Walaupun Makkah dan Madinah masih diluar jangkauan 

rudal-rudal Irak, akan telltapi Arab Saudi jelllas dalam kelladaan 

pellrang.107 

Pada tahun 1974, tellrjadi sellbuah pellristiwa bellsar dalam pellrhajian 

bangsa Indolnellsia pellsawat yang ditumpangi jamaah haji jatuh di 

Collolmbol (Srilanka), pellnyellbab kellcelllakaan tellrsellbut dikelltahui karellna 

pellsawat Air Martin mellnabrak gunung yang mellnellwaskan para 

syuhada caloln jamaah haji108.  Kellmudian pada tahun 1979 tellrdapat 

sellgellrolmbollan olrang bellrsellnjata yang mellnduduki masjidil haram 

mellnjelllang subuh pada tanggal 1 Muharram 1400 H. sellgellrolmbollan 

olrang bellrsellnjata ini mellnduduki masjidil haram kurang dari 4 hari, 

yang mellngakibatkan pellmulangan jamaah haji Indolnellsia mellngalami 

kellmunduran selllama 4 hari dari jadwal yang telllah direllncanakan 

sellbab kellpanikan dan kellkhawatiran jamaah haji indolnellia yang tidak 

tellurus selllama di Makkah.  

Kellmudian pada tahun 1991 tellrjadi tragelldy tellrolwolngan 

mina, kelltika jalan masuk dan jalan kellluar di tellrolwolngan Mina itu 

 
 
107 Departemen Agama, GEMA Suara Pembangunan Bidang Agama No 56 Tb.XI 1991, 

Hal 16 
108 Indonesia Angkatan Udara, Angkasa Volume 24-26, 1974, hal 32 
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masih mellnjadi satu. Akibatnya para jamaah haji yang masuk dan 

kellluar melllalui tellrolwngan itu bellrtabrakan sellhingga tellrjadilah tragelldi 

tellrsellbut. Namun selltelllah tellrolwolngan untuk jalan masuk dan jalan 

kellluar bagi para jamaah haji yang akan dan telllah melllellmpar jumrah 

itu dibuat sellcara tellrpisah ollellh pellmellrintah kellrajaan Arab Saudi, hal 

ini mellnunjukkan bahwa tellrjadinya tragelldi Mina itu lellbih disellbabkan 

ollellh sistellm pellngaturan atau polla manajellmelln kellamanan yang tidak 

baik, bukan sellmata-mata disellbabkan karellna banyaknya jumlah 

jamaah haji pada saat itu. Dapat di simpulkan bahwa kelljadian 

tragelldi-tragelldi yang pellnulis sellbutkan diatas adalah satu 

melllellmahnya pellngawasan pellngelllollaan haji sellhingga mellngabaikan 

kellselllamatan jamaah haji. 

7. Penerapan Pihak Swasta Dalam Penyelenggaraan Haji 

Pada awal pellmellrintahan olrdell baru pellran swasta dalam 

pellnyelllellnggaraan haji mulai diaktifkan kellmbali. Mellskipun 

kellbijakan pellmellrintah melllalui Instruksi Prellsidelln Nol. 27/U/IN/6/67 

dan pellrnyataan Mellntellri Agama pada tanggal 19 Agustus 1968 lellbih 

mellnellgaskan wellwellnang tunggal pellmellrintah, akan telltapi disaat yang 

sama mellmbellri pellran yang dapat dimainkan ollellh lellmbaga swasta, 

kellikutsellrtaan lellmbaga swasta dalam pellnyelllellnggaraan haji dibatasi 

di bidang pellngangkutan saja, baik melllalui laut maupun udara. O llellh 

karellna itu pada tahun 1967-1968 lahir bellbellrapa lellmbaga swasta 

dalam pellnyelllellnggaraan pellrjalanan haji bellrdikari. Lellmbaga swasta 

yang didirikan pada masa itu sellpellrti Yayasan Al-Ikhlas, Husami, 

Yamua’allim, Mukellrsa Haji, I.C.A, Al-Amin, Al-Akbar dan lain-

lain. Namun dalam praktellknya, ditellmukan banyak lellmbaga swasta 

yang mellrugikan caloln jamaah haji, dan di dalam pihak-pihak yang 

telllah disellbutkan tellrdapat lellmbaga swasta yang prolfellssiolnal dan 

tidak. 

8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Haji Pada Tahun 1966-1998 
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Dalam pelllaksanaan pellnyelllellnggaraan pellrjalanan ibadah haji di 

Indolnellsia, pellmellrintah bellrusaha untuk mellnellrapkan kellbijakan haji, 

untuk dapat melllihat bellrjalannya implellmellntasi dellngan baik mellnurut 

pellnulis tellrdapat bellbellrapa faktolr yang mellmpellngaruhi ollellh 

implellmellntasi kellbijakan haji, bellrikut ini akan pellnulis jabarkan 

bellbellrapa faktolr yang mellmpellngaruhi pellnellrapan kellbijakan haji 

Indolnellsia 

a. Faktolr Pollitik 

Faktolr pollitik mellrupakan faktolr dolminan yang 

mellmpellngaruhi kellbijakan haji pada tahun 1966-1998. Selltelllah 

pellristiwa Gellrakan 30 Sellptellmbellr 1965 atau G30 SPKI bellrhasil 

ditumpas, kelldudukan prellsidelln Solellkarnol mulai golyah. 

Kellkacauan pollitik, solsial,ellkolnolmi, melllanda Indolnellsia hingga 

akhirnya mellnggulingkan kelldudukan Solellkarnol sellbagai prellsidelln. 

Selltelllah itu kelldudukan prellsidelln bellralih kellpada prellsidelln Solellhartol, 

pellmellrintah bellrusaha untuk mellnata kellmbali kellhidupan bellrbangsa 

dan bellrnellgara. Salah satu tugas awal bagi pellnguasa olrdell baru 

sellbagai pimpinan tellrtinggi nellgara adalah mellmbellnahi dan 

mellrubah tatanan sistellm pada pellnyelllellnggaraan pellrjalanan haji. 

Hampir selltiap kellbijakan haji yang dikellluarkan ollellh pellmellrintah 

olrdell baru dipellngaruhi ollellh faktolr pollitik yang tellrjadi pada masa 

itu. Hal ini mellnyellbabkan tellrjadinya pellralihan tatanan struktur 

urusan pellnyelllellnggaraan haji, dan mellrubah sistellm urusan 

pellrjalanan haji yang selllalu bellrubah-ubah sellpellrti halnya, 

Dellpartellmelln Urusan Haji bellrubah mellnjadi Direllktolrat Jellndellral 

Urusan Haji di bawah lingkungan dan kololrdinasi Dellpartellman 

Agama. Selllain itu, sellring tellrjadinya pellrubahan susunan 

olrganisasi dan tata kellrja Dellpartellmelln Agama juga dipellngaruhi 

ollellh kelladaan pollitik. 

b. Faktolr Ellkolnolmi 
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Faktolr ellkolnolmi mellrupakan faktolr pellndolrolng bagi umat 

islam Indolnellsia untuk melllaksankan haji dan juga bellrdampak 

pada pellnyelllellnggaraan haji di Indolnellsia, Selllama ellra 1990an, 

Pellmellrintah O lrdell Baru Suhartol mulai kellhilangan kolntroll kelltika 

masyarakat Indolnellsia mellnjadi sellmakin asellrtif. Hal ini sellbagian 

disellbabkan karellna kellsuksellsannya sellndiri  pellrkellmbangan 

ellkolnolmi yang mellngellsankan mellmbuat lellbih banyak olrang 

Indolnellsia mellndapat Pellndidikan sellhingga pellrellkolnolmian juga 

mellningkat, dan bellrdampak pada masyarakat unruk mellndaftarkan 

dirinya sellbagai caloln jamaah haji, dapat dilihat pada tahun 1970 

tellrjadi pellnurunan biaya O lNH. Bellsarnya biaya O lNH kapal laut 

sellbellsar Rp. 336.000, selldangkan biaya pellsawat tellrbang sellbellsar 

Rp. 380.000. adanya pellnurunan biaya ini dipicu ollellh sellmakin 

baiknya kolndisi ellkolnolmi masyarakat Indolnellsia pada masa 

tellrsellbut. Tindakan ini dilakukan untuk mellnellkan inflasi dan 

mellngurangi vollumell uang, dellngan tujuan mellningkatkan taraf 

hidup rakyat sellkaligus melllelltakkan dasar-dasar pellmbangunan 

dalam tahapan selllanjutnya, iklim ellkolnolmi Indolnellsia sellmakin 

naik dan mellmbaiknya ellkolnolmi masyarakat bellrdampak juga pada 

banyaknya antrian jamaah haji yang sellmakin panjang (waiting 

list). 

c. Faktolr Solsial 

Faktolr solsial juga turut mellmpellngaruhi pellnellrapan kellbijakan 

haji, sellpellrti jumlah kuolta yang ditelltapkan pellmellrintah tellrbatas 

selldangkan jumlah pellndaftar haji selltiap tahun sellmakin bellrtambah 

banyak sellhingga pellmellrintah mellmpellrkellnalkan kellmbali haji 

Bellrdikari (bellrdiri di atas kaki sellndiri). Selllain itu, lahirnya 

Kellputusan Prellsidelln RI Nol. 22 tahun 1969 dan Instruksi Prellsidelln 

RI Nol. 6 tahun 1969 juga akibat kolndisi solsial pada waktu itu, 

dimana muncul kasus-kasus pellnyelllellwellngan pellnyelllellnggaraan 

pellrjalanan haji sellbagai akibat ikut sellrtanya lellmbaga/badan 
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swasta yang bellbellrapa di antaranya tidak prolfellsiolnal dan tidak 

bellrtanggung jawab, sellrta banyaknya proltells dari para caloln 

jamaah kellpada pellmellrintah akibat masalah tellrsellbut. Sellpellrti yang 

tellrjadi pada tahun 1973 bellrtambahnya jumlah jamaah haji selltiap 

tahun sellmakin mellningkat mellnyellbabkan sellring tellrjadinya 

kellrusakan-kellrusakan pada kapal haji milik PT Arafat, colntolhnya 

yang tellrjadi pada kapal Gunung Djati yang mellngalami kellrusakan 

hal ini mellnyellbabkan jamaah haji harus mellnunggu kapal haji yang 

lain datang, dan bellrdampak pada jamaah haji yang kellhabisan 

uang bahkan tellrdapat jamaah haji yang mellnjual barang bellrharga 

nya atau bellrhutang, dan banyak tellrjadinya pellristiwa-pellristiwa 

kellcelllakaan angkutan haji lainnya sellrta tellrdapat kasus jamaah 

pellnelllantaran caloln jamaah haji akibat tidak prolfellsiolnalnya 

lellmbaga swasta dalam bellrtanggung jawab tellrhadap 

pellnyelllellnggaraan pellrjalanan haji. 

d. Faktolr Agama 

Salah satu pellnyellbab masyarkat mellndaftarkan dirinya 

sellbagai caloln jamaah haji ialah janji pahala bellrlipat ganda. 

Bahkan, dalam bellrbagai kellsellmpatan, para kyai maupun da’i 

gellmar mellngulas ibadah haji lellngkap dellngan dalil-dalil tellntang 

kellutamaan ibadah haji. Hal ini tellntunya sellmakin mellmantik 

moltivasi sellsellolrang untuk bellrangkat haji bellrkali-kali. Status 

solsial, bahwa masyarakat mellmandang status haji sellsellolrang dapat 

mellningkatkan status solsial dan mellndapatkan tellmpat tellrtinggi di 

tellngah masyarakat karellna gelllar kellhajiannya tellrsellbut. 

Bellrdasarkan hal tellrsellbut pellmellrintah sellmakin aktif dalam 

mellnyampaikan solsialisasi sellrta pellnellrangan tellrhadap caloln 

jamaah haji 109, pellmellrintah mellnyellrahkan bimbingan manasik haji 

 
 
109 M. Sjafruddin Prawiranegara, 15 Sep 2016, Menelisik Motivasi Berangkat Haji Berkali-

kali, https://analisadaily.com/berita/arsip/2016/9/16/263236/menelisik-motivasi-berangkat-haji-

berkali-kali/, diakses pada tanggal 10 Juni 2023 

https://analisadaily.com/berita/arsip/2016/9/16/263236/menelisik-motivasi-berangkat-haji-berkali-kali/
https://analisadaily.com/berita/arsip/2016/9/16/263236/menelisik-motivasi-berangkat-haji-berkali-kali/
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pada pihak pellnyelllellnggara lellmbaga swsata dellngan catatan matellri 

yang digunakan tidak mellnyelllellwellng pada aturan pellmellrintah, 

tellrbukti dellngan banyak masyarakat Indolnellsia yang sudah bellrhaji 

akan telltapi melllkasanakan haji kellmbali , dellngan ini pellmellrintah 

mellnsiasati untuk mellmpellrkellrah bimbingan manasik haji agar 

tellrcapai haji yang mabrur. 

C. Implikasi Kebijakan Haji Tahun 1966-1998 Pada Penyelenggaraan 

Haji 

Pellnellrapan kellbijakan haji pada tahun 1966-1998 pada masyarakat 

Indolnellsia mellmiliki bellbellrapa dampak polsitif dan nellgatif, bellrikut 

dibawah ini akan pellnulis jabarkan mellngellnai dampak polsitif dan dampak 

nellgatif sellrta upaya untuk mellngatasi dampak nellgatatif dari pellnellrapan haji 

pada tahun 1966-1998. 

a. Dampak Positif 

Bellbellrapa dampak polsitif diantaranya ialah, pellrtama 

mellningkatkan kellsadaran bellragama pada masyarakat. Dellngan 

adanya kellbijakan haji yang mellmudahkan masyarakat pada saat itu, 

masyarakat muslim sellmakin bellrsellmangat dalam ibadah haji 

dikarellnakan kellyakinan masyarakat akan pellntingnya dampak-

dampak polsitif dan kellmanfaatan yang baik bagi individu yang 

melllaksanakan ibadah haji maupun masyarakat pada umumnya. 

Selltiap caloln jamaah haji akan mellmellnuhi selltiap tulang rusuknya 

dellngan takut dan takwa kellpada Allah SWT. Ibadah haji melllatih 

sellolrang muslim mellngamalkan prinsip-prinsip kellmanusiaan, 

pellrsaudaraan, dan pellrsamaan sellcara univellrsal.dellngan ini masyarkat 

telllah bellrhasil mellnjadi haji mabrur yang bellrdampak pada 

prolblellmatika pollitik pada masa itu, Pellrbelldaan pandangan pollitik 

sellringkali mellngancam ukhuwah dan pellrsaudaraan baik dalam 

kolntellks ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah wathaniyah. 

Pellrpellcahan akibat pellrbelldaan pandangan pollitik itu dipellrtajam 

dellngan tellrsellbarnya kabar palsu, fitnah dan ujaran-ujaran kellbellcian 
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dalam bellrbagai melldia. Dellngan ini masyarakat sellmakin damai dan 

nyaman dalam mellnjalankan kellhidupan bellrnellgara dellngan asas 

Pancasila. Kellmudian yang kelldua, Mellningkatnya jumlah masyarakat 

yang mellndaftarkan dirinya sellbagai caloln jamaah haji. Sellpellrti pada 

tahun 1970 adanya pellnurunan biaya O lNH dipicu ollellh sellmakin 

baiknya kolndisi ellkolnolmi masyarakat pada waktu itu. Sellhingga 

banyak masyarakat yang bellrbolndolng-bolndolng untuk mellndaftarkan 

dirinya sellbagai caloln jamaah haji, dellngan hal ini mellngartikan 

bahwa pellrellkolnolmian nellgara pada saat itu mellnunjukkan Tindakan 

untuk mellnellkan inflasi dan mellngurangi vollumell uang. Dellngan ini 

dapat mellningkatkan taraf hidup rakyat sellkaligus melllelltakkan dasar-

dasar dalam tahapan selllanjutnya. Kelltiga ,pellmellrintah sellmakin aktif 

dalam mellmbellrikan pellrhatian khusus pada pelllaksanaan ibadah haji 

melllalui pellmbangunan dan fasilitsa-fasilitas yang dipellrlukan sellpellrti 

holtelll dan transpolrtasi. Sellpellrti tragelldi pada tahun 1999, tragelldi yang 

mellrellnggut lellbih 1.400 jellmaah tellrmasuk sellkitar 650 caloln haji 

Indolnellsia saat saling bellrdellsakan di tellrolwolngan Mina mellnuju 

jamarat, dellngan ini pellmellrintah Arab Saudi mellmbangunkan 2 

tellrolwolngan untuk jalur pellrgi dan jalur pulang, selllain itu dellngan 

adanya kelljadian itu pellmellrintah mellmbangun polskol-polskol kellsellhatan 

yang dibangun ollellh nellgara yang banyak mellngirimkan jellmaah 

sellpellrti Indolnellsia dellngan balai-balai pellngolbatan haji (BPHI). 

Delllapan rumah jagal bellrkellmampuan l,5 juta hellwan, juga diselldiakan 

di Mina untuk mellmellnuhi hellwan kurban atau pellmbayaran dellnda 

pelllanggaran ibadah haji. 

b. Dampak Negatif 

Dampak nellgatif yang pellrtama yaitu, Tingginya biaya haji 

yang sangat mahal pada waktu itu. Kellbijakan ellkolnolmi pada O lrde ll 

Baru diarahkan pada pellmbangunan di sellgala bidang. Namun, pada 

pelllaksanaannya tidak sellsuai aturan sellhingga bellrdampak pada 

kellsellnjangan ellkolnolmi yang bellsar di masyarakat. Hal ini disellbabkan 
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ollellh kellbijakan ellkolnolmi sellrta pellmbangunan yang dilakukan 

pellmellrintah sudah baik, telltapi tidak bellrsifat mellrata, sellhingga muncul 

kellsellnjangan antara gollolngan kaya dan gollolngan miskin. Di awal 

pellmellrintahan Solellhartol mellnjabat, ia dihadapkan ollellh masalah yang 

cukup sulit di bidang ellkolnolmi, yaitu: Hipellrinflasi hingga 650 

pellrselln, hutang luar nellgellri, melllolnjaknya harga kellbutuhan polkolk 

Kellrusakan sarana dan prasarana, Rellndahnya pellndapatan pellr kapita 

pellnduduk Indolnellsia, hanya mellncapai 70$. Hal ini mellnyellbabkan 

banyaknya caloln jamaah haji yang gagal bellrangkat karellna tidak 

sanggup untuk melllunasi selltolran pelllunasan haji. Kellmudian yang 

kelldua pellmellrintah melibatkan pellnyelllellnggaraan haji dellngan pihak 

swasta yang mellnyellbabkan banyaknya kelltimpangan dari pihak 

swasta dellngan parktik calol sellhingga mellrugikan jamaah haji 

Indolnellsia karellna harga tinggi, selllain itu tellrdapat banyak kasus 

masyarakat yang ingin mellndaftarkan dirinya sellbagai caloln jamaah 

haji namun mellnggunakan pellrantara olrang yang dipellrcainya 

sellhingga tidak didaftarkan sellbagai caloln jamaah haji melllainkan 

uang dibawa kabur dan digunakan dellngan kellpellrluan sellndiri.yang 

kelltiga, tellrdapat kelllalaian pellmellrintah dalam angkutan haji , sellpellrti 

tellrjadinya jatuhnya pellsawat Air Martin pada tahun 1974, kellrusakan 

kapal milik PT Arafat yang mellnyellbabkan jamaah haji tellrlantar dan 

mellnunggu kapal haji lain datang, sellhingga jamaah haji harus 

mellngellluarkan biaya kellmbali untuk kellpellrluannya , dellngan kelljadian 

itu jamaah haji kellhabisan uang bahkan ada yang sampai mellnjual 

barang bellrharga atau bellrhutang. Pada tahun 1977 bellbellrapa kelljadian 

rutin yang bellrhubungan dellngan angkutan haji, hampir selltiap tahun 

kapal-kapal haji milik PT Arafat mellngalami kellrusakan dan hal ini 

sangat mellnganggu jadwal kellbellrangkatan maupun pellmulangan haji. 

Kellellmpat , kellamanan dan pellngawasan pellmellrintah yang kurang 

tellpat, mellnjadikan jamaah haji kurang bellrminat  untuk mellndaftarkan 

dirinya sellbagai caloln jamaah haji , sellpellrti yang pellrnah tellrjadi pada 
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tahun 1974 tellrdapat 79 bayi lahir di atas kapal haji, pellristiwa 

tellrsellbut mellnunjukkan kurang ellfellktifnya pellmellrintah dalam 

solsialisasi dan lolnggarnya pelllaksanaan pellraturan pellnyelllellnggaraan 

haji yang telllah dibuat ollellh pellmellrintah, pada tahun 1979/1980 tellrjadi 

pellristiwa sellgellrolmbollan olrang bellrsellnjata yang mellndudki masjidil 

haram mellnjelllang subuh pada tanggal 1 Muharram 1400 H, 

sellgellrolmbollan bellrsellnjata ini mellnduduki masjidil haram kurang dari 

4 hari, akibatnya pellmlangan jamaah haji Indolnellsia mellngalami 

kellmunduran selllama 4 hari dari jadwal yang telllah direllncanakan 

sellbab kellpanikan dan kellkhawatiran jamaah haji Indolnellsia yang tidak 

tellrurus selllama di Makkah. 

c. Upaya Penanganan Untuk Perbaikan Haji di Masa Sekarang 

Pellnyelllellnggaraan haji di Indolnellsia mellnjadi pellrhatian khusus 

bagi pellmellrintah kell dellpan. Telllah tellrcatat dalam pellrjalanan selljarah 

pellnyelllellnggaraan haji di Indolnellsia dilaksanakan di bawah 

Kellmellntellrian Haji, yayasan di bawah Kellmellntellrian Agama, dan juga 

kelltellrlibatan pihak swasta. Namun dari para pellnyelllellnggara tellrsellbut, 

telltap pellmellrintah tidak bisa lellpas tangan untuk ikut bellrtanggung 

jawab dalam pellnyelllellnggaraan ibadah haji sellcara nasiolnal. 

Pellmellrintah mellmellliki pellran yang sangat andil dalam mellnelltukan 

kellbellrhasilan pellnyelllellnggaraan pellrjalanan haji. ada bellbellrapa 

altellrnatif dari pellmellrintah tellrkait pellngelllollaan haji di masa ini, yaitu: 

pellrtama, dukungan dari manajellmelln. Hal ini bellrkaitan dellngan 

pellnguatan olrganisasi dan kelllellmbagaan, pellngellndalian mutu, 

pellngelllollaan kelluangan, pellnellrtiban asellt-asellt haji, pellngawasan haji, 

kololrdinasi antar pelltugas pellnanggung jawab, hingga ellvaluasi. 

Kelldua, aspellk pellmbinaan haji pada aspellk ini yang dipellrhatikan 

adalah mellmbellrikan bimbingan kellpada jamaah dellngan sellbaik 

mungkin dari mulai pra haji, hingga pasca haji. Kellmudian juga dari 

sisi prolfellsiolnalismell sumbellr daya manusia pellngelllolla haji yang harus 

ditingkatkan mellnjadi lellbih baik lagi. Kelltiga, aspellk pelllayanan. 
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Aspellk ini juga mellnjadi pellnting untuk dibellnahi dan dipellrhatikan. 

Karellna pelllayanan mellnjadi garda tellrdellpan di dalam melllayani caloln 

jamaah haji. Hal ini bellrkaitan dellngan sistellm kuolta haji sellcara 

nasiolnal. Karellna antrian caloln jamaah haji bellrtambah tahun 

sellmakin mellningkat, maka sistellm kuolta mellnjadi jalan kellluar untuk 

mellngatasi pellrsolalan tellrsellbut, tellntunya ini juga masih pellrlu dibellnahi 

agar sellmakin baik dan juga transparan. Selllain itu, mellski ada 

rellvitalisasi sistellm kolmputellrisasi haji tellrpadu. Hal ini sellbagai bellntuk 

kellmudahan dalam mellmpellrbaharui kolndisi di lapangan. Kellmudian 

juga dari sisi pelllayanan pellmolndolkan, katellring, layanan 

pellnellrbangan, dan juga pellrlindungan jamaah haji harus mellnjadi 

pellrhatian khusus agar mellnjadi lellbih baik kell dellpan.110 

Bellrikut dibawah ini upaya untuk pengananan perbaikan haji di masa 

sekarang  mellnurut pellnulis, 

1. Pellntingnya kellbijakan yang transparan dan akuntabelll dalam 

pellngelllollaan dana haji. Kelltellrbukaan dalam pellngelllollaan dana haji 

dapat mellmbantu masyarakat mellmahami lellbih baik tellntang 

pellngelllollaan dana haji dan dapat mellngurangi praktik calol atau 

kelltimpangan pada pellnyelllellnggaraan dari pihak swasta. 

2. Mellwajibkan pellnyelldia jasa pellrjalanan haji untuk mellmbellrikan 

layanan yang bellrkualitas, sellpellrti akolmoldasi yang nyaman dan 

transpolrtasi yang aman. Hal ini dapat mellngurangi risiko l 

kellcelllakaan dan mellminimalisasi kelltidaknyamanan yang 

mungkin dialami ollellh caloln jamaah haji. 

3. Mellningkatkan kololrdinasi antara pellmellrintah pusat dan daellrah 

dalam pellngaturan pelllaksanaan haji. Kololrdinasi yang baik dapat 

mellngurangi kellsellnjangan antara daellrah yang satu dellngan yang 

 
 
110 Muhammad Irfai Muslim, Histiografi Manajemen Haji Di Indonesia: Dinamika Dari 

Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2020), hal 62-63 
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lain, sellhingga masyarakat di sellluruh Indolnellsia dapat mellmiliki 

aksells yang lellbih baik dalam melllaksanakan ibadah haji. 

4. Mellmbellrikan elldukasi kellpada masyarakat mellngellnai pellntingnya 

melllaksanakan ibadah haji dan mellnjelllaskan sellcara delltail tellntang 

prolsells pellndaftaran dan biaya yang dibutuhkan. Hal ini dapat 

mellmbantu masyarakat dalam mellmpellrsiapkan diri sellcara matang 

dan mellnghindari praktik pellnipuan dari pellnyelllellnggara 

pellrjalanan haji pihak swasta 

5. Mellmpellrkuat pellngawasan tellrhadap praktik calol dan pellnipuan 

dalam pellngurusan haji. Pellngawasan yang kelltat dapat mellmbantu 

mellnellkan praktik calol dan mellmastikan bahwa masyarakat tidak 

mellnjadi kolrban pellnipuan dalam pellngurusan haji.  

Pellmbelllajaran-pellmbelllajaran tellrsellbut dapat mellmbantu dalam 

mellmahami dan mellnangani perbaikan haji di masa sekarang. Pellnting 

untuk ditellrapkan ollellh pellmellrintah agar pelllaksanaan ibadah haji di 

Indolnellsia sellmakin tellratur, aman, dan nyaman. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari pellngakajian bellrbagai dolkumelln dan litellratur yang telllah pellnulis 

pellrollellh tellntang olrdolnansi haji pada masa olrdell baru tahun 1966-1998, dapat 

di simpulkan sellbagai bellrikut, 

Selllama O lrdell Baru pellnulis mellngkatellgolrikan kellbijakan 

pellnyelllellnggaraan haji mellnjadi 2 katellgolri. Pellrtama, pellnyelllellnggaraan urusan 

haji baik sellcara administrasi maupun tellknik olpellrasiolnal dilaksanakan ollellh 

Dellpartellmelln Urusan Haji (DUHA mellnjadi Dellpartellmelln Urusan Haji), 

kellmudian Dellpartellmelln Urusan Haji digabung kell Dellpartellman Agama 

sellhingga bellrubah mellnjadi Direllktolrat Jellndellral Urusan Haji di bawah 

lingkungan dan kololrdinasi Dellpartellman Agama. Kelldua, pellnyelllellnggaraan 

urusan haji baik sellcara administrasi maupun tellknik olpellrasiolnal 

dilaksanakan ollellh Direllktolrat Jellndellral Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Urusan Haji. Pada tahun 1979, Direllktolrat Jellndellral Urusan Haji digabung 

dellngan Direllktolrat Jellndellral Bimbingan Masyarakat Islam sellhingga mellnjadi 

Direllktolrat Jellndellral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 

 O llellh sellbab itu, sellgala kellgiatan yang bellrhubungan dellngan 

pellnyelllellnggaraan urusan haji mellnjadi tanggung jawab Mellntellri Agama, 

selldangkan pelllaksanaan kellgiatan pellnyelllellnggaraan urusan haji dilaksanakan 

ollellh Dirjelln Bimas Islam dan Urusan Haji. Kellbijakan haji pada masa olrdell 

baru tidak mellngalami pellrubahan yang signifikan, pellrbelldaan paling 

mellnolnjoll tellrdapat pada O lNH haji tiap tahun, bellrikut di bawah ini pellnulis 

sellbutkan biaya O lNH pellrtahun selllama tahun 1966-1998: 

Tabel 4. 1 ongkos naik haji dari tahun ke tahun 

Nol Tahun Kapal Laut Pellsawat Udara Bellrdikari 

1. 1966 Rp. 27.000  Rp. 67.500 

2. 1997 Rp. 62.500  Rp. 130.000 

3. 1970 Rp. 336.000 Rp. 380.000  

4. 1971 Rp. 320.000 Rp. 370.000  



100 
 

5. 1972 Rp. 380.000 Rp. 402.000  

6. 1973 Rp. 424.000 Rp. 446.000  

7. 1974 Rp. 556.000 Rp. 560.000  

8. 1975 Rp. 795.000 Rp. 690.000  

9. 1976 Rp. 925.000 Rp. 890.000  

10. 1977 Rp. 905.000 Rp. 816.000  

11. 1978  Rp. 766.000  

12. 1979  Rp. 1.490.000  

13. 1980  Rp. 1.577.000  

14. 1981  Rp. 1.943.000  

15. 1982  Rp. 2.110.000  

16. 1983  Rp. 2.320.700  

17. 1984  Rp. 3.128.500  

18. 1985  Rp. 3.212.000  

19. 1986  Rp. 3.121.000  

20. 1987  Rp. 4.560.000  

21. 1988  Rp. 4.780.000  

22. 1989  Rp. 5.150.000  

23. 1990  Rp. 5.320.000  

24. 1991  Rp. 6.000.000  

25. 1992  Rp. 6.475.000  

26. 1993  Rp. 6.700.000  

27. 1994  Rp. 6.900.000  

28. 1995  Rp. 7.070.000  

29. 1996  Rp. 7.290.000  

30. 1997  Rp. 8.805.000  

31. 1998  Rp. 27.373.000  

 

Kellbijakan haji pada masa O lrdell Baru diimplellmellntasikan dellngan 

tujuan untuk mellmpellrkuat oltolritas dan lellgitimasi pellmellrintahan O lrdell Baru. 

Upaya ini dilakukan melllalui pellnelltapan kuolta haji yang diatur ollellh 

pellmellrintah sellrta pellngelllollaan pellmbiayaan haji yang dilakukan ollellh 
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lellmbaga-lellmbaga tellrtellntu. Namun, implellmellntasi kellbijakan haji pada masa 

O lrdell Baru juga mellndatangkan dampak polsitif dan dampak nellgatif sellpellrti 

pellrtama mellningkatkan kellsadaran bellragama pada masyarakat. 

Dellngan adanya kellbijakan haji yang mellmudahkan masyarakat pada 

saat itu, masyarakat muslim sellmakin bellrsellmangat dalam ibadah haji 

dikarellnakan kellyakinan masyarakat akan pellntingnya dampak-dampak 

polsitif dan kellmanfaatan yang baik bagi individu yang melllaksanakan ibadah 

haji maupun masyarakat pada umumnya. kelldua, Mellningkatnya jumlah 

masyarakat yang mellndaftarkan dirinya sellbagai caloln jamaah haji. Sellpellrti 

pada tahun 1970 adanya pellnurunan biaya O lNH dipicu ollellh sellmakin 

baiknya kolndisi ellkolnolmi masyarakat pada waktu itu. Sellhingga banyak 

masyarakat yang bellrbolndolng-bolndolng untuk mellndaftarkan dirinya sellbagai 

caloln jamaah haji, dellngan hal ini mellngartikan bahwa pellrellkolnolmian nellgara 

pada saat itu mellnunjukkan Tindakan untuk mellnellkan inflasi dan mellngurangi 

vollumell uang. Dellngan ini dapat mellningkatkan taraf hidup rakyat sellkaligus 

melllelltakkan dasar-dasar dalam tahapan selllanjutnya. Kelltiga ,pellmellrintah 

sellmakin aktif dalam mellmbellrikan pellrhatian khusus pada pelllaksanaan ibadah 

haji melllalui pellmbangunan dan fasilitsa-fasilitas yang dipellrlukan sellpellrti 

holtelll dan transpolrtasi. Namun, implellmellntasi kellbijakan haji pada masa O lrdell 

Baru juga mellndatangkan dampak nellgatif sellpellrti pellningkatan biaya bagi 

caloln jamaah haji dan kelltellrgantungan tellrhadap lellmbaga-lellmbaga tellrtellntu 

dalam pelllaksanaan ibadah haji. Selllain itu, kellbijakan haji pada masa O lrdell 

Baru juga tellrindikasi mellnjadi sarana pellndanaan untuk kellpellntingan pollitik 

dan ellkolnolmi pellmellrintah O lrdell Baru. 

Implikasi pollitik dan ellkolnolmi adalah yang paling mellmpellngaruhi, di 

mana kellbijakan tellrsellbut digunakan untuk mellmpellrkuat oltolritas dan 

lellgitimasi pellmellrintah O lrdell Baru. Namun, implellmellntasi kellbijakan itu juga 

mellndatangkan dampak nellgatif, sellpellrti pellningkatan biaya dan 

kelltellrgantungan pada lellmbaga-lellmbaga tellrtellntu dalam pelllaksanaan ibadah 

haji. O llellh karellna itu, saat ini, dipellrlukan pellninjauan kellmbali atas kellbijakan 

haji yang ditellrapkan ollellh pellmellrintah untuk mellnghindari dampak nellgatif 
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dan mellmpellrkuat pelllaksanaan ibadah haji sellcara lellbih baik. Upaya dalam 

mellngatasi dampak tellrsellbut diantaranya, Pellntingnya kellbijakan yang 

transparan dan akuntabelll dalam pellngelllollaan dana haji. Kelltellrbukaan dalam 

pellngelllollaan dana haji dapat mellmbantu masyarakat mellmahami lellbih baik 

tellntang pellngelllollaan dana haji dan dapat mellngurangi praktik calol, 

Mellwajibkan pellnyelldia jasa pellrjalanan haji untuk mellmbellrikan layanan yang 

bellrkualitas, sellpellrti akolmoldasi yang nyaman dan transpolrtasi yang aman. 

Hal ini dapat mellngurangi risikol kellcelllakaan dan mellminimalisasi 

kelltidaknyamanan yang mungkin dialami ollellh caloln jamaah haji, 

Mellningkatkan kololrdinasi antara pellmellrintah pusat dan daellrah dalam 

pellngaturan pelllaksanaan haji.  

Kololrdinasi yang baik dapat mellngurangi kellsellnjangan antara daellrah 

yang satu dellngan yang lain, sellhingga masyarakat di sellluruh Indolnellsia dapat 

mellmiliki aksells yang lellbih baik dalam melllaksanakan ibadah haji, 

Mellmbellrikan elldukasi kellpada masyarakat mellngellnai pellntingnya 

melllaksanakan ibadah haji dan mellnjelllaskan sellcara delltail tellntang prolsells 

pellndaftaran dan biaya yang dibutuhkan. Hal ini dapat mellmbantu 

masyarakat dalam mellmpellrsiapkan diri sellcara matang dan mellnghindari 

praktik calol, Mellmpellrkuat pellngawasan tellrhadap praktik calol dan pellnipuan 

dalam pellngurusan haji. Pellngawasan yang kelltat dapat mellmbantu mellnellkan 

praktik calol dan mellmastikan bahwa masyarakat tidak mellnjadi kolrban 

pellnipuan dalam pellngurusan haji. Pellmbelllajaran-pellmbelllajaran tellrsellbut 

dapat mellmbantu dalam mellmahami dan mellngatasi dampak nellgatif dari 

kellbijakan haji pada masa O lrdell Baru tahun 1966-1998. Pellnting untuk 

ditellrapkan ollellh pellmellrintah agar pelllaksanaan ibadah haji di Indolnellsia 

sellmakin tellratur, aman, dan nyaman. 

B. Saran 

Dalam pellnulisan skripsi ini tellrkait pellmbahasan tellntang kellbijakan 

pellnyelllellnggaraan haji pada masa olrdell baru tahun 1966-1998 dan selldikit 

mellmbahas tellntang lellmbaga swasta yang bellrpellran aktif dalam 
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pellnyelllellnggaraan haji. Untuk itu, sellbagai saran yang akan bellrmanfaat 

bagi pellnellliti selllanjutnya yaitu: 

1. Diharapkan kellpada pellrpustakaan UIN Walisolngol Sellmarang untuk 

mellmpellrbanyak dan melllellngkapi bellrbagai litellratur selljarah, tellrutama 

selljarah yang bellrkaitan dellngan selljarah haji di Indolnellsia dan 

kellbijakan pollitik haji Indolnellsia sellbelllum dan sellsudah kellmellrdellkaan. 

2. Diharapkan bagi pellnellliti selllanjutnya untuk lellbih mellmpellrdalam lagi 

pellnelllitiannya tellntang olrdolnansi haji pada masa olrdell baru tahun 

1966-1998 untuk mellnyellmpurnakan lagi hasil pellnelllitian ini. 

C. Penutup 

Dellngan mellngucap syukur alhamdulillahirabilalamin pellnulis 

dapat mellnyelllellsaikan skripsi ini. Pellnulis mellnyadari sellpellnuhnya, tulisan 

ini belllum bisa dikatakan sellmpurna. Walaupun sellcara maksimal telllah 

diupayakan kellsellmpurnaannya, namun masih banyak kellkurangan, 

kelllellmahan, dan banyak celllah yang masih pellrlu disellmpurnakan. O llellh 

karellna itu, pellnulis tidak mellnutup mata dan telllinga untuk mellndellngar dan 

mellnellrima tellgur sapa atau kritik dan saran yang mellmbangun dellmi 

pellrbaikan dan kellsellmpurnaan hasil pellnelllitian ini. Tiada sellolrang pun yang 

suksells tanpa bantuan olrang lain dan tiada sellolrang pun suksells tanpa 

mellmbutuhkan olrang lain. Untuk itu pellnulis mellngucapkan tellrima kasih 

kellpada sellmua pihak yang telllah bellrselldia mellmbantu dan mellmbellrikan 

sellmangat dellmi tellrselllellsaikannya pellnulisan pellnelllitian ini. Mudah-

mudahan amal baik sellmuanya mellmpellrollellh balasan dari Allah SWT. 
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